SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya
disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018 tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada
Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017,
yang dilakukan oleh: -=-----------—mmomm

Terlapor [ i Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1II' Provinsi
Kalimantan Tengah,Tahun Anggaran 2017 yang beralamat
di Jalan Tjilik Riwut Km. 3 Nomor 14 Lantai 2, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah; -=-=----===---------coooo—-

Terlapor II - PT Mellindo Bhakti Persadatama, yang beralamat di Jalan
Jend.  Sudirman Nomor 06, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah; ------==-===--ommmmmmmmm

Terlapor Il : PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jend.
Sudirman Nomor 05, Kota Palangka Raya, Kalimantan
Tengah dan di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kota Palangka

Raya, Kalimantan Tengah; ~=---===--------cmmmmmmmmmm
telah mengambil Putusan sebagai berikut: -------------=--c oo
Majelis Komisiz-—----------ommm oo e

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------=-—--ommmmmmeo
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran; —---------- oo oo oo s
Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------=-=--mmmmmmmmmm o

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----------——- oo
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Setelah mendengar keterangan para Terlapor;------------=-—--mmmmmmmmmmmm

Setelah membaca Kesimpulan dari Investigator; --------------=——c——cmmmmmmme
Setelah membaca Kesimpulan dari para Terlapor; ----------=-=-====mcmmmmmmmmo—

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan
Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada
pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B1, 1.2): ------------

OBYEK PERKARA adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang -
Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III

Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017. ==—-==---c---mmomo—-

Bahwa berikut terkait dengan informasi lelang: -=---=-======--=o-ccmco—-

Informasi Lelang

Kode Lelang 25056084

PRESERVASI REKONSTRUKS! JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN BUKIT

Nama Letang {Lelang Ulang) BATU-LUNGKUH LAYANG-KALAHIEN

Feterangan
Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Satuan Kera PELAKSAMAAN JALAN NASIONAL WILAYAH Il PROVINS| KALTENG
Kategon Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan e-Lelang Urnum
Metode Pascakualfikasi Satu File - Sistem Gugur
Angparan 2017 - APEN
Milai Pagu Paket Rp 28.333.340.000,00
Milai HPS Paket Rp 28.333.340.000,00
Cara Pembayaran Harga Satuan
Jenis Kontrak Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha Pemnssahaan Mon Kecil
Lokasi Pekerjaan kalieng - Banto Selatan (Kab.)
* ljin Usaha
ljin Usaha Klasifikasi
UK Klasifikasi M (yg msh berlaku)
SBU 51003 Klasifkasi M (yg msh berlaku)
* Telah mefenasi kewajiban pajak tahun terakhir
SPT 2015
Syarat Kualifikasi * Mempunyai Pengalaman dalam kurun wakiu 4 tahun terakhir

Personil. Peralatan, Dukungan Bank, dan persyaratan lain sesuai LDK

Dalam hal proses pemiihan Penyedia Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPADPA
dan alokasi anggaran dalam DIPADPA tidak disefujui atau ditetapkan kurang dari niai
Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, maka proses pemiihan Penyedia Jasa dilanjutkan ke
tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPADPA atau proses pemilhan
Penyedia Jasa dibatalkan dan penyedia barangijasa tidak dapat menuniut ganti rugi dalam
bentuk apapun.
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DUGAAN PELANGGARAN: - mmm oo

Para Terlapor diatas diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang
Nomor S5 Tahun 1999, yang berbunyi (sesuai dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016): -----------==-=——=————
Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pithak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. ----------
dengan Penjelasan: -----=f-mmmmmmmt e

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk

menyediakan JaSA”. —==-=—s= =t s oo oo a ot
KRONOLOGIS TENDER == mm oo oo ol
Kronologis Tender Perkara a quo dapat diuraikan sebagai berikut: ---

Bahwa  Pembentukan  Kelompok - Kerja  (Pokja) - Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi - Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III ' Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02 /SATKER-
WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016, ---------------------

Bahwa susunan ' keangotaan Kelompok  Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III

Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: --------------------

No Panitia Tender / Nama NIP Penugasan

1. Rooswandy Juniawan, ST 19740617 199903 1 006 Ketua

2. Lily Walter Masal, ST., MT. 19790810 200901 2 005 Sekretaris
3. Ir. Budiarto Purwonugroho 19611209 199303 1 009  Anggota
4. Gazali Rakhman, ST. 19700727 200812 1 001  Anggota
5. Davis Rahusan Saloh, ST 19711124 200701 1 004  Anggota
6. Resliana Aprisa S, SE 19780429 200901 2 001  Anggota
7.  Erlin Meyer, ST. 19740522 200911 1 001  Anggota
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Tahapan Pelaksanaan perkara a quo: -------------==—=—— -

1) Jadwal Pelaksanaan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang -

Kalahien adalah sebagai berikut: ------------—-= oo

No . . Histori
Tahap Mulai Sampai Perubahan
1. Pengumuman 19 Desember 26 Desember Tidak Ada
Pascakualifikasi 2016 Pukul 22:00 2016 Pukul 23:59
2. Download 19 Desember 30 Desember Tidak Ada
Dokumenengadaan 2016 Pukul 22:01 2016 Pukul 08:00
3. Pemberian Penjelasan 23 Desember 23 Desember Tidak Ada
2016 Pukul 09:00 2016 Pukul 14:00
4. Upload Dokumen 23 Desember 30 Desember Tidak Ada
Penawaran 2016 Pukul 14:01 2016 Pukul 09:59
5. Pembukaan Dokumen 30 Desember 12 Januari 2017 Tidak Ada
Penawaran 2016 Pukul 10:00 Pukul 23:59
6. Evaluasi Penawaran 30 Desember 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
2016 Pukul 10:01 Pukul 23:59
7. Evaluasi Dokumen 30 Desember 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Kualifikasi 2016 Pukul 10:02 Pukul 23:59
8. Pembuktian Kualifikasi 03 Januari 2017 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Pukul 00:00 Pukul 23:59
9. Upload Berita Acara 04 Januari 2017 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Hasil Pelelangan Pukul 00:00 Pukul 23:59
Penetapan Pemenang 05 Januari 2017 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
10. Pukul 00:00 Pukul 23:59
Pengumuman 05 Januari 2017 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
11. Pemenang Pukul 00:00 Pukul 23:59
Masa Sanggah Hasil 11 Maret 2017 15 Maret 2017 5 Kali Perubahan
12. Lelang Pukul 00:00 Pukul ' 14:00
Surat Penunjukan 16 Maret 2017 17 Maret 2017 5 Kali Perubahan
13. Penyedia Barang/Jasa Pukul 00:00 Pukul 23:59
Penandatanganan 20 Maret 2017 24 Maret 2017 S Kali Perubahan
14. Kontrak Pukul 00:00 23:59

2) Bahwa peserta yang mendaftar dalam tender perkara a quo ini

sebanyak 19

sebagaimana tabel berikut ini:

(sembilan belas)

perusahaan dengan

rincian

No Nama Perusahaan

Tanggal Daftar

1. PT Multi Karya Primas Mandiri
2. PT Duta Karya Mandiri

19 Desember 2016 Pukul 23:21
20 Desember 2016 Pukul 00:30
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PT Nugroho Lestari

PT Margo Umega

PT Mellindo Bhakti Persadatama
Kawan Joymor

PT Sketsa Karya Pribumi

CV Kalang Bhakti Persada

PT Jaya Wijaya Coperation

PT Ganisha Dwi Utama

PT Kahayun Sarimas Sentosa
PT Anugrah Rahmat Perdana
PT Iyhamulik Bengkang Turan
CV Ramsina Mandiri Jaya

PT Sampaga Karya Persada
PT Mutiara Karya Utama

PT Adhimix Precast Indonesia
CV Trigil

CV Herda Ripta Loka

20 Desember 2016 Pukul 08:24
20 Desember 2016 Pukul 12:11
20 Desember 2016 Pukul 12:53
20 Desember 2016 Pukul 13:16
20 Desember 2016 Pukul 13:45
20 Desember 2016 Pukul 14:51
21 Desember 2016 Pukul 09:30
22 Desember 2016 Pukul 16:11
23 Desember 2016 Pukul 16:58
24 Desember 2016 Pukul 07:55
24 Desember 2016 Pukul 17:12
27 Desember 2016 Pukul 12:26
27 Desember 2016 Pukul 12:52
27 Desember 2016 Pukul 20:27
28 Desember 2016 Pukul 10:48
28 Desember 2016 Pukul 16:34
28 Desember 2016 Pukul 18:46

3) Tahap Pemasukan (upload) Dokumen Penawaran ---=--=------------

Bahwa dari 19 (Sembilan belas) perusahaan yang mendaftar
dalam tender perkara a quo ini hanya 6 (enam) perusahaan yang
memasukan (upload) dokumen penawaran sebagaimana dengan

rincian tabel berikut ini: --------==-=--mmcmmm

No Nama Perusahaan Tanggal Kirim (upload)

31 Desember 2016 Pukul 00:12
29 Desember 2016 Pukul 15:26
30 Desember 2016 Pukul 03:12
29 Desember 2016 Pukul 21:44
29 Desember 2016 Pukul 21:49
30 Desember 2016 Pukul 09:57

1. PT Sampaga Karya Persada

PT Mellindo Bhakti Persadatama
PT Multi Karya Primas Mandiri
PT Ganisha Dwi Utama

PT Jaya Wijaya Coperation

O v s @ N

PT Iyhamulik Bengkang Turan

4) Tahap Evaluasi Administrasi -----------=--—————-mmmmmmmm

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
administrasi terhadap 6

Tengah melakukan evaluasi (enam)

Perusahaan (peserta tender) yang telah memasukkan Dokumen
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Penawaran dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta
tender) yang gugur yaitu PT Iyhamulik Bengkang Turan. Berikut

hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel berikut: ------------

No Nama Perusahaan Lulus Keterangan
1.  PT Multi Karya Primas Mandiri Lulus
2. PT Mellindo Bhakti Persadatama Lulus
3. PT Jaya Wijaya Coperation Lulus
4  PT Ganisha Dwi Utama Lulus
S PT Iyhamulik Bengkang Turan Tidak Lulus File Penawaran tidak
lengkap (hanya ada surat
penawaran)
6. PT Sampaga Karya Persada Lulus
5) Tahap Evaluasi Teknis -=—=--=-=mmmmmmmmmmmmm e
Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah melakukan evaluasi teknis terhadap S (lima) Perusahaan
(peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi
administrasi dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta
tender) yang gugur yaitu PT Sampaga Karya Persada. Berikut
hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut:--------------------
No Nama Perusahaan Lulus Keterangan
1.  PT Multi Karya Primas Mandiri Lulus
2. PT Mellindo Bhakti Persadatama Lulus
3. PT Jaya Wijaya Coperation Lulus
4. PT Ganisha Dwi Utama Lulus
5. PT Sampaga Karya Persada Tidak Peralatan tidak memenuhi
Lulus syarat (sudah digunakan pada

paket pekerjaan yang lain dan
tidak ada kontrak sewa
peralatan)

6) Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran) -------------=-----ccceuu-

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
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Tengah melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 5
(lima) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap
evaluasi teknis dengan hasil hanya terdapat 1 (satu) perusahaan
(peserta tender) yang lulus yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama.
Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian

tabel berikut ini:---------mmm s

Nama Harga Penawaran  Harga Terkoreksi
No Perusahaan g (Rp) g (Rp) Lulus Keterangan
1.  PT Multi 23.166.180.000 23.166.558.000 Setelah diklarifikasi
Karya Primas kewajaran harga
Mandiri dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga
2.  PT Mellindo 28.750.000.000 28.749.997.000 Lulus
Bhakti
Persadatama
3. PTJaya 21.270.000.000 21.269.998.000 Setelah diklarifikasi
Wijaya kewajaran harga
Coperation dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga
4. PT Ganisha 21.842.283.000 21.842.280.000 Setelah diklarifikasi
Dwi Utama kewajaran harga

dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga

7) Tahap Evaluasi Kualifikasi -------------—cmmmmmmmo e

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT Mellindo

Bhakti Persadatama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi



8)

9)

10)

11)
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biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Mellindo Bhakti
Persadatama dinyatakan lulus dalam evaluasi kualifikasi. Berikut

hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini: ----------

No Nama Perusahaan Lulus Keterangan

1. PT Mellindo Bhakti Persadatama Lulus -

Tahap Evaluasi AKhir -------=-—=-——mmmmm e

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah melakukan evaluasi akhir terhadap PT Mellindo Bhakti
Persadatama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi kualifikasi
dengan hasil PT Mellindo Bhakti Persadatama dinyatakan lulus
dalam evaluasi akhir.  Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan

rincian tabel berikut ini: =-s--=-=-mmmeo oo

No Nama Perusahaan Harga Penawaran Lulus

1.~ PT Mellindo Bhakti Persadatama Rp. 28.749.997.000 Lulus

ReclaparBaipnang  -Ma-——-afl-----——- IO ——— o~~~ === ===

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan

Tengah melakukan penetapan pemenang di dalam tender perkara

a quo ini adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama.

No T Harga Penawaran - Lulus Keterangan
Perusahaan
1. PT Mellindo Bhakti Rp: Lulus Pemenang
Persadatama 28.749.997.000

Pengumuman Pemenang ---------------------—-—mmmm

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah melakukan pengumuman pemenang di dalam tender

perkara a quo ini adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. ------------

Tahap Sanggahan Oleh Peserta Tender -------------—--occmmmmmmmu—



12)

13)
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Bahwa terdapat perusahaan yang melakukan sanggah dalam
tender perkara a quo ini yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri.

Bahwa inti dari sanggahan tersebut adalah: --------—-------ccceeceo-

a. Membatalkan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai
pemenang Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang -

Kalahien; —------==—=—— -

b. Melaksanakan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga ulang

dengan seadil-adilnya dan profesional.--------------—c2omcmmmmu—-

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) ----=--=--=--------——-

Bahwa PT Mellindo - Bhakti Persadatama ditunjuk sebagai
Penyedia Barang dan Jasa untuk lelang Preservasi Rekonstruksi
Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu — Lungkuh
Layang - Kalahien berdasarkan Surat Penunjukan  Penyedia
Barang dan Jasa (SPBJ) Nomor: KU.03.01/SATKER-
WIL.III/PPK.PR-AMP/SPPBJ /Il /2017 /100 yang dikeluarkan oleh
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III - Provinsi Kalimantan

Bahwa kontrak dalam tender perkara a quo ini adalah dengan

rincian tabel berikut ini:--=—-==~=-—---—--mmmm

Nomor Kontrak HK.02.03/SATKER-WIL.III-
PPK.12/KTRK/III/105

Nomor Rekening 1000030000030753

Nilai Kontrak Rp. 28.749.997.000,00

Tanggal Kontrak 23 Maret 2017

Masa Berlaku

23 Maret 2017 — 22 Desember 2017
Kontrak

Nama Perusahaan PT Mellindo Bhakti Persadatama

FAKTA LAIN - e e



1) Bahwa terdapat

kesamaan dokumen di
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dalam Dokumen

Penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)

dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan rincian
sebagai berikut: (vide C7, C8)

Gambar 1. Perbandingan gambar metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III

METODE PELAKSANAAN

NAMA PAKET : PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN
RUTIN JEBATAN BUKIT BATU - LUNGKUH LAYANG - KALAHIEN

PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH

NAMA PENYEDIA : PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA

MOBILISASI

Pada tahapan pekerjaan ini pihak kontraktor melakukan Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan, mobilisasi personil,
Melakukan Pengukuran Lapangan

Uraian Umum pekerjaan

- Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan

- Mobilisasi Personil

- Membuat Papan Nama Kegiatan

- Pembuatan Base Camp, Barak Kerja dan kantor
- Pemeliharaan dan Perlindungan lalu lintas

Pekerjaan Mobilisasi pada bulan pertama pekerjaan dimana Peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan
pekerjaan ditempatkan pada lokasi pekerjaan menyiapkan gudang atau tempat untuk penyimpanan bahan

KETENTUAN UMUM

1. Mobilisasi harus sudah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
SPMK atau sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak.
2. Mobilisasi meliputi kegiatan :
i datang} lat

p peralatan berat dan kend kend: yang diperlukan dalam
pelaksanaan proyek.
ii. Mempersiapkan fasilitas lapangan base camp dimana terdapat kantor proyek, Kantor Direksi
Teknis, kantor Penyedia Jasa, rumah-rumah staf dan karyawan untuk proyek, Direksi Teknis dan
Penyedia Jasa, bengkel, gudang dan sebagainya yang telah disebutkan dalam spesifikasi umum
kontrak.
iii. Mendatangkan alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan bahan-bahan dan pemeriksaan mutu,
serta alat-alat ukur sesuai rencana. iv). Mendatangkan personil-personil Penyedia Jasa dan
Direksi Teknis.

3. Mobilisasi peralatan terkait dan personil Penyedia Jasa dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan
yang diatur dalam kontrak.

4. Pemeriksaan Quarry: Untuk bahan-bahan timbunan dan jal agregat (material alam) umumnya
selalu diusahakan dicari di sekitar lokasi proyek. Pungutan-pungutan, juran-iuran, retribusi, royalti atas
perolehan, bahan-bahan material dan sebagainya yang akan digunakan pada Proyek/Kegiatan sepenuhnya
menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa.

5. Tjin Menggunakan Quarry/Borrow Area Permohonan izin ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan
menyebutkan data lokasi quarry, luas lahan yang akan digarap, volume dan jenis bahan yang akan
diambil/digali, rencana penggunaan dan cara pengambilan/eksploitasinya.

6. Bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi Proyek seperti aspal, semen, besi beton, kapur dan
sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalannya di laboratorium,
apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam
waktu 3 x 24 jam.

7. Mendatangkan peralatan-peralatan berat. Sebelum mendatangkan peralatan-peralatan berat ke lokasi
pekerjaan, Penyedia Jasa wajib meneliti kondisi jalan, jembatan, gorong-gorong, dermaga dan lain-
lainnya yang akan dilalui alat-alat berat tersebut dan juga harus mempertimbangkan kekuatan strukturnya
setelah peralatan berat tersebut digunakan dan dimuati beban. Bila perlu Penyedia Jasa harus melakukan
perkuatan-perkuatan dan perbaikan- perbaikan konstruksi seperlunya sehingga tidak akan menimbulkan

(halaman 12)

METODA PELAKSANAAN
Paket Pekerjaan Preservasi Rek uksi Jalan dan F lih Rutin b Bukit Batu -
Lungkuh Layang - Kalahien
Nama Penyedia : PT.JAYA WIJAYA COPERATION
METODA PELAKSANAAN

Penanganan pekerjaan ruas jalan Bukit Batu — Lungkuh Layang - Kalahien ini dengan total panjang 75,41
Km yang meliputi lingkup :

Rekonstruksi/Peningkatan Struktu Jalan Ruas Bukit Batu - Lungkuh Layang

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Lungkuh Layang - Kalahien

Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Bukit Batu - Lungkuh Layang

Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Lungkuh Layang - Kalahien

- Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Bukti Batu — Lungkuh Layang

Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien

TAHAP PERSIAPAN :

Pelaksanaan pekerjaan Preservasi uksi Jalan dan P Rutin Bukit Batu -
Lungkuh Layang - Kalahien akan dilaksanakan dengan tahapan survey lapangan yang akan dilakukan
selama 7 hari setelah kontrak ditandantangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

" foani

Metode pelaksanaan pekerjaan dimulai b yaitu : ksi/F Struktu Jalan Ruas
Bukit Batu ~ Lungkuh Layang, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Lungkuh Layang - Kalahien,
Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang, Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan
Ruas Lungkuh Layang - Kalahien, Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Bukti Batu — Lungkuh Layang,
Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang - Kalahien, dimulai dengan:
1. Mobilisasi

- Mobilisasi dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK atau

sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak.

- Mobilisasi meliputi kegiatan :

i ) kan peral berat dan
pelaksanaan proyek.
Mempersiap Fasilitas , yaitu Base camp yang terdiri dari Kantor Direksi
Lapangan, Fasilitas Akomodasi untuk Staff Pengawas, Pagar Base Camp dan lain-lain.

i kan Fasilitas Lab jum, yaitu alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan

bahan-bahan dan pemeriksaan mtu serta alat-alat ukur sesuai rencana.

iv. Mendatangkan personil-personil Penyedia Jasa dan pekerja.

v. Membuat Papan Nama Kegiatan dan Rambu-rambu.

i. Menyiapkan K3 atau mobilisasi lainnya, yaitu pengadaan Sepatu Septi, Jaket Kerja,
Kacamata, Topi dan lain-lain.

Mobilisasi peralatan dan personil dapat

lapangan.

Bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi proyek seperti aspal, semen, besi beton dan

sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalannya di

lab i apabila tidak hi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut

diperintahkan untuk diangkut ke luar proyek dalam waktu 3 x 34 jam.

- Dokumentasi Photo 0%, 50%, 100% dan pembuatan Shop Drawing pada permulaan pelaksanaan
pekerjaan. Pembuatan As Built Drawing pada akhir/selesainya pelaksanaan pekerjaan.

(halaman 38)
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Gambar 2. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

Terlapor II dan Terlapor III
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BAHAN

1)  Timbunan Pilihan

a)  Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai "Timbunan Pilihan" bila digunakan pada lokasi atau untuk
maksud dimana tinbusian pilitan telabi ditentukan. Seluruli tibunan lain yang digusiakan harus dipandaig
sebagai timbunan biasa.

b) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang
memenuhi semua ketentuan di afas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifet-sifat
tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus, bila
diuji sesuai dengan CBR paling sedikit 10 % sctelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100.%
kepadatan kering maksimum.

0 Bahan umbunan plllhan yang akzm dlguna.kan bilamana pemadatan dalam keadaan ]erruh atau b&lljll’ yang

makslmum 6%.

d) Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timbunan atau pada situasi
lainnya yang memerlukan kuat geser yang cukup, bilamana dilaksanakan dengan pemadatan kering normal
maka timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung
pasiran atau lempung berplastisitas rendah. Jenis bahan yang diplih, tergantung pada kecuraman dari lereng
yang akan dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul.

(halaman 17)

SALINAN

7. Timhunan Pilihan dari Sumber Galian

Timbunan hanya holeh diklasifiaksikan sebagai “Timbunan Pilihan” bila digunakan pada lokasi
atau untuk maksud di mana timbunan pilihan telah ditentukan. Seluruh timbunan lain yang
digunakan harus dipandang sebagai timbunan pilihan.

Timbunan pilihan terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas
untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang
tergantung dari maksud penggunaannya. Dalam segala hal, seluruh timbunan biasa harus, bila
diuji sesuai dengan CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai
100% kedapatan kering maksimum.

Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana pemadatan dalam keadaan jenuh atau

dengan indeks plastisitas maksimurm 6%.

Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilitas timbunan atau
pada situasi lainnya yang memerlukan kuat geser yang cukup, bilamana dilaksanakan dengan
pemadatan kering normal, maka timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil
lempungan bergradasi balk atau lempung pasiran atau lempung berplastisitas rendah. Jenis
bahan yang dipilih, tergantung pada kecuraman dari lereng yang akan dibangun atau
ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul.

(halaman 43)

Gambar 3. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor Il dan Terlapor III

LATASTON LAPIS PONDASI (HRS -Base)
Ketentuan Umum :

HRS -Base dari Asphalt Mixing Plant (AMP) diangkut dengan menggunakan Dump truck ke lokasi
pekerjaan. Pada saat p kutan harus dijaga HRS -Base harus dijaga dengan cara menutup
material HRS -Base dengan terpal. Penghamparan HRS -Base dilakukan dengan cara kan HRS -
Base dari Dump truck ke asphalt Finisher, kemudian dari Asphalt Finisher ini bam digelar di lokasi
pekerjaan. Ketebalan dan temperatur material HRS -Base pada saat penggelaran harus sesuai dengan
spesifikasi. Apabila cuaca tidak memungkinkan, maka penggelaran harus dihentikan dan dilanjutkan
kembali setelah cuaca dan permukaan lokasi pekerjaan memungkinkan.

Pelaksanaan :

Pelgraan dilaksanaian dengan urutan sebagal berikut =

HAS-Base darl Asphalt Mixing Plant (MMP) diangiut menggunakan dump truck ke lokasi
pekerjaan, Pada saal pengamghutan harus dijaga temperatur HRS-Base dengan menwtup
material dengan terpal. Penghamparan HRS-Base dilakikan dengsn cars menuangksn HRS-
Baze darl dump truck ke hooper asphalt finisher, bemudian asphalt finisher menggetar
material di lokas| yang telah dipersiapkan. Ketebalan dan temperatur material pada ssat
penggelstan harus sesusi dengan spesifikasi, Apabila cuach tidan memunghinkan, maka
penggetaran harus dihenikan dan dilanjutkan kembali setelah cusca dan permulkasn lokasi
pekerjaan memungkinkan.

Pemadatan dilakukan pada sast temperatur 1257 C - 100°C atau sekitar 0 =10 menit satelah

penghamparan. Pemadatan ind dilakukan dengan rrenggunakan tandem roller dengan jumlah
lintasan sesual dengan hasil trial compaction.
Pemadatan kedua diakukan pada saat temperatur mencapai 110" € - 95° € ataw 10 - 20 menit
satelah penghamparan, Pemadatan inl dilakuian dengan menggunakan pneumatic tyre roller
dengan jum|sh lintassn sesual dengan hasil trial compactian.
Pemadatan akhi dilakukan pada saat temperatur 95°C — B0 ° C atau sekitar 20 - 45 menit
setedah penghamparan. Pemadatan Inl dilalbukan dengan menggunakan tandem roller dengan
Jurnlah limtasan sesuai kasil trial compaction, Lapks HRS-Base yang paling atas diselesalkan tiap
seko pemadatan hanet dibust sedemikian rupa sehenggs memiliki kerniringan sesusi
spasifibns.
- Patok referensl ¢levas) solectad embankment, conter ling, batas-batas selectod embarioment
dan patok kemiringan harus dibuat dengan jelas, diupdate sesuai dengan elevasi HRS-Base
vang telah dissbesaikan dan dijags keberadsanrwa unfuk mémudahkan pemerikiaan dan
pengontralan pekeraan,
Pemadatan pada jsban yarg lurus dimulai dasi tepl perkerasan sejajar as jalan manuju center
line. Pada tikungan, pemadatan dimulal dari sisi jalan terendah sefagar & jalan menuju baglan
yang tinggl,
- Pads wakiu pemasdatan, rods slst pemadat harus dibasahi dengan alr dengan tujuan agar
material HAS-Base tidak merempel pada roda alat pemadat.
Pengatesan hasil pekerjaan dilakukan dengan beberapa test Test yang dilaksarakcan adalab
test wntuk mengetahul ketebala HRS-Base (core diill), kadar aspal, kekuatan jmarshall test)
dari care drill dan HRS-Base dan persullan camouran agregat

1. Pemadatan pertama pada saat 125 ° C - 110 ° C atau sekitar 0 - 10 menit
setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dengan
jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.

2. Pemadatan Kedua dilakukan pada saat temperatur mencapai 110 ° C - 95 ° C atau 10 - 20 menit
setelah pengl Pemadatan ini dilakukan dengan menggunkan Pneummatic Tyre Roller
dengan _]umlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.

3. Pemadatan akhir dilakukan pada saat temperatur 95 ° C - 80 ° C atau sekitar 20 - 45 menit setelah
penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dengan jumlah
lintasan sesuai dengan hasil trial compactionLapis HRS -Base yang paling atas diselesaikan tiap
section pemadatan hares dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki kemiringan sesuai spesifikasi.

. Patok referensi elevasi selected embankment, centre line, batas-batas selected embankment dan
patok kemiringan harus dibuat dengan jelas, diupdate sesum deng,an elev:sl HRS -Base yang lelah
diselesaikan dan dijaga keberad: untuk
pekerjaan

5. Pemadatan pada jalan yang lurus dimulai dari tepi perkerasan sejajar as jalan menuju centre line.

Pada tikungan, pemadatan dimulai dari sisi jalan terendah sejajar as jalan menuju bagian yang -

'S

peag

tinggi.
6. Pada waktu pemadatan, roda alat pemadat harus dibasahi dengan air dengan tujuan agar material
HRS -Base tidak menempel pada roda alat pemadat.
. Pengetesan hasil pekerjaan dilakukan dengan beberapa test. Test yang dilaksanakan adalah test
untuk mengetahui ketebalan HRS -Base (core drill), kadar aspal. kekuatan (Marshall Test) dari
core drill dan HRS -Base dan pengujian campuran agregate. 5

=

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

a. Quality control harus memastikan peralatan test memenuhi standart dan personil yang bertugas Hal-hal yang perlu diperhatikan acalah
dilapangan menguasai permasalahan yang ada - Ouality contral harys memastian peralatan test memenuhl standar dan personil yang
b. Apabila hasil test tidak sesuai dengan p maka harus dilaksanakan perbaik bertugas di lapangan menguasal permasalaban yang ada.

= Apabila hasil test tidak sesuai dengan persyaratan, maka hanus dilakianakan perbaikan.

(halaman 34) (halaman 49 dan 50)

Gambar 4. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III

MARKA THERMOPLASTIK 3. Marka Jalan Termoplastik
Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa
permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan
yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan
dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan
menghalangi kelekatan lapisan cat baru.
Pekerjaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :
Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur
terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen
merata di dalam cat.
Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3
bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan.
Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking)
pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan.
Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan
dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan.
- Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross

Ketentuan Umum :

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan
perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu.
Peiyedia Jasa harus menghilangkan dengan giit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap miarka jalan
lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru.

Cat untuk Marka Jalan

Pada pasal ini kata "cat" sering dikonotasikan sebagai bahan marka jalan jenis termoplastik sebagai cat. Cat
haruslah bewama putih atau kuning seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut
SNI berikut ini :

a) Marka Jalan "bukan" Termoplastik : SNI 06-4825-1998

b) Marka Jalan Termoplastik : SNI 06-4826-1998 (jenis padat, bukan serbuk)

Pelaksanaan : ]

a. Semua bahan cat yang digunakan tanpa (bukan plastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut
petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.
b.  Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah

lak lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis
disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (p g) pada permukaan beraspal harus dilaksanak penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat
segera setelah pelapisan.

garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi)
dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus
menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter
untuk “cat bukan termoplastik” dan tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum
termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang
bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh
pabnk pembuatnya, maka cat termoplastlk harus dllaksanakan pada temperatur 204-218°C.

¢ Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan dengan dimensi dan
penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan.

d. Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan
sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan
otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus
(tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang
digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38
milimeter untuk “cat bukan termoplastik” dan tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum termasuk
butiran kaca (elass bead) vane juea ditaburkan secara mekanis. dengan earis tepi vane bersih (tidak bergerigi) pada




(halaman 43)

SALINAN

(halaman 54)

Gambar 4. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

Terlapor I dan Terlapor II1

GALIAN TANAN UNTUR SALURAN DAX LERING
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(poin 3 Hal. 45)
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1. Gallan Tarah uniuk Saluran Alr dan Lereng

Pekerjaan permeliharaan kinerja drainase jalan yang bertujuan agar slste
dralnase alan yang ada (existing) berfungsi dengan bak dan lancar pada Ik
yang termasuk dalam cakupan pakerfaan drainase, termasuk salu
dariping, saluran  melintang, saluran pembuang foutiet/nletl  dan  salun
olakan fcatch pity/basing] serta semua sistem drainase yang terkalt deng
pekeriaan ru Jalan dalambontrak.

- Peberjaan pemafibaraan kinerja dralnase Jalan  meliputi pekery

pemalibaraan dan  perbalkan saluran dengan penutup dan/ateu salur
tanpd penutup atau drainase dengan bahan lainnya atau gorong-garong, galk
untuk selokan, pelapisan pada drainase dan saluran yang ads,  salun
pemibuang,  pemotongan semak atau rumput pada s saluran ser
pembuangan lanau, daun, kotaran, tanah sedimen atay endapan, semak d
bahan-bahan kin yang mengganggu saluran. Selurub sistem drainase yai
terkalt harus dipelihara dengan balk dan diperbaiki jika terjad kerusakan hing
dapat berfungsl dengan balk, sesual dengan kinerja yang dipersyaratican,

- Babn yang digunakan untuk pemelibaraan drainase harus sesual dengan mu

bahan  pada  drainase yang  diperbaik, kecusli ditetapkan Bin oleh Direl
Pekerjaan,

+ Solokan dan saluran ar lima maupun yang baru diperbalkl harus dijaga 3

bebas dari semua bahan yang leps, sampah, endapan dan perfumbub
tanaman yang fidak  dlkehendakl yang mungkin aian menghalang| alian |
permukaan. Pemefiharaan semacam itu hars  dilaksanakan secra terat
berdasarkan rutinitas dan segera setelsh ain permukaan akibat hupn leb
kg berhenti mengair

- Saluran air harus selahi bersih dan tidak mengalami kerusakan struktur dan tid

boleh ada pamymbatan letsh besar 10% darl kapasitas saluran,

- Pada lereng galian harus stabdl, kuat untuk menahan eros! dan berfungsl deng

halk.

(Poin 4 Hal. 55)



SALINAN

2) Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama di dalam

Dokumen Penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
terdapat di dalam halaman 43 Dokumen Penawaran Terlapor II
dan halaman 54 Dokumen Penawaran Terlapor III, bahwa dimana
kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud
memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/
pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis
“sebelum” terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata
“sebe-lum”, kata yang seharusnya ditulis “rancangan” terjadi
kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata “ran-cangan”, dan
seharusnya  ditulis = “permukaan” kesalahan

yang terjadi

penulisan/pengetikan menjadi kata “per-mukaan” (vide bukti C7,

Gambar 5. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

MARKA THERMOPLASTIK

Ketentuan Umum :

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukazn
perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu.
Penyedia Jasa harus menghilanigkan dengan grit blasting (pengausan denigan baban berbutir halus) setiap marka jalan
lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru.

Cat untuk Marka Jalan

Pada pasal ini kata "cat" sering dikonotasikan sebagai bahan marka jalan jenis termoplastik sebagai cat. Cat
haruslzh bewama putih atau kuning seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut

SNI berikut ini :

a) Marka Jalan "bukan" Termoplastik : SNI 06-4825-1998
b) Marka Jalan Termoplastik : SNI 06-4826-1998 (jenis padat, bukan serbuk)

Pelaksanaan :

a. Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut
petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.

b. Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah
pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahian lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang
disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan

segera setelah pelapisan.

¢ Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai seimua marka jalan pada per-mukaan perkerasan dengan dimensi dan
penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan.

d. Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan
sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan
ofomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus
(tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang
digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38
milimeter untuk “cat bukan termoplastik” dan tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum termasuk
butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada
lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan olh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus
dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C.

¢. Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan pengecatan marka
jalan dengan cara manual, dikuas, disemprot dan dicetak dengan sesuai dengan konfigurasi marka jalan dan jenis
cat yang disetujui untuk penggunaannya.

f Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan di atas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau
penghamparan cat. Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan dengan kadar 450 gram/a” untuk semua jenis cat,

Terlapor II dan Terlapor III

3. Marka Jalan Termoplastik

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa

permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan

yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan

dengan bahan berbuti alus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan

menghalangi kelekatan lapisan cat baru,

Pekerjaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut

- Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur
terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen
merata di dalam cat.
Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3
bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan.
Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking)
pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan.
Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan
dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan.
Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross
dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis
penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat
garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi)
dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus
menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter
untuk “cat bukan termoplastik” dan tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum
termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang
bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh
pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C.
Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan
pengecatan marka jalan dengan cara manual, dikuas, disemprot dan dicetak dengan sesual
dengan konfigurasi marka jalan dan jenis cat yang disetujui untuk penggunaannya.
Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan di atas permukaan cat segera setelah pelaksanaan
penyemprotan atau penghamparan cat. Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan dengan kadar

baik untuk “bukan termoplastik” maupun “termoplastik”.

(Hal. 43)

450 gram/m" untuk semua jens cat, baik untuk “bukan termoplastk’ maupun “termoplasti’”.

(Hal. 54)
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3) Bahwa terdapat kedekatan waktu antara login dan logout yang

dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) ketika melakukan
upload Dokumen serta adanya kesamaan I[P Address ketika
melakukan login dan logout. Rincian untuk login dan logout dan
kesamaan IP Address sebagaimana yang terdapat di tabel
berikut: (vide bukti C9, C36, C37) —-------—-——mmmmmmmmm e

No Tanggal Keter’-lang ¢ Waktu login Waktu logout IP Address

1. 22 Desember 2016 Terlapor 1II 11:15 11:23 180.248.241.219
Terlapor III 11:24 11:34

2. 27 Desember 2016 Terlapor 1I 11:48 12:22 125.167.200.20
Terlapor 111 11:43 11:45

3. 28 Desember 2016 Terlapor 11 22:24 22:26 125.167.241.198
Terlapor 111 22:23 22:24

4. 22 Maret 2017 Terlapor 1I 125.167.253.79
Terlapor III

S. 25 Maret 2017 Terlapor 1II 36.75.62.179

Terlapor IlI

4) Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen

Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor 1) dengan
PT Jaya wijaya Coperation (Terlapor III) yang dapat dilihat dari
properties ~dokumen,  kesamaan tersebut adalah pada PDF
Producer menggunakan ABBYY FineReader 12 Sprint dan PDF
Version menggunakan 1.6 (acrobat 7.x) serta Dokumen
Penawaran di created dengan tanggal yang sama yaitu pada
tanggal 29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu
untuk Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti  Persadatama
(Terlapor ~II) di created pada Pukul 14:52 ‘dan Dokumen
Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dicreated
pada Pukul 12:29:06 (vide bukti C2). -=-------—-———cmmmmmmomme -

Berikut metadata dari Dokumen Dokumen Penawaran
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya
Wijaya Coperation (Terlapor III) yang diambil melalui properties
(vide bukti C2):-------mmmmm oo

Properties Dokumen Penawaran

PT Mellindo Bhakti Persadatama

Properties Dokumen Penawaran

- 14 -
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Description Destrption

File: TWR FINAL MELINDOVIT
File - tawar-Jayawijaya-

e | T |

futhor: ‘ A ‘

Subject: ‘

Subject ‘

Keywords:

Keywords

Created:  29/12/2076 143215

Created:  20/12/2018 12:25:08
Modifed: 2971202019 15:10:48

Modfied: 311272016 (24333
Applicaton:

Applcation:
Advanced

POFreduce AR Finehesdr 2 Hlancd

R pT—— POF Producer:  ABBYY FineReader 12 Sprint

Tl 7
Lecton: Gz, 3Bt et Lungh . CSUE4) LANGLLANG (5056060t DOKUMENPENA.PT HELLNDOY Wit it

FiSee. 758MB FLSTA08) Location: Gisei asam\P. 3 Bukit Batu - Lungluh - . (Z5056064]\LELANG ULANG (25036064)\ peserts\ DOKUMEN PENAWARANIPT IAY..\

Page Sz 333111 T5in Number of Pages: 120 e, ANE R
TaggePDF Mo st Wb Viewe Tl PageSize §33x11Min Number of Pages: 103

5) Bahwa di dalam Surat Keterangan Dukungan Bank milik
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)-dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor  III) yang ‘dikeluarkan oleh PT Bank
Pembangunan . Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng)
memiliki Nomor Surat yang berurutan yaitu untuk Keterangan
Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor
II) dikeluarkan dengan nomor surat KCU.101/SB-1857/XII-16
dan Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) dikeluarkan dengan nomor surat KCU.101/SB-
1855/XII-16 dengan kedua Surat keterangan Dukungan Bank
tersebut dikeluarkan pada tanggal dan tahun yang sama yaitu
27 Desember 2016 (vide bukti C7, C8); -------==-=-—=-mmmmmmmmmmmo

6) Berikut Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) :--------—-mmmmmm oo

Surat Keterangan Dukungan Bank Surat Keterangan Dukungan Bank

PT Mellindo Bhakti Persadatama PT Jaya Wijaya Coperation
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PT. BANK PEMBANGUMAN DAERA KALIMANTAN TERGAH

SURAT KETERAMNGAMN DUKUNGAN BANK
Nomer : KCU.101/5B-1857/XII-16

‘ang bertonda tungan dbawah ir

MASTUAINT
Pemimgin BT, Bank Daerah Kal Tengah bang
Utama Palangha Raya.

MNama
Jabaten

Dengan ini menerenghan sebagai beribut

F Mama + REYDO NUGROHD

¥ Jobaton Direbctur

+  Alomat + J. Jend. Sedirmen Ne. 06 Palonghko Rays
¥ Momer Behering Bank ¢ 100003 000003073, 3

= Marma Peruschaan © PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA

1. Telh tercatat sebagai nasshah pada PT. Bank Pembangunan Coerch Kalimansan Tengah Cabang Utams
Palangka Roya di Pelangha Raya

2 Bank siop memberikon dukungan dana yang cuap wrtuk modal yorg bersangutan  menimal
Rp. 2,933,934 000,00 (Duwa Milyar Sembilon Ratus Tige Puluh Tiga Jute Sembilan Rotus Tigs
Puluh Emgat Ribu Rupioh) dalam bertuk pemberian fasilitos Kredit Medal Kerja untuk kepertingan
Peloksorcon Proyek oleh Perusshean tersebut, sepanjong memervhi ketertuon Bonk feknis yang
berlaku.

3. Surat Keterangan Dukungan Bank ini kami feruskan kepada Soudara sesusi dengan permintoon Masaboh
yang berzenghustan untuk keperluon mengikuti Pelelangan poda

SALINAN

BANK KALTENG

FT. BANK PEMBANGLINAN DAZRAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAMN DUKUNGAN BANK
MNomor : KCU,101/58-1855/X1I-16

Yang bertands fangan dibaws iri

Nama MASTUATNI
Jebaten Pemimgin PT. Bank Pembangunan baarsh Kalimartan Tengsh Kartor Cabang
Hama Falangka Ry

Diengan ini mererangkan sebagai berikut

Nama VING OKTAVIANG, 5. Hut

Jabatan Birelctur

Alamat J1. Jendral Sudirman Ne. 3 Palangka Raya
Hormor Rekening Barik 100.003.000003205.5

Moma Perusahaon PT. JAYA WLJAYA COPERATION

YUY YR

1 Telah tercatut sebagai nasabah pada FT. Barik Pembangun Daerah Kalimartan Tengah Cabang Utama
Palangha Raya di Palangha Raya

2. Bank fip memberibon dukengon domo yamg cubup wnhk modl yang bersanghutan minimal
Rp. 2.933.934.000,00 (Dua Milyor Sembilan Rofus Tign Fuuh Tign Juta Sembilan Ratus Tiga
Puluh Empat Ribu Rupiah) delam bentuk pembersan fasilitas Kredit Modal Kerja unhuk kepentingan
Pelaksonoan Proyek cleh Perusaboon tersebut, sepenjong memenuhi ketenfuan Bank feknis yang
berlaky

3. Surnt Keterangan Dukungan Bonk iri kami teruskon kepada Saudara sesusi dengan permintaan Nasabah
yung bersanghutan untuk keperiun mengikuti Pelelangen pada

Peker jaan : Preservosi Rekonstruksl Jalon don Pemelinarcon Futin Jembaton Bukit Peker jaan : Preservesl Rekonstruksi Jolen dom Pemeliharoon Rutin Jembatos Bubdt
Batu-Lunghuh Layasg-Kalahien Batu-Lunghuh Layang - Kalohien
Lokasi + Kabmantan Tengah Lokasi : Kalimantan Teagsh

Tahum Amggaran 1 2017

Tujean

Demikion Surat heterangan ini dibuat urtuk dipergunakon seperlumya

7)

Tahun Anggaran  : 2017
+ Kelmpok Kerka (POKJA) Pengadean Barang/Jasa Satker Peloksanoan Jalan Tujuan : Kelompok Kerka (POKJA) Pengodaon Barang/Tase Satker Peloksances Jalos
Masional Wilayah III Proving Kalimentan Tengah Masgicnal Wileyah ITT Provinsl Kalimantan Tengah

Demikion Surat keterangan ini dibust urtuk dipergunckon seperlunys

Palangha Rays. 27 Desember 2016

ka Baya, 27 Desember 2016
PT. BAMK PEMBANBUNAN DAERAH
NTAN TEMSAHE Y
fibang Utama,

Bahwa terdapat perbedaan susunan keanggotaan kepanitiaan
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III -Provinsi Kalimantan
Tengah sebagaimana yang terdapat di dalam summary lelang
dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan
kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 ~ pada tanggal
03 Oktober 2016 Tentang Penetapan Kerja (Pokja) Pengadaan

Nomor

Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran. Bahwa perbedaan
tersebut adalah pada bagian sekretaris dan anggota sebagaimana
tabel berikut ini 2017 (vide bukti C1, C3): ---—--——--————mmmmmmm -

Susunan Kepanitiaan berdasarkan Summary Lelang (vide bukti C1)

No Panitia Tender / Nama NIP Penugasan
1. Rooswandy Juniawan, ST. 197406171999031006 Ketua

2. Gazali Rakhman, ST. 197007272008121001 Sekretaris
3. Maisir Alam, ST. 197510122009111001 Anggota
4  Erlin Meyer, ST. 197405222009111001 Anggota
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S  Davis Rahusan Saloh, ST. 197111242007011004  Anggota
6. Resliana Aprisa S, SE. 197804292009012001 Anggota
7.  Ir. Budiarto Purwonugroho 196112091993031009  Anggota

Susunan Kepanitiaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III[/X/2016/266
pada tanggal 03 Oktober 2016 (vide bukti C3). ------------=2mmmmmmmmmem

No Panitia Tender / Nama NIP Penugasan

1. Rooswandy Juniawan, ST. 19740617 199903 1 Ketua
006

2. - Lily Walter Masal, ST., MT. 19790810 200901 2 Sekretaris
005

3. Ir. Budiarto Purwonugroho 19611209 1993031 Anggota
009

4. -Gazali Rakhman, ST, 19700727 2008121 Anggota
001

5. Davis Rahusan Saloh, ST. 19711124 200701 1 Anggota
004

6. Resliana Aprisa S, SE. 19780429 200901 2 Anggota
001

7. Erlin Meyer, ST. 19740522 200911 1 Anggota
001

Bahwa terdapat perbedaan pagu dana (nilai pagu) dari lelang
Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien sebagaimana yang
terdapat di dalam summary lelang nilai pagu sebesar
Rp. 29.339.340.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga
puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu) dan yang
tercantum di dalam Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-
WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 nilai pagu
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sebesar Rp.39.764.335.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh
ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu

rupiah) (vide bukti C1 dan C3). —-------—-mmmmmm oo

Berikut nilai pagu yang tercantum di dalam summary lelang
dengan yang tercantum di dalam Lampiran I Keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober
2016 (vide bukti C1, C3):--------m-mmmmmmmm oo

9) Nilai pagu berdasarkan summary report lelang adalah sebesar
Rp. 29.339.340.000,00. (vide bukti C1)------------smsmsmmie oo

SUMMARY REPORT

Kode Lelang 25055064

Nama ekangLetang Uang) Eiﬁfmﬁlﬁﬁﬁ?ﬂguﬁkﬁlﬁﬂ DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN BUKIT
Keterangan

Instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sauan Kera PELAKSAMNAAN JALAN NASIONAL WILAYAH Ill PROVINS! KALTENG
Kategorn Pekeraan Konstruksi

Jenis Pengadaan e-Lelang Umum

Metode Pascakualfikasi Safu File - Sistem Gugur

Anggaran 2017 - APEN

Hilai Pagu Paket Rp 26.330.340.000,00

Hilai HPS Paket Rp 26.330.340.000,00

10) Nilai pagu berdasarkan Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-
WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 nilai pagu
sebesar Rp.39.764.335.000,00 (terletak pada Nomor 7 untuk
Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu - Lungkuh

Layang — Kalahien) (vide bukti C3).----------=-=——=m—mmmmmmmeme
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DAFTAR PEKERJAAN YANG DILELANGKAN
TAHUMN ANGGARAN 2017

NO NAMA PAKET [ PAGUDANA |
Preservasi Rekonstruksl Jalan Puruk Cahu — P.Punjung —
Rp. 18.968.450.000
| BTS. Kota Muara Teweh + JLN. Dalam Kota M. Teweh p. 1
Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas Puruk Cahu
2 — P. Punjung — BTS. Kota M. Teweh - Benangin — Rp. 20.000.000.000
| Lampeong — BTS. Prov. Kaltim
3 Preservasi REkﬂns:mEl_Jalan Malawaken — BTS. Kota Rp. 18.354.100.000
Muara Teweh — Benangin

Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin = Lampeong = BTS. Rp. 23.863.100.000

B

| Prov. Kaltim -
5 Presevasi Rekonstruksi Jalan BTS. Kota Muara Teweh - Rp. 19.041.450.000
Kandui — Patas — Ampah
: . = =
5 Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya Rp. 46.144.735.000

Bagugus — Bukit Batu }
Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu = Lungkuh layang
- Kalahien |
8 Preservasi Rekonstruksi Jalan Kalahlen — Buntok — Ampah | Rp. 28.385.387.000
Rehabilitasl/Penggantian Jembatan Ruas Palangkaraya — [ |
| Buntok — Ameah | Re. 4.800.000.000 |

Rp. 39.764.335.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2016

Kepala Satuwan Kerja Pelaksanaan Jalan
Masional Wilayah III Frov. Kalimantan Tengah,

&
M. TASDIK, ST., M.Si
NIP. 19620428 199203 1 004

DUGAAN PELANGGARAN ~-mmm oo ool

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu —
Lungkuh Layang - Kalahien diduga telah melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:
Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

dengan Penjelasan: -------------mmmmmmmm o

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk
menyediakan jasa’.

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22
tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ---
a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi

antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan
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sesama pelaku wusaha atau penyedia barang dan jasa
PESAINGNY A, ——mmmmmm oo oo s

b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi
antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi
pekerjaan. —----m-mmm s

c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah
persekongkolan antara Pokja atau panitia ‘lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi
pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang
dan jasa. ------emmm
Selanjutnya apabila dirinci unsur - unsur ketentuan Pasal 22
Undang-Undang Nomor S Tahun 1999 tersebut maka dapat
diuraikan sebagai berikut: ---=--=-=-mommm o
a. Pelaku Usaha ----------——————mmmm oo
Pelaku usaha yang dimaksud dalam ~Laporan Dugaan
pelanggaran adalah: ----—-------=—- oo
Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama, beralamat di Jalan
Jend. Sudirman Nomor 06 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 35 tanggal
22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, SH,
dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan No. 46
tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H.
dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk
konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta
Api, dan Landas Pacu Bandara. Dalam prakteknya, PT Mellindo
Bhakti Persadatama telah menjadi peserta dan pemenang
dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan
Rutin Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien; -----
Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam
Laporan Dugaan pelanggaran adalah PT Mellindo Bhakti
Persadatama; -------=—-==——— =~

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi. --------
b. Bersekongkol ---------cmmmmmmmm e

Persekongkolan Horizontal -------------—-—--cmmommmmmm
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Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti

Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation

(Terlapor III), dasar dugaan persekongkolan horizontal

berdasarkan pada analisis dan fakta lain adalah sebagai

berikut:

1) Adanya kesamaan pengetikan dan kesalahan pengetikan di

dalam Dokumen Penawaran Antara PT Mellindo Bhakti

Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation

(Terlapor III); —---mmmmmm oo e

(1)

(2)

(3)

(4)

Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) di temukan kesamaan
pengetikan dan kesalahan pengetikan di dalam Metode
Pelaksanaan sebagaimana yang telas dijelaskan di
dalam fakta lain di atas (vide bukti C7, C8): --=------—---
Bahwa berdasarkan - Berita ~Acara  Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor III
mengakui -~ yang mengatur tender dengan cara
bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk
dapat memenangkan 4 paket tender yang salah
satunya adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan
Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu -
Lungkuh Layang — Kalahien (vide bukti C57); ---------------
Bahwa berdasarkan  Berita - Acara Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor 1II) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor III
mengakui menyusun Dokumen Penawaran milik
Terlapor II serta terkait harga penawaran milik
Terlapor II (vide bukti C57);---------=--=-————mmmmmm -
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) diperoleh keterangan Bahwa
Terlapor II mengakui telah bekerjasama dengan

Terlapor III serta pembuatan Dokumen Penawaran
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milik Terlapor II dikoodinasikan dan dibawah Kontrol
oleh Terlapor III (vide bukti C58); --------------==--cmmceuv
Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya
kesamaan pengetikan dan kesalahan pengetikan di
dalam Metode Pelaksanaan di dalam Dokumen
Penawaran Terlapor II dan Terlapor III serta pengakuan
dari Terlapor III sebagai aktor intelektual dengan cara
mengatur dan bekerjasama dengan Terlapor I dan
Terlapor II untuk memenangkan Terlapor II di dalam
lelang a quo, maka patut diduga telah telah terjadi
kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam
rangka memenangkan Terlapor II; -------=-=2--mmmmmmum
Bahwa  Tim Investigator menilai kerjasama yang
dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III telah

menciptakan persaingan semu dalam lelang a quo. -----

2) Adanya kesamaan [P Address dalam rangka meng upload

Dokumen Penawaran dan kesamaan metadata Dokumen
Penawaran melalui Properties antara PT Mellindo Bhakti

Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation

(Terlapor 1III) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam

fakta lain;--------==--mmmm oo

Kesamaan IP Address Terlapor 1l dan Terlapor III (vide bukti C9, C36, C37)

No

Tanggal

Keteranga

1.

22 Maret 2017

25 Maret 2017

22 Desember 2016

27 Desember 2016

28 Desember 2016

4 Waktu login Waktu logout IP Address
Terlapor 11 11:15 11:23 180.248.241.219
Terlapor III 11:24 11:34
Terlapor 11 11:48 12:22 125.167.200.20
Terlapor III 11:43 11:45
Terlapor II 22:24 22:26 125.167.241.198
Terlapor 111 22:23 22:24

Terlapor II 125.167.253.79
Terlapor III
Terlapor II

Terlapor III

36.75.62.179

Properties Dokumen Penawaran
PT Mellindo Bhakti Persadatama

Kesamaan Metadata terkait dengan Properties Dokumen Penawaran

Terlapor II dan Terlapor III (vide bukti C2)

(Terlapor II)

Properties Dokumen Penawaran
PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III)
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Description

File:  tawar-Jayawijaya-

Tie |

Tile ‘

Author ‘

Author ‘

Subject ‘

Subject ‘

Keywords:

Keywords:

Created: 29/12/2016 143215

Medffied: 20/12/2016 151046 Created:  20/12/2016 122506

Application:

Advanced

PDF Producer:
PDF Version:
Location:

File Size:
Page Size:
Tagged PDF:

Modified:  31/12/2016 02:43:35

Application:

ABBYY FineReader 12 Sprint Advanced

16 (Acrobat 7) PDF Producer:  ABBYY FineReader 12 Sprint
Gi\sei asam\P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - . (25056064)\LELANG ULANG (23036064]\peserta\ DOKUMEN PENA..\PT MELLINDO\ PDF Version: 16 (Acrobat 74)

768 MB (39,312,829 Bytes] Location:  Gi\sel 2sam!\P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - . (25036064)\LELANG ULANG (23056064]\pesertz\ DOKUMEN PENAWARANAPT JAY..\

835x11,75in Number of Pages; 120 FileSize: 3468 MB (36.368.628 Bytes)

. [astebiey Ny PageSize 833x11,74in Number of Pages: 103

(1) Bahwa | berdasarkan = Berita Acara  Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor " III) diperoleh keterangan bahwa dalam
penyusunan Dokumen Penawaran untuk Terlapor II
dan Terlapor III untuk lelang a quo dibuat dan
disusun. oleh Terlapor II dengan menggunakan
komputer yang sama (vide bukti C57); ----=----------—--—

(2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Ahli Digital Forensik yaitu Bapak Hamid,
S.T., M.Eng. sebagai Dosen Teknik Informatika UII
diperoleh keterangan bahwa lelang a quo dalam hal
metadata terdapat kesamaan PDF  Producer
menggunakan ABBYY FineReader 12 Sprint dan PDF
Version menggunakan 1.6(acrobat 7.x), hal ini menurut

Ahli Dokumen Penawaran dibuat di computer yang

(3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Ahli Digital Forensik yaitu Bapak Hamid,
S.T., M.Eng. sebagai Dosen Teknik Informatika UII
diperoleh keterangan bahwa lelang A quo kesamaan IP
Address  yaitu dengan nomor [P  Address
180.248.241.219, 125.167.200.20, 125.167.241.198,
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125.167.253.79, 36.75.62.179, hal ini menurut ahli
menggunakan I[P Address milik PT Telkom dan

melakukan login serta logout di tempat yang sama

(4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya

kesamaan metadata dan IP Address sebagaimana yang
telah dijelaskan di dalam poin 2 dan 3 oleh Ahli Digital
Forensik serta adanya pengakuan Terlapor III terkait
dengan Pembuatan Dokumen Penawaran Terlapor II
dan Terlapor III dibuat di komputer yang sama, maka
patut diduga Dokumen Penawaran Terlapor II dan
Terlapor III dibuat oleh orang yang sama yaitu Terlapor
[II dan dikomputer dan tempat yang sama yaitu di

tempat Terlapor Hl.----------—=c-ommmmmmm oo e

3) Adanya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank dari

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank

Kalteng) yang berurutan dan dikeluarkan dengan tanggal

yang sama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)

dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor IlI) sebagaimana

yang telah dijelaskan di dalam fakta lain; ------------------—---

(1)

(2)

(3)

Bahwa berdasarkan = Berita Acara Penyelidikan
terhadap ' Direktur Utama PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) diperoleh keterangan Bahwa
Terlapor II mengakui terkait dengan jaminan bank
milik Terlapor II dan Terlapor III yang mengambil
adalah Terlapor II (vide bukti C58);------------------------
Bahwa = berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Bank Pembangunan
Daerah  Kalimantan Tengah  (saksi) diperoleh
keterangan bahwa Terlapor II dan Terlapor III sering
bersamaan untuk mengurus surat dukungan Bank di
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; ---
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Bank Pembangunan
Daerah  Kalimantan Tengah  (saksi) diperoleh
keterangan Bahwa Terlapor II pernah mengambil surat

keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III; ----------
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(4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya
keterangan dari Terlapor II yang mengakui terkait
dengan jaminan bank milik Terlapor II dan Terlapor III
di ambil oleh Terlapor II dan keterangan dari Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (saksi)
maka patut diduga terkait dengan kepengurusan Surat
Bank PT Bank
(Bank

Kalteng) milik Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh

Keterangan  Dukungan dari

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

orang yang sama yaitu Terlapor II.

Surat Keterangan Dukungan Bank
PT Jaya Wijaya Coperation
BANK KALTENG

FT. BANK PEMBARGURAN DASRAH KALIMANTAN TENGAH

T

FT. BANK FEMBANGUNAN DAERAR KALIMANT AN THRGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK
Momar : KCU.101/58-1855/X11-16

SURAT KETERANGAMN DUKUNGAN BANK
Nomor : KCU.101/5B-1857/X11-16
‘Yang bertandas tangan dibawah ird

Yang bartonda fangan dibawah ini ¢

N T Nama MASTUATNI

ama Jebatan [ PT. Bank Pe: Daarah Kalimarrtan T Fartos

Jabaten Pemimgin FT, Bark Pembangunan Deerah Kolimartan Tengah Korror Cabarg U':‘::;:h!w Boyn P : Lo G
Lhtama Palangha Raya

Drgrin a0l meratranghan sebagai berikut

Diengar il meneranghan sebagai berikut

Nama VING CETAVIANG, 5 Hut

» Mama : REYDO NUGROHOD

fiestl e : = Jaboton Direktur

2 ektu = Alamat J1. Jendral Sudirman Ne. 3 Pala R
~ Alamat ¢ . Jend. Sudirman Ne. 06 Palangka Rays S Mo R Bak 100, 008,000003205,5 o
*  Pamar Rekering Bank 100003, 000003073, 3 +  Nama Perusahamn PT. JAYA WIJAYA COPERATION

= M Perusshaan ¢ FT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA

Telah tercatet sebagai nasshah pada PT. Bank Pembangunan Doerch Kalimantan Tengoh Cabang Utoma
Palangka Faya di Palangka Rayn

Bonk siop memberilon dubkungan dana yang cdap untuk modal yarg bersanghutan meimal
Rp 2,933.934.000,00 (bua Milyor Sembilon Ratus Tiga Pulth Tiga Jute Sembilan Rotus Tige
Puluh Empat Ribu Rupioh) dalam bentuk pemberion fasilitos Kredit Modal Kerja untuk kepertingn
Pelaksoroon Proyek oleh Perusshaan tersebut. seponjong memeruhi keterhan Bork feknis yang
berdabu.

Surat Katerangan Dukungan Bank ini kami terushan kepada Saudara seduni dengan permintoon Pasabah

i Telah tercatet sebagai masabah pada PT, Bamk Pembengunen Daerah Kalimantan Tengsh Cobarg Utema
Pakangha Raya di Pakengha Raya

2 Bank fiop memberikon dukangon doro yong cubup untuk modal yang bersanghutan  miniemal
Rp 2.933.934.000,00 (Dua Milyar Sembilan Rotus Tign Puluh Tiga Juto Sembilan Ratus Tiga
Pulib Empat Rib Rupiah) doom bentuk pemberion fasilifas Kredit Modal Kerjo unhd: kepentingan
Pelaksenaan Proyek leh Perusahoon tersebut, séponjong memenuhi ketentuan Bank feknis yung
berlaky

3. Surat Keterangon Dukingan Bork ins ko ferushon kepoda Saudarn Sesuai dengan permintan Nasaboh
yarg bersangiutan wrtuk keperiuon mengikuti Pelelangen pada

yang berseng urrtuk keperium wgin poda

Pekeer jnan : Preservosi Rekonstruksl Jalon don Pemeldharson Butin Jembaton Bukit Peker jaan : Preservasl Rekonsiruksl Jolon dom Pemellhoraon Rutin Jembotos Bubdt
Batu-Lunghish Layang-Kahahien M-Mh Layang-Kalahiea

Lokasi : Kalimantan Tengah Lokasi : Eolimantan Tesgsh

Tahum Anggaran © 2017 Takwun Anggaran : 2m7

Tujuan : Kebwmpok Kerka (POKJA) Pengadean Barang/Jess Sather Peloksanann Jalan Tujuan : Eelompok Kerkn (POKTA) Pengodaan Barang/Jess Satker Peloksanaen Jalan

Demikian Surat keterangen ini dibuat urtuk dipergunakan seperiumya

Masional Wilayah 111 Provinsi Kalimantan Tengah Maslonal Wilayah ITT Provinsl Ealimantan Tengah

Diemikion Surat keterangan ini dibuat urtuk dipergunckan seperluma

Pelsngha Raya. 27 Desember 2016
PT. BAMK PEMBANBUNAN DAERAH

Fokngha Raya, 27 Desember 2016

Persekongkolan Vertikal

Bahwa persekongkolan vertikal adalah bentuk persekongkolan
yang dilakukan oleh Pihak Panitia (Pokja) dengan peserta tender --
didalam persekongkolan vertikal dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
PT Mellindo

Bhakti Persadatama (Terlapor II) sebagai Peserta tender dan

Provinsi Kalimantan Tengah (Terlapor I) dengan
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pemenang dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagai
Peserta Tender, dasar dugaan persekongkolan vertikal

berdasarkan pada analisis dan fakta lain adalah sebagai berikut: -

1) Bahwa Terlapor I sudah menggugurkan peserta lain pada
evaluasi biaya (harga) dengan alasan harga penawaran
nilainya dibawah 80% HPS sebagaimana di jelaskan di dalam

tabel berikut ini (vide bukti C51, C52, C53): --------—---—--———=——-

Nama Harga Penawaran Harga Terkoreksi
No Perusahaan g (Rp) g (Rp) Lulus Keterangan
1.  PT Multi 23.166.180.000 23.166.558.000 Setelah diklarifikasi
Karya Primas kewajaran harga
Mandiri dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga
2.  PT Mellindo 28.750.000:000 28.749.997.000 Lulus
Bhakti
Persadatama
3. PTJaya 21.270.000.000 21.269.998.000 Setelah diklarifikasi
Wijaya kewajaran harga
Coperation dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar-dan gugur
harga
4. PT Ganisha 21.842.283.000 21.842:280.000 Setelah diklarifikasi
Dwi Utama kewajaran harga

dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga

(1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diperoleh keterangan
tidak ada batas atas dan batas bawah terkait dengan
kewajaran harga sehingga dapat disimpulkan harga
penawaran tidak wajar dan gugur harga atau harga

peNnawaran Wajar j----------=--=-mmmm oo
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(2) Bahwa Tim Investigator menilai sesuai dengan
keterangan yang diperoleh dari Ahli LKPP terkait
dengan tidak ada batas atas dan batas bawah terkait
dengan kewajaran harga maka patut diduga Terlapor I
secara sengaja menggugurkan peserta tender lain
dalam evaluasi biaya (harga) dalam rangka
memenangkan Terlapor II menjadi pemenang dalam
lelang a quO; ---=-========— = m o
(3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan
terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diperoleh keterangan
Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e
Peraturan — Presiden 54 Tahun 2010 = beserta
perubahannya yaitu Indikasi persekongkolan antar
Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya
2 (dua) indikasi dibawah ini: -------==--———===c- oo
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:
metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau
uraian belanja non personil;

2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS
atau pagu anggaran;

3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia
Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran - antara  lain kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan;

S. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin
yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

(4) Bahwa 'berdasarkan - Berita Acara Penyelidikan
terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor III
mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor I dan
Terlapor II untuk dapat memenangkan 4 paket tender
yang salah satunya adalah Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Bukit Batu - Lungkuh Layang — Kalahien (vide bukti
(5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan

terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor I
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akan mendapat fee sebesar 1% atau bisa lebih dari
Terlapor III dan Terlapor II yang dibayarkan atau
diminta oleh Terlapor 1 pada saat pencairan
pembayaran pertama (vide bukti C57); --------------------
(6) Bahwa Tim  Investigator menilai berdasarkan
keterangan Ahli dari LKPP terkait dengan indikasi
persekongkolan antar penyedia sesuai dengan
Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden
54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana
yang dijelasakan di dalam poin 4 maka patut di duga
Terlapor I sudah melakukan pembiaran dan
mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang
dilakukan Terlapor II dan Terlapor III' dengan bukti-
bukti terkait dengan kesamaan penulisan dan
kesalahan pengetikan di- dalam metode pelaksanaan
Terlapor II dan Terlapor III; ---------==-———===cecm e~
(7) Bahwa  Tim  Investigator = menilai — berdasarkan
pengakuan Terlapor Il sebagaimana yang terdapat di
poin. 5 dan 6 maka patut di duga Terlapor I telah
melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan
Terlapor Il ‘dan Terlapor III untuk memenangkan
Terlapor Il dalam lelang a quo dengan nantinya
mendapatkan imbalan berupa fee sebesar 1% (satu

persen) Atau bisa lebih dari Terlapor III dan Terlapor II.
c. Pelaku Usaha Lain -=-—=-===--—cm-mmmmmsm oo

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam Laporan Dugaan

pelanggaran adalah: =--=--=--==mmmmm

1) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation, beralamat di Jalan
Jend. Sudirman Nomor 05 Palangka Raya, Kalimantan
Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan
Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 di hadapan Notaris Irwan
Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta
Perusahaan No. 28 tanggal 14 April 2015 di hadapan
Notaris Agustri Paruna, S.H. dan kegiatan usahanya
antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi Jalan Raya

(kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas
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Pacu Bandara. Dalam prakteknya, PT Jaya Wijaya
Coperation telah menjadi peserta dalam Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien. ---------------—---
2) Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha lain
dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah PT Jaya
Wijaya Coperation; --------------=---—mmmmmmmm o
3) Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain

terpenuhi. —----mmmm
d. Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain ------=------------

Bahwa Pihak Yang terkait Dengan Pelaku Usaha Lain dalam

Laporan Dugaan Pelanggaran adalah = ---------s-=—c-cccmcme-

1). Kelompok Kerja  (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I = Provinsi
Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian
Pekerjaan ~Umum  Dan  Perumahan  Rakyat Nomor
UM.01.02/SATKER-WIL.III /X /2016/266 pada tanggal
03 Oktober 2016. Dengan susunan keanggotan sebagai

berikut: ---fef <=8 e e
No Panitia Tender / Nama NIP Penugasan
1. Rooswandy Juniawan, ST 19740617 199903 1 006 Ketua
2. Lily Walter Masal, ST., MT. 19790810 200901 2 005 Sekretaris
3. Ir. Budiarto Purwonugroho 19611209 1993031 009 Anggota
4. Gazali Rakhman, ST. 19700727200812 1 001 Anggota
5. Davis Rahusan Saloh, ST 19711124 200701 1 004 Anggota
6. Resliana Aprisa S, SE 19780429 200901 2 001 Anggota
7.  Erlin Meyer, ST 19740522 200911 1 001 Anggota

2) Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain terpenuhi.---------

e. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang tender ---------------

Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan atau

Menentukan Pemenang Tender adalah: ----------------coccceeue
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“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu
dengan berbagai cara’.

1) Bahwa Terlapor III menyusun Dokumen Penawaran salah
satunya metode pelaksanaan serta Harga Penawaran milik
Terlapor II dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II
dalam lelang a quO;---------====——= s

2) Bahwa Terlapor I juga melakukan kerjasama dengan
Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan
pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan
horizontal dengan alat bukti adanya kesamaan metode
pelaksanaan milik Terlapor II dengan Terlapor III dan
menguggurkan peserta tender - yang ~memiliki harga
penawaran lebih rendah dibawah dari harga penawaran
Terlapor Ilj==---mmmmmm e

3) Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III
sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin 2 dan 3
merupakan dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II
dalam lelang ‘a quO.----==---==5=——==mmmmmmm e

4) Bahwa dengan demikian ‘unsur  mengatur dan atau

menentukan pemenang tender terpenuhi. ------------------—-—

f. Persaingan Usaha Tidak Sehat --------==~----=ccmmmcmmm -

Sesuai  Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Larangan Persekongkolan Dalam unsur Persaingan Usaha
Tidak Sehat adalah: -~==========-—=-- = m
“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha”. ---------==-==--==-----mmmmmm -

1) Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh
Terlapor II dengan Terlapor III (persekongkolan horizontal)
dan/atau Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor I
(gabungan  persekongkolah  horizontal dan  vertikal)
merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------------
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Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak

sehat terpenuhi. —----------mmmm e

g. Mengenai Dampak Persaingan --------------=-—=-——-cmmommmmmm

1) Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang
dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta
tender dengan Pokja secara jelas telah mengakibatkan
persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu
sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan
melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat atau setidak-tidaknya menciptakan persaingan
semu yang berakibat pada tidak adanya tingkat persaingan
dalam tender tersebut. ---=------------cmmmmmsm e

2) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan terdapat peserta
tender yang digugurkan dengan selisih harga penawaran
yang jauh lebih murah di bandingkan dengan pemenang
(Terlapor II) yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri dan
PT Ganisha Dwi Utama sebagaimana di tabel berikut (vide
bukti-C51, C52, C88) --E-----—---p<S=mmmmmmee

Nama Harga Penawaran < Harga Terkoreksi
No Perusahaan (Rp) (Rp) Lulus Keterangan
1.  PT Multi 23.166:180.000 23.166.558.000 Setelah diklarifikasi
Karya Primas kewajaran harga
Mandiri dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga
2. PT Mellindo 28.750.000.000 28.749.997.000 Lulus
Bhakti
Persadatama
3. PTJaya 21.270.000.000 21.269.998.000 Setelah diklarifikasi
Wijaya kewajaran harga
Coperation dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga
4. PT Ganisha 21.842.283.000 21.842.280.000 Setelah diklarifikasi

kewajaran harga
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Dwi Utama dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga

3) Dengan perhitungan selisih pemenang (Terlapor II) dengan
PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama

adalah sebagai berikut: ------------— -

Selisih Harga Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama

(Terlapor I) dengan PT Multi Karya Primas Mandiri

Harga Harga Terkoreksi
No Nama Perusahaan Penawaran (Rp) (Rp)
1. PT Multi Karya Primas Mandiri 23.166.180.000 23.166.558.000
2. PT Mellindo Bhakti Persadatama 28.750.000.000 28.749.997.000
(Terlapor 1I)
Total selisih 5.583.439.000

(harga Penawaran Terkoreksi)

Selisih Harga Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)

dengan PT Ganisha Dwi Utama

No Nama Perusahaan Harga Harga Terkoreksi
Penawaran (Rp)
(Rp)
1. PT Mellindo Bhakti Persadatama 28.750.000.000 28.749.997.000
(Terlapor II)
2. PT Ganisha Dwi Utama 21.842.283.000 21.842.280.000
Total selisih 6.907.717.000

(Harga Penawaran Terkoreksi)

4) Bahwa dengan uraian tabel diatas Terlapor I telah
mengabaikan prinsip Pengadaan barang/ jasa yang salah
satunya adalah efisien sebagaimana yang terdapat di dalam
Pasal 5 dan penjelasannya didalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa
dijelaskan yang dimaksud efisien adalah “Pengadaan
barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran
dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran

dengan kualitas yang maksimum?”.; -------------==---=-----mm-—-
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5) Bahwa dengan demikian Penyedia Barang/Jasa yaitu
Pejabat Pembuat Komitmen dalam Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien menerima harga
penawaran si pemenang (Terlapor II) dengan selisih harga

penawaran lebih mahal.---------------cmmcmmom

HAL LAIN  —omm oo
a. Terlapor II dan Terlapor III telah kooperatif selama proses
penyelidikan ---------—- oo
b. ‘Bahwa selama proses penyelidikan PT Mellindo Bhakti
Persadatama sebagai Terlapor II dan PT Jaya Wijaya Coperation
sebagai Terlapor  III - telah bersikap kooperatif dalam
menyampaikan data-data maupun memenuhi panggilan Tim
Investigator. —=--s---—mmmmm oo e
c. - Terlapor II dan Terlapor III telah mengakui perbuatan---------------
d. Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Terlapor II dan
PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Terlapor III telah mengakui
melakukan persekongkolan untuk memenangkan paket tender a
QUO = e o L L e e e e
KESIMPULAN  —- oo s oo s e

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis

dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa -=---=----=----———-———-————

1)

Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo telah layak dan
cukup bukti untuk masuk ke tahap Sidang Pemeriksaan
Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang
Nomor S Tahun 1999 yang dilakukan oleh:--------------—~—cocceoo—-
(1) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi

Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 sebagai

Terlapor I —------= - oo e
(2) PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Terlapor II; ---------
(3) PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Terlapor III;-----------------
Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I

sampai dengan Terlapor III telah melakukan Pelanggaran Pasal 22
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------------------——-
3) Meminta kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I
sampai dengan Terlapor Il sebagaimana diatur di dalam Pasal 47
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-------------------—---—-
4) Meminta kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan hal
lain sebagaimana dalam butir 16 dan 17 sebagai hal-hal yang

meringankan. —------mm oo oo

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I

yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti TI. 1): -=--=--=----o---—-
TANGGAPAN ATAS PERSENGKONGKOLAN HORIZONTAL: -------------

Pokja  tidak mengetahui adanya pengaturan-pengaturan antara
Terlapor II dan Terlapor III sehingga terjadi persengkongkolan

Horizontal, semua itu diluar pengetahuan Pokja. -----=====c-zm-emuo-

Pokja tidak dapat memeriksa IP Address dan waktu login/ logout
penyedia di aplikasi SPSE karena tidak ada menunya diaplikasi SPSE
tersebut. —Pokja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesamaan
metadata, karena ini merupakan hal baru bagi Pokja. Dan dapat
Pokja sampaikan juga bahwa Pokja tidak pernah bekerja sama serta

membantu para terlapor untuk memenangkan lelang ini. ---------------
TANGGAPAN ATAS PERSENGKONGKOLAN VERTIKAL.------------------

Untuk kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan
Terlapor III dapat Pokja sampaikan bahwa Pokja mengakui kurang
teliti dan kurang cermat untuk memeriksa lebih lanjut untuk
kesamaan penulisan Metode pelaksanaan kedua terlapor, karena
Pokja melihat metode pelaksanaan tersebut hampir sama seperti
yang tertulis dalam spesifikasi teknis yang pokja upload, sehingga
menurut pemahaman Pokja, metode tersebut copy paste dari file
Spesifikasi Teknis yang diupload Pokja. Pokja mengaku lalai tidak
memeriksa lebih lanjut dengan seksama kesamaan-kesamaan dalam

Metode Pelaksanaan kedua Terlapor. ------------=-mmmmmmmmmmmm o
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Pokja mengakui lalai dalam memeriksa nomor Surat Keterangan
Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak
yang sama pada dokumen penawaran kedua terlapor. Hal ini
disebabkan karena Pokja hanya memperhatikan Nomor Surat
Jaminan Penawaran, seperti yang disebutkan dalam Dokumen
Pelelangan. Dan tidak terpikir untuk memeriksa nomor Surat
Keterangan Dukungan Bank (SKBD) kedua Terlapor. Hal ini semata-
mata karena kelalaian dan ketidakcermatan Pokja, bukan karena

kesengajaan. --------- oo oo m o s

Pokja mengevaluasi kewajaran harga untuk penawaran peserta
dibawah 80% HPS, berdasarkan pemahaman Pokja pada Peraturan
Menteri. - Pekerjaan = Umum dan Perumahan -~ Rakyat @Nomor:
31/PRT/M/2015. tentang Standar dan Pedoman = Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Tidak ada kesengajaan

pokja untuk menggugurkan peserta yang menawar dibawah 80%

Keterangan Terlapor III yang menyatakan telah bekerjasama dengan

Pokja untuk memenangkan paket ini adalah tidak benar.---------------

Keterangan Terlapor III yang menyatakan akan memberikan fee 1%
(satu persen) atau lebih dan akan diminta Pokja pada saat pencairan

pembayaran pertama adalah tidak benar. ---=---------—=—-—s=cmem -
HAL AN mmmm s oo oo oo e

Bahwa selama proses penyelidikan, ‘Pokja selaku Terlapor I telah
berusaha bersikap  koperatif = dalam - menyampaikan data-data

maupun memenuhi panggilan tim Investigator. ------------------cccceo—-

Pokja mengakui dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II
dan Terlapor III ada kelalaian dan ketidakcermatan oleh Pokja,
terutama dalam hal kesamaan dalam metode pelaksanaan dan
kesamaan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank, yang mana

sudah Pokja jelaskan seperti tersebut diatas.--------------=--cccmmcmeo-

Bahwa akibat kelalaian dan ketidakcermatan serta keterbatasan

pemahaman Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran

-35-



SALINAN

mengakibatkan secara tidak langsung terjadi persaingan
semu/persaingan usaha tidak sehat. Hal ini semata-mata
keterbatasan kemampuan Pokja sebagai manusia dan bukan atas
unsur kesengajaan, tidak lupa Pokja memohon maaf sebesar-

besarnya atas kelalaian dan ketidakcermatan yang terjadi. -------------

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan dari
Terlapor II, PT Melindo Bhakti Persadatama yang pada pokoknya
sebagai berikut (vide bukti TII. 1); ---------mmmmmmmm

Untuk permasalahan tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22
Undang-Undang 5 Tahun 1999 terkait lelang Preservasi Rekontruksi
Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh
Layang-Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Terlapor II
mengakui kesalahan-kesalahan yang Terlapor II lakukan dalam hal
ini. -administrasi karena memang Terlapor II yang melakukan
kelengkapan berkas dalam pelelangan seperti mengantar dan
mengambilkan Surat Keterangan dukungan bank. Dan dengan ini
Terlapor II mengakui kesalahan yang Terlapor II lakukan dan
Terlapor 1II telah kooperatif terhadap semua proses penyelidikan

hingga sekarang. ----=-==-===s-mmmmmm o

Dengan ini semua Terlapor Il tidak tahu dengan telah adanya
peraturan undang-undang yang mengatur hal ini dan hal ini baru

bagi Terlapor Il.m=-—==--mmmmm e

Terlapor II akan berjanji tidak akan mengulangi dan Terlapor II
mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memberikan sanksi
pada Terlapor II yang seringan-ringannya, karena Terlapor II telah
mengakui kesalahan dan untuk ketidaktahuan Terlapor II dengan

perundang-undangan serta karena Terlapor II telah kooperatif. -------

Demikianlah hal yang ingin Terlapor II sampaikan dalam hal
tanggapan tentang laporan dugaan pelanggaran yang telah Terlapor II
lakukan, dan ini Terlapor II katakan bahwa Terlapor Il menyesal atas
perbuatan yang dilakukan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya

kepada Majelis yang Terhormat. Dan Terlapor II mengharapkan
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dengan tulus dari hati untuk Majelis yang Terhormat untuk
memberikan sanksi yang seringan-ringannya. Cukup sekian yang
dapat Terlapor II sampaikan apabila ada kesalahan penulisan dan

cara penyampaian yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. --

Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III,
PT Jaya Wijaya Cooperation, yang pada pokoknya sebagai berikut
(vide bukti TIII. 1) —mmmmmmmm oo oo oo

Kepada Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor III selaku pelaku
usaha pada intinya menerima semua yang telah didugakan tentang
adanya laporan dugaan pelanggaran pelelangan yang kami ikuti

dalam\tender tersebut/—===3--3----"t-----cmmmmmmmm L

Dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat saya selaku
pelaku  usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan
praktek persekongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang
kami lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ------------—csemmmmomee -

Kepada Majelis Komisi yang terhormat saya selaku pelaku usaha
akan benar-benar kooperatif dan berjanji sungguh-sungguh tidak
akan mengulangi perbuatan dalam persekongkolan atau persaingan

usaha tidak sehat<-s-=--afoomsm e

Mengenai dugaan kepada saya tentang memberikan fee 1% kepada

Pokja itu tidak ada. ===--2-mmmmmss e

Demikian tanggapan Terlapor Il atas laporan dugaan pelanggaran
yang telah Terlapor III lakukan, dan Terlapor III selaku pelaku usaha
dengan ini sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan
ketidaktahuan Terlapor III, dan mohon kepada Majelis Komisi yang
terhormat dan dimuliakan dari hati Terlapor III yang tulus dan dalam
Terlapor III meminta Majelis Komisi sanksi yang seringan-ringannya,
karena selain pelaku usaha Terlapor III juga kepala keluarga yang
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anak dan isteri.
Disamping itu juga saya mempunyai tanggungan karyawan. Atas
keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan saya

ucapkan terima kasih. ---------mmommm e
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Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan
terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan

terhadap: —-------——- o

5.1. Saksi Sdr. Hendra Susanta, S.E., selaku Pimpinan Cabang
PT Asuransi Mega Pratama Palangkaraya (vide bukti B4); ------

5.2. Saksi Sdr. Rama Eka Putra selaku Direktur Utama
PT Ganisha Dwi Utama (vide bukti BS5); --------------—-cmmcmmeeeev

5.3. ~ Saksi Sdr. Untung Tuah selaku Direktur Utama PT Multi
Karya Primas Mandiri (vide bukti B6);---------------——-cmommeme o

5.4. = Saksi Sdri. Theresia selaku Direktur PT Margo Umega (vide
bukti B7)------mmmm e ot oo

5.5.  Saksi Sdr. Darmono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun Anggaran 2017 (vide bukti 8);---------==-====c-oe-cmm

5.6 Saksi Sdr. Mohammad Tasdik, S.T., M. Si., selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran

2017 (vide bukti B9); ==----==-=mmmmsmm e
5.7 Ahli Sdr. Rudi Rusdiah selaku Ahli IT (vide bukti B10); ---------

5.8 Ahli Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum (vide
bukti B11); mo-mmmmmmmmm s oo s o e

5.9 Terlapor I, Kelompok Kerja. Pengadaan Barang dan Jasa
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (vide bukti B14);---
5.10 Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama (vide bukti B 15);
5.11 Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation (vide bukti B 16); ------

5.12 Ahli Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho, selaku Ahli Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (vide bukti B17); -------------------

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Majelis Komisi

telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda
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pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen baik yang

diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Majelis Komisi
melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian
Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang
diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide

DUKt B19). =mmnmmmmmm e e

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut (vide

buktil §): ----mmm L

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, pelaku usaha yang telah
dipanggil dan didengar keterangannya, surat dan atau dokumen yang
telah diajukan/diserahkan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan

dan Pemeriksaan Lanjutan serta petunjuk yang ada, telah ditemukan

fakta-fakta sebagai berikut:

8.1. Bahwa jadwal Pelaksanaan Lelang Preservasi Rekonstruksi

Jalan dan Pemeliharaan ' Rutin Jembatan Bukit Batu -

Lungkuh Layang — Kalahien adalah sebagai berikut ----------------

5 , Histori

Tahap Mulai Sampai Perubahan

Pengumuman 19 Desember 26 Desember Tidak Ada
Pascakualifikasi 2016 Pukul 22:00 2016 Pukul 23:59

Download 19 Desember 30 Desember Tidak Ada
Dokumenengadaan 2016 Pukul 22:01 2016 Pukul 08:00

Pemberian Penjelasan 23 Desember 23 Desember Tidak Ada
2016 Pukul 09:00 2016 Pukul 14:00

Upload Dokumen 23 Desember 30 Desember Tidak Ada
Penawaran 2016 Pukul 14:01 2016 Pukul 09:59

Pembukaan Dokumen 30 Desember 12 Januari 2017 Tidak Ada

Penawaran

Evaluasi Penawaran

Evaluasi Dokumen
Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

2016 Pukul 10:00

30 Desember
2016 Pukul 10:01

30 Desember
2016 Pukul 10:02

03 Januari 2017
Pukul 00:00

Pukul 23:59

10 Maret 2017
Pukul 23:59

10 Maret 2017
Pukul 23:59

10 Maret 2017
Pukul 23:59

5 Kali Perubahan

5 Kali Perubahan

5 Kali Perubahan
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10.

11.

12.

13.

14.

Upload Berita Acara

Hasil Pelelangan

Penetapan Pemenang

Pengumuman
Pemenang

Masa Sanggah Hasil

Lelang

Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa

Penandatanganan

Kontrak

04 Januari 2017

10 Maret 2017

5 Kali Perubahan

Pukul 00:00 Pukul 23:59
05 Januari 2017 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Pukul 00:00 Pukul 23:59
05 Januari 2017 10 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Pukul 00:00 Pukul 23:59
11 Maret 2017 15 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Pukul 00:00 Pukul 14:00
16 Maret 2017 17 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Pukul 00:00 Pukul 23:59
20 Maret 2017 24 Maret 2017 5 Kali Perubahan
Pukul 00:00 23:59

8.2." . Bahwa ketentuan dalam dokumen pengadaan dalam BAB II

tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) telah diatur mengenai

Larangan

Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme

(KKN),

Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan, yang dijelaskan

pada Pasal 4.1. sebagai berikut:

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untukmematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:

a.

berusaha mempengaruhi anggotaPokja ULP dalam bentuk
dan cara apapun, untuk memenuhi keinginanpeserta yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau
peraturan perundang-undangan;

melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur hasil [dipilih Pelelangan Umum/Pemilihan
Langsung], sehingga mengurangi/ menghambat/
memperkecil/ meniadakan  persaingan yang  sehat
dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur
dalam  peraturan perundang-undangan. Indikasi
persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-
kurangnya 2(dua) indikasi di bawah ini:

1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran,
antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar
upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/
atau spesifkasi teknis/ barang yang ditawarkan
(merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;

2)  seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4) adanya kesamaan/ kesalahan ist dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan

pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau;

5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang
sama dengan nomor seri yang berurutan.

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
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keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

Bahwa Pokja Pengadaan diberikan kewenangan untuk
mengugurkan peserta atau pembatalan penetuan pemenang

sebagaimana telah diatur dalam dokumen pengadaan/

dokumen lelang halaman 9 (sembilan) Pasal 4.2 sebagai

berikut (vide bukti C16): -------—-mm oo

Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. dikenakan
sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses
[dipilih Pelelangan Umum,/ Pemilihan Langsung] atau
pembatalan penetapan pemenang;

sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Bahwa pelaku usaha atau peserta yang mendaftar dalam
Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang — Kalahien, Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 ini sebanyak 19

(sembilan belas) perusahaan dengan rincian sebagaimana

diuraikan tabel berikut ini (vide bukti C1):

No Nama Perusahaan Tanggal Daftar

1. PT Multi-Karya Primas Mandiri 19 Desember 2016 Pukul 23:21
2. PT Duta Karya Mandiri 20 Desember 2016 Pukul 00:30
3. PT Nugroho Lestari 20 Desember 2016 Pukul 08:24
4. PT Margo Umega 20 Desember 2016 Pukul 12:11
S. PT Mellindo Bhakti Persadatama 20 Desember 2016 Pukul 12:53
6. Kawan Joymor 20 Desember 2016 Pukul 13:16
7. PT Sketsa Karya Pribumi 20 Desember 2016 Pukul 13:45
8. CV Kalang Bhakti Persada 20 Desember 2016 Pukul 14:51
9. PT JayaWijaya Coperation 21 Desember 2016 Pukul 09:30
10. PT Ganisha Dwi Utama 22 Desember 2016 Pukul 16:11
11. PT Kahayun Sarimas Sentosa 23 Desember 2016 Pukul 16:58
12. PT Anugrah Rahmat Perdana 24 Desember 2016 Pukul 07:55
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13. PT Iyhamulik Bengkang Turan 24 Desember 2016 Pukul 17:12
14. CV Ramsina Mandiri Jaya 27 Desember 2016 Pukul 12:26
15. PT Sampaga Karya Persada 27 Desember 2016 Pukul 12:52
16. PT Mutiara Karya Utama 27 Desember 2016 Pukul 20:27
17. PT Adhimix Precast Indonesia 28 Desember 2016 Pukul 10:48
18. CV Trigil 28 Desember 2016 Pukul 16:34
19. CV Herda Ripta Loka 28 Desember 2016 Pukul 18:46

8.5.

Pada tahap pemasukan (upload) dokumen penawaran, dari

19 (sembilan belas) Perusahaan yang mendaftar dalam lelang

perkara a quo ini hanya 6 (enam) Perusahaan yang

memasukan (upload) dokumen penawaran - sebagaimana

dengan rincian tabel berikut ini (vide bukti C1):--=--=-=---------

No

Nama Perusahaan Tanggal Kirim (upload)

PT Sampaga Karya Persada 31 Desember 2016 Pukul 00:12

PT Mellindo Bhakti Persadatama 29 Desember 2016 Pukul 15:26

PT Multi Karya Primas Mandiri 30 Desember 2016 Pukul 03:12

PT Ganisha Dwi Utama 29 Desember 2016 Pukul 21:44

PT JayaWijaya Coperation 29 Desember 2016 Pukul 21:49

ANV MY

PT Iyhamulik Bengkang Turan 30 Desember 2016 Pukul 09:57

8.6.

8.7.

8.8.

Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang, tahap

selanjutnya adalah Tahap Evaluasi Administrasi.----------------

Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi administrasi
terhadap 6 (enam) Perusahaan peserta lelang yang telah
memasukkan dokumen penawaran dengan hasil terdapat
1 (satu) perusahaan peserta tender yang dinyatakan gugur
yaitu PT Iyhamulik Bengkang Turan dengan alasan File

Penawaran tidak lengkap (hanya ada surat penawaran).--------

Berikut hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel

berikut ini sebagaimana dalam dokumen summary lelang:------

No Nama Perusahaan Lulus Keterangan
1. PT Multi Karya Primas Mandiri Lulus
2. PT Mellindo Bhakti Persadatama Lulus
3. PT JayaWijaya Coperation Lulus
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PT Ganisha Dwi Utama Lulus
PT Iyhamulik Bengkang Turan Tidak File Penawaran
Lulus tidak lengkap
(hanya ada surat
penawaran)
PT Sampaga Karya Persada Lulus

8.9.

8.10.

8.11.

Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang, tahap
selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Administrasi adalah

Tahap Evaluasi Teknis. ---------=--mmmmmm oo

Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap
5 (lima) perusahaan peserta tender yang telah lulus di dalam
tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 1 (satu)
perusahaan (peserta lelang) yang gugur yaitu PT Sampaga
Karya Persada dengan alasan Peralatan tidak memenuhi
syarat (sudah digunakan pada paket pekerjaan yang lain dan

tidak ada kontrak sewa peralatan). --------==-=mmmmmcomoi o

Berikut hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut ini

sebagaimana dalam dokumen summary lelang: ---=--------------

No Nama Perusahaan Lulus Keterangan

PT Multi Karya Primas Mandiri Lulus

PT Mellindo Bhakti Lulus
Persadatama

PT JayaWijaya Coperation Lulus

PT Ganisha Dwi Utama Lulus

PT Sampaga Karya Persada Tidak Peralatan tidak memenuhi
Lulus syarat (sudah digunakan pada
paket pekerjaan yang lain dan
tidak ada kontrak sewa
peralatan)

8.12.

8.13.

Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang/tender,
tahap selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Teknis adalah

Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran).---------------------—-—-

Bahwa evaluasi kewajaran harga untuk penawaran harga
dibawah 80% HPS telah diatur dalam dokumen lelang

halaman halaman 12 yang berbunyi : ----------=-=—-=——commcmmev
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Analisa Harga Satuan dan Analisa Teknik Satuan Pekerjaan pada saat
klarifikasi kewajaran harga terhadap penawaran di bawah 80% HPS
akan diminta, untuk kepentingan evaluasi dan tidak menjadi bagian dari
ketentuan kontrak.

8.14. Bahwa menilai kewajaran koefisen alat diatur dalam dokumen
pengadaan halaman 36 yang berbunyi (vide bukti C16): --------
Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/ koefisien dari unsur upah,
bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;

8.15. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi biaya (harga
penawaran) terhadap- S (lima) Perusahaan (peserta tender)
yang telah lulus di dalam tahap evaluasi teknis dengan hasil
hanya terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta tender) yang
lulus yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama. ------=-------------

8.16.  Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian
tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen summary
lelang;-———----=-----femm-memmmmmmme e e

Harga Harga
Nama q .
No Perusahaan Penawaran(Rupi Terkoreksi Lulus Keterangan
ah/Rp) (Rupiah/Rp)
1. | PT Multi Karya 23.166.180.000,- | 23.166:558.000,- Setelah
Primas Mandiri diklarifikasi
kewajaran
harga dalam hal
harga
penawaran
nilainya
dibawah 80%
HPS,
disimpulkan
Harga
Penawaran
Tidak Wajar
dan gugur
harga
2. | PT Mellindo 28.750.000.000,- 28.749.997.000,- Lulus
Bhakti
Persadatama
3. | PT JayaWijaya 21.270.000.000,- 21.269.998.000,- Setelah
Coperation diklarifikasi
kewajaran
harga dalam hal
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Harga Harga

Penawaran(Rupi Terkoreksi Lulus Keterangan
ah/Rp) (Rupiah/Rp)

harga
penawaran
nilainya
dibawah 80%
HPS,
disimpulkan
Harga
Penawaran
Tidak Wajar
dan gugur
harga

PT Ganisha Dwi 21.842.283.000,- 21.842.280.000,- Setelah

Utama

diklarifikasi
kewajaran
harga dalam hal
harga
penawaran
nilainya
dibawah 80%
HPS,
disimpulkan
Harga
Penawaran
Tidak Wajar
dan gugur
harga

8.17.

8.18.

Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender, tahap
selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Biaya adalah Tahap

Evaluasi Kualifikasi. -—-=---==---cmmmmmmmmmmmm oo

Bahwa Pokja Pengadaan melakukan Evaluasi Kualifikasi
terhadap PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah lulus di
dalam Tahap Evaluasi Biaya (harga penawaran) dengan hasil
PT Mellindo Bhakti Persadatama dinyatakan lulus dalam
Evaluasi Kualifikasi. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan

rincian tabel berikut ini (vide bukti C1): ----------—-———-mcmmem o

No

Nama Perusahaan Lulus Keterangan

PT Mellindo Bhakti

Lul -
Persadatama wus
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Bahwa tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan

tender adalah Tahap Evaluasi Akhir. -----------—-mmmmcmmmm

Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi akhir terhadap
PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah lulus di dalam
Tahap Evaluasi Kualifikasi dengan hasil PT Mellindo Bhakti
Persadatama dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut
hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (vide

DUKE € 1) ~mmmmmm e e e e

No

Nama Perusahaan Harga Penawaran Lulus

PT Mellindo Bhakti Persadatama Rp. 28.749.997.000, Lulus

8.21.

8.22.

Bahwa langkah  selanjutnya sesuai - dengan jadwal

pelaksanaan tender adalah Penetapan Pemenang.---------------

Bahwa Pokja Pengadaan telah menetapkan pemenang tender
perkara aquo ini adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama (vide
bukti Cl1):--mm s oo

No

Nama Perusahaan Harga Penawaran Lulus Keterangan

PT Mellindo Bhakti Rp. 28.749:997.000, Lulus Pemenang
Persadatama

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

Bahwa setelah menetapkan pemenang, Pokja Pengadaan
melakukan pengumuman pemenang tender perkara a quo

adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama (vide bukti C1). -------

Bahwa  setelah pengumuman pemenang, Kelompok Kerja
(Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah HI Provinsi Kalimantan Tengah

membukaTahap Sanggahan oleh peserta lelang. -----------------
Bahwa terdapat perusahaan yang melakukan sanggah dalam
lelang perkara a quo ini yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri.

Bahwa pada pokoknya sanggahan PT Multi Karya Primas

Mandiri tersebut adalah (vide bukti C 54):-----------——=——--o————-

1) Membatalkan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai

pemenang Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
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Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh
Layang — Kalahien.
2) Melaksanakan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga ulang
dengan seadil-adilnya dan profesional.
Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama ditunjuk sebagai
Penyedia Barang dan Jasa wuntuk lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit
Batu - Lungkuh Layang - Kalahien berdasarkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) Nomor:
KU.03.01/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/SPPBJ /Il /2017 /100
yang dikeluarkan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah @Il = Provinsi

Kalimantan Tengah (vide bukti C1):

Bahwa kontrak dalam tender perkara a quo ini adalah dengan

rincian tabel berikut ini (vide bukti C1): --———=-==-—==—c—ceemmemo

Nomor Kontrak HK.02.03/SATKER-WIL.III-PPK.12/KTRK/III/ 105
Nomor Rekening 1000030000030753

Nilai Kontrak Rp. 28.749.997.000,00

Tanggal Kontrak 23 Maret 2017

Masa Berlaku Kontrak | 23 Maret 2017 — 22 Desember 2017

Nama Perusahaan PT Mellindo Bhakti Persadatama

FAKTA LAIN

Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada Dokumen Metode
Pelaksanaan = di: dalam -~ Dokumen Penawaran Antara
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya
Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut
(vide bukti C7, C8):------mmmmm oo

8.29.1. Bahwa metode pelaksanaan merupakan salah satu
syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang

untuk mengikuti pelelangan ini. -------------------—--——-

8.29.2. Bahwa metode pelaksanaan untuk menunjukkan
kemampuan peserta lelang dalam mengerjakan

pekerjaan ini. --------mmmmm oo
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8.29.3.

8.29.4.

8.29.5.

8.29.6.

8.29.7.

8.29.8.

8.29.9.

SALINAN

Bahwa  Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah,
Tahun Anggaran 2017 tidak pernah memberikan
contoh atau format metode pelaksanaan kepada

peserta lelang. ---------——-mmmmmmm

Bahwa penyusunan metode pelaksanaan

sepenuhnya diserahkan kepada para peserta lelang.

Bahwa pada kenyataannya ditemukan adanya
kesamaan penulisan dalam Dokumen Metode
Pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam Duduk

Perkara diatas: -~------——--——-——mmmmmmm e

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan
pada Dokumen Penawaran PT 'Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III). ----------==zmmmmmmemoem o

Bahwa para peserta pelelangan diwajibkan untuk
mengajukan dokumen penawaran untuk mengikuti
Lelang = Preservasi . Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin  Jembatan Bukit Batu -
Lungkuh  Layang - - Kalahien, Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. ----------

Bahwa diketahui PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) -dengan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor = 1II) telah mengajukan dokumen

PENAWATANNYA. —--=--=== = mmm o= oo

Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan di
dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jayawijaya
Coperation (Terlapor III) terdapat di dalam Halaman
43 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 54
Dokumen Penawaran Terlapor III, bahwa dimana

kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman
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dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat

kesalahan penulisan/ pengetikan yang sama,
dimana kata yang seharusnya ditulis “sebelum”
terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi
kata

“sebe-lum”,kata yang seharusnya ditulis

“rancangan” terjadi kesalahan penulisan/

pengetikan menjadi kata “ran-cangan”, dan yang
seharusnya ditulis “permukaan” terjadi kesalahan

penulisan/ pengetikan menjadi kata “per-mukaan”

(vide bukti C7, C8) sebagai berikut: --------=------------

Dokumen penawaran milik
PT. Mellindo Bhakti Persadatama

MAKKA THERMOFLASTIK

Ketentadn Limum

Sehelum penandaan marka jslan Mas pergecaine diabsmaken, Pemvedia Jes hans figfjamin halma pemaizan
perkerasan julan veag akan Sberi marks jalan hans bersib, kering dan bebas dari bahin yang bergemruk dan debu
Penyedla Jusa hans menghilangken dengan goil basting (jengmsin deogan batan berbutir halus) siap marka jalan
lama bk termoplastis maupun bukan, yang akan minghaltang kelekatan laplsn cat ban.

Cai umuk Marka Jalan

Padat pasal ini kath "ea” sering dikonotasikan sebagai bahan marks jalan jesis termoplastik sebagai cat. Cat
hanslah bewams petlh st bening sepert! yang dinnjukion dalim Gamber dan memerubd Spesifikasi menurr
811 berikut jni :

1
L]

Marka lalan “tukan® Termoplastik | BNT D6-4825-1 W8
Mirki Jilion Termoplistl | SNI 0648261998 {jeaia padat, buknn serbuk)

Pelnksanaan :

b

Saporips Bavha cl yang degunakean Linja (lukan iermopltik) hans dicampur teriebh dibels senuni
peturuk pabrik pembunime sebeum dgunakan ager sspend pamen sens di dalam oo

Pengenian tifak boleh dilsksanakan pada susny pemmulaan vamg baru Saspal kurasg dori 3 bulwn seieleh
pdmh.pumnmhmﬂmpmﬂmmmthm Pekemjuam. Sdmmhl.rwm

di atas. peng marks plan {pre-markmy) s p hormipal harus dil
sy sl pelipian
Preirpedis Josa b ineipgeii iy dicsailal :nuuululia_plul puL pn-unﬁ.-.llpl:ll.dm.l'l Ih‘.l.lllhlm daii
penempaian vang presisi sebe-lum pelaksanaan pesgecran marka jalan.

Pengeostan marks jalan dileksenskan pada garis sumbu, garis lajur, gars tepi dan zebra cmss dengan bartuan
sebuah mesin mekanis yang degui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis pervemprotn sts peaghamperan
oiomatis dengen kabop mekanis yang mampu membesl gans plus-peios e pengoETIEE yang menens
fianpa berherki das mukai berjiles lagi) dengan Bl vang digal ditifin Thicks Pelirjain, Misin vang
diggmiabean ternshul i Setghanilian jush Mgass vang e dsn sempam dengan tbal hadsh maimom 033
milimeter unedk “car bulan tenmoplastik” dan izbel minimem 1,50 mm wniuk *on termoplasik” belum termassk
birtiram kaca (pkeey Bech) yang juga dieaburkan secars mek anis. dengan garis sepi yamg bersih itidak bergerigi) pacs
lebar ran-cangan vang sesan. Bilumana tidak disyaniknm obeh pabrik pembusitays, sska ol lrmoplastik hans
dilaksanalcan peds temperatur 204 - 215 °C.

Hilareara mesin @k inken, maka Direksi Pekerman dages mengijinkan pengecalan meka
jlan dengan cars manyal, dikuss, disemprob dan dicetak denian s diesgen konfimerasi marks jalas dans e
i vamy, dvsstaqui untuk penggamaannya,

Fastiran kasca (ks ety harus ditalarkan & ates permakian cal segen seiclih pelehsansas pesyemprotin aim
pesghanpann ca. B kica (gl head) harus dinborkan dengan kndar 440 gamim’ unmk semus jenis car,
baik uniuk “bukan termoplastik” maupun “termoplasti”

(Hal 43)

Dokumen penawaran milik
PT. Jaya Wijaya Coperation

3. Marka lalan Termoplasti

bk penancian marka jalan btiu pengecatan dlaksanakan, Peryeda lasa hans mergmin babwa

permukaan perkerasan [alan yang akan diber marka falan hanus bersh, kering dan bebay dar bahan

yang bergemuk dan debu. Perwedia Jasa harus menghiangkan dengan grit blasting (pengausan

dengan bahan berbutir hakus) setiap marka jalen bma baik termaplastls mawpun bukan, yang akan

menghalangi kefekatan lapisan cat baru.

F'ihrjun dilaksanakan dengan urutan sebagal berikut !
Sernis bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termopbastik) harus diamour
terlebih dahuly merurut petunjuk pabrik pemibuatnya sebelum digunalan agar suspensi pigmen
mierata d dalam cat.
Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu perrriukaan yang haru diaspel kurang dari 3
bulan setelah pelaksanaan fapis permuiaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksl Pekerjaan,
Selama masa tunggu yang disebutian di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking)
piadda permakaan beraspal harus dilsisanalan segera setelah pelapisan
Penyedia Jasa harus mengatur dan menandal semua marka jalan pada per-mikaan perkerasan
dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-him pelaksanaan pengecatan marka jalan.
Pengecatan marka jalan dilaieanakan pada gark sumby, garis lajur, gars tepl dan 2ebra cross
dengan bantuan sebush mesin mekanis yang diseful, bergerak dergan mesin sendi, pak
pefiyemaniten Moy penghampanan cloeatl dengan katlup meksnis yang mampuy membuat
garts putus-putus dalam pengoperasian yarg menerus (tanpa berhenti dan mulal berjalan lagd)
dengan hasll yang dapat diterima Direlsi Pekorjaan, Mesin yang digunakan tersebut hans
mienghasilkan suaty lapisen yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,36 milmeter
wnbuk “cat bukan termoplasti” dan tebal minimem 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum
termasuk butiran kaca (gioss bead) yang juga ditaburkan secara makanks, dengan gark tepl yang
bersin (ticlak bergerigl) pads lebar ran-cingsn yang sesial, Bilamana tidak disyaratkan cleh
etk pembuaingg, maka cat termaplastik hans dilsksanalan pads temperatur 204 - 218°C.
Bilarana penggnasn mes tak memungkinkan, maka Dircks! Pekeriaan dapat mengijnkan
penecatan marka jelan dengan cara manual, dibuis, disemprot dan diestak dengan sesul
dengan konfigurasi marka jalan dan jenis cat yang disetujul unbuk penggunaanrya.
Biutiran knca (glass beod) hans diaburcn di ates permuiman cat sagera stelah pelaksanaan
penyemgraten slau penghamparen cat. Butiran kaca |ploss heod) hanss ditaburkan dengan kadar
450 gram/m’ untuk semua jenis cat, baik Lk “bukan termoglastk” maupun “tameglbst’

(Hal 54)

8.30. Bahwa terdapat kedekatan waktu antara login dan logout yang
dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)

dengan PT Jaya Wijaya Coperation

(Terlapor III) ketika

mengakses situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE),

serta adanya kesamaan Internet Protocol Address

(IP Address) yang digunakan untuk mengakses Situs LPSE.

(vide bukti C36, C37) -----
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8.30.1. Bahwa proses pengadaan/lelang pekerjaan
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan
Rutin Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang -
Kalahien dilakukan secara elektronik.------------------
8.30.2. Bahwa setiap pelaku usaha yang mengikuti lelang
ini pasti mengakses situs LPSE. -------—--——cccemceeee -
8.30.3. Bahwa aplikasi lelang elektronik LPSE telah
mencatat waktu akses berupa waktu login on
(masuk) dan waktu login out (keluar) setiap peserta
atau pelaku usaha yang telah mengakses aplikasi ini
beserta: IPAddress. --------------—--=-m---F L -
8.30.4. Bahwa terdapat catatan rincian kedekatan waktu
antara login dan logout yang dilakukan oleh
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan
PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) ketika
mengakses situs LPSE dan kesamaan  IP Address
sebagaimana yang terdapat di tabel berikut: -----------
No Tanggal Keterangan | Waktu login | Waktu logout| IP Address
Terlapor II 11:15 11:23
1. |22 Desember 2016 180.248.241.219
Terlapor III 11:24 11:34
Terlapor 11 11:48 12:22
2. | 27 Desember 2016 125.167.200.20
Terlapor 111 11:43 11:45
Terlapor II 22:24 22:26
3. | 28 Desember 2016 125.167.241.198
Terlapor III 22:23 22:24
Terlapor-II
4. | 22 Maret 2017 125.167.253.79
Terlapor III
Terlapor II
5. | 25 Maret 2017 36.75.62.179

Terlapor III

8.30.5

8.30.6.

. Bahwa

terdapat adanya kesamaan metadata di

dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III). —---------mmmmmmmmmmm e

Bahwa proses pengadaan/lelang pekerjaan

Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan

- 50 -



SALINAN

Rutin Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang -

Kalahien dilakukan secara elektronik.---------==——————-

8.30.7. Bahwa para pelaku wusaha yang mengikuti
pelelangan ini telah memasukkan penawarannya
dalam bentuk softcopy dan diunggah (upload) ke
situs LPSE termasuk Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor 1II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III). ——--mmmmmm oo

8.30.8. Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di
dalam - Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) yang dapat dilihat dari

properties dokumen. Kesamaan  tersebut adalah

1) PDF Producer menggunakan ABBYY FineReader

12 Sprint; ——----=-----=—=-—mm e

2).. PDF Version menggunakan 1.6 (acrobat 7.x);--
3)  Dokumen Penawaran di created dengan tanggal
yang sama yaitu pada tanggal 29 Desember
2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu
untuk Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) di created pada Pukul
14:52 dan Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) di created pada Pukul

12:29:06 4 -m-m ot m S oo
8.30.9. Berikut metadata dari Dokumen Dokumen
Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) yang diambil melalui fungsi properties
dalam aplikasi perangkat lunak dalam komputer
(vide bukti C2):----=-——m oo

Properties Dokumen Penawaran Propeerties Dokumen Penawaran
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PT. Mellindo Bhakti Persadatama

Description

File: TWR FINAL MELINDO VIT

SALINAN

PT. Jaya Wijaya Coperation

Description

File:  tawar-Jayawijaya-

Title: ‘

Title: ‘

Author: ‘

Author. ‘

Subject: ‘

Subject: ‘

Keywords:

Created:  29/12/2016 145215
Modified: 29/12/2016 13:10:46

Application:

Advanced
POF Producer.  ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7x)

Location:  Gi\sei asam!\P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25036064)\LELANG ULANG (25036064)' peserta\DOKUMEN PENA..\PT MELLINDOY

File Size: 37,68 MB (39.512.829 Bytes)
Page Size: 835 11,75in Number of Pages: 120

Tagged PDF: No Fast Web View: No

8.31. Bahwa

Keywaords:

Created: 29/12/201612:29:06
Modified:  31/12/2016 08:43:35

Application:

Advanced
POF Producer.  ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat Tx)

Location:  Gi\sei asam\P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - .. (23036064)\LELANG ULANG (23036064)\ peserta\DOKUMEN PENAWARANNPT JAY..\

File Size: 34,68 MB (36,368,828 Bytes)

PageSize: 8,33x11,74in Number of Pages: 103

Pengurusan = Dokumen -Jaminan - Penawaran

PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya

Wijaya Coperation (Terlapor III) dilakukan oleh Saudara Reydo

Nugroho

atau Edo, Direktur PT PT Mellindo Bhakti

Persadatama (Terlapor II). ——----—-—-=-————mmmmsmmmmm e

8.31.1.

8.31.2.

8.31.3.

Bahwa salah satu dokumen yang menjadi

persyaratan untuk mengikuti pengadaan/lelang
Jalan dan

Batu -

pekerjaan  Preservasi = Rekonstruksi
Pemeliharaan Rutin' Jembatan Bukit
Lungkuh Layang - Kalahien Tahun Anggaran 2017
adalah Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh

perusahaan asuransi. ------=s=-===r==csmmmmmmmmme -

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
diketahui

Penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega

telah memasukkan dokumen Jaminan

Pratama. ----------------o o

Bahwa berdasarkan keterangan PT Asuransi Mega
Pratama yang diwakili oleh Sdr. Hendra Susanta

yang
menyatakan: —-----------mmmmm o

dalam persidangan pada pokoknya

1) Mengenal Saudara Reydo Nugroho atau Edo
(Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan
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8.32.

SALINAN

Saudara Vino Oktaviano (Direktur PT Jaya
Wijaya Coperation). ------=--====-=mmmmmmmmmmmme

2) Saudara Reydo Nugroho atau Edo yang
mengurus permohonan jaminan penawaran PT
Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan
PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -------

3) Pengajuan permohonan jaminan penawaran
diajukan pada tanggal 27 Desember 2017. -----

4) Bahwa praktek pengurusan dokumen jaminan
penawaran antara PT  Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya

Coperation (Terlapor III) sudah biasa dilakukan.

Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng)

milik  PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT

Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) memiliki nomor yang

berurutan. ----=--—--o e

8.32.1.

8.32.2.

8.32.3.

Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh
para  peserta  pelelangan  untuk = mengikuti
pengadaan/ lelang pekerjaan Preservasi
Rekonstruksi Jalan' dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien

adalah Surat Keterangan Ddukungan Bank. ----------

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dan  PT' Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT
Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diketahui telah

mengajukan Surat Keterangan Dukungan Bank.-----

Bahwa di dalam Surat Keterangan Dukungan Bank
milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang
dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) memiliki Nomor
Surat yang berurutan yaitu untuk Keterangan

Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti
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SALINAN

Persadatama (Terlapor II) dikeluarkan dengan nomor

surat KCU.101/SB-1857/XII-16 dan Keterangan

Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation

(Terlapor

11I)

dikeluarkan dengan nomor surat

KCU.101/SB-1855/XII-16 dengan kedua Surat

keterangan Dukungan Bank tersebut dikeluarkan

pada tanggal dan tahun yang sama yaitu tanggal

27 Desember 2016 (vide bukti C7, C8).

8.32.4.

PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) telah

mengakui terkait dengan Surat Dukungan Bank

milik PT Mellindo Bhakti Persadatama
dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)

(Terlapor II)
yang

mengambil adalah Saudara Reydo Nugroho atau Edo
Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor

8.32.5.

Berikut Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT

Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT

Jaya Wijaya Coperation (Terlapor 1II)

Surat Keterangan Dukungan Bank
PT. Mellindo Bhakti Persadatama

e BANK KALTENG

T BANK PEMBANGUMAN DAERAN KALIMARTAN TERGAH

SURAT KETERAMGAMN DUKUNGAN BANK
Nomor : KCU.101/5B-1857/XII-16

‘Yang bertonda fangan dibawah iri

Nama © MASTUAINI
Tabaten

Pesmimgin PT, Bark Gamerah Kl Tengah

@

Utama Palangha Raya.
Dengan i meneranghan sebagai berikut

» Nama i REYDO MUGROHO

+ Jobatan Direktur

> Alamat : . Jend. Sudirman No. 06 Palangka Rays
¢ 100.003.000003075.3

: PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA

*  Momor Rekering Bank
= Marma Perusahaan

1. Telah fercatat sehagai nasshah pada PT. Bank Pembangunan Boerch Kalimantan Tengah Gabang Utams

Palangha Roya di Pelangha Rayo

2. Bank siop memberikon dukungan dana yang osap untuk medal yorg bersanghutan mnimal
Rp. 2,933 934 000,00 (Dua Milyar Sembilon Retus Tiga Puluh Tiga Jute Sembilan Retus Tigs
Puluh Emgat Ribu Rupioh) dalar bertuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja utuk kepertingan
Pelaksaroon Preyek oheh Perusshaan tersebut, sepanjong memeruhi keterhaon Bomk feknis yang

berhaku.

3 Surat Keterangan Dukungan Bank ini hami feriuskan kepoda Soudara sesuni dengan permintoon Nasabah

yang bersanghustan untuk keperluon mengikusti Pelelangan poda :

Pekerjoan
Batu-Lungbuh Layang-Kolahien

Lakasi : Kabmantan Tengah

Tahum Anggaran  : 2017

: Preservosi Rekongtruksl Jalom don Pemelihoraon Rutim Jembaton Buldt

Tujuan : Kelompok Kerka (POKJA) Pengadean Barang/Jasa Satker Pelaksanoon Jalan

Masional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah

Demikion Surat keterangen ini dibuat urtuk dipengunakan seperiumya

Palangha Raye, 27 Desember 2016
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(vide bukti C7,

Surat Keterangan Dukungan Bank

PT. Jaya Wijaya Coperation
BANK KALTENG

PT. BANK FEMBANGLIKAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK
Nemor : KCU,101/58-1855/XI1-16

‘"ang bertands tongan dibawch ire

Nama MASJUATNI
Jebaten Femimpin PT. Bank Pembangunan Daersh Kalimantan Tengah Karrtur Cabang
Utama Palangha Royn

Dengan i mersranghan sebagai berikut

* MNama VINO OETAVIANG, 5 Hut

= Jabaton Direktur

»  Alamat 1. Jendral Sudirman Me. 9 Palangka Raya
#  Momor Rekening Bark 100,003 000003205, 5

»  Nama Perusahamn PT. JAYA WITAYA COPERATION

1 Telah tercatat sebagai nasshah pada PT. Bank Perbenguncn Daerah Kalimantan Tengah Cobarg UHom
Palangha Raya di Pakngka Raya

2 Bank sip memberikn dukungon dara yang cukup urhik moded yang bersanghutan minieal
Rp. 2.933.934.000,00 (Dua Milyor Sembilan Ratus Tiga Puuh Tiga Juta Sembilon Ratus Tiga
Puluh Empat Ribu Rupiah) dolom bentuk permberion fasilitas Kredit Modal Kerjo unhu kepentingon
Pelaksonaan Proyek oleh Perusabuon tersebut, seponjong memenihi ketentuan Bank feknis yang
berlaks

3 Surat Keterangen Dukingan Bank ini kami feruskon hepada Saudara sesuai dengan permirtoan Masaboh
yang bersanghtan untuk. keperfuan mengikuti Pelelangan pada

Peker jaan : Preservasl Rekonstruksl Jolon dom Pemelhargon Rutin Jembatos Bubdt
Batu-Lunghuh Layaong-Kalahien

Lokasi : Kalimantan Teagah

Tahun Anggaran : 2017

Tujuan : Kelompok Kerkn (POKTA) Pengodaon Barang/Tase Satker Pelaksanoen Jalos

Masicnal Wileyah ITT Provinsi Kalimantan Tengah
Demikion Surat keterangan ini dibuat urtuk dipergunckon seperluma

ks By, 27 Desember 2016
PT.BANK PEMBANBUNAN DAERAH




8.33.

SALINAN

Bahwa pengakuan Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur
Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan
Saudara Vino Oktaviano Direktur Utama PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) dalam persidangan mengenai
hubungan dan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen

penawaran dan pengaturan lelang sebagai berikut:--------------

8.33.1. Berdasarkan Berita Acara Persidangan, Saudara
Reydo Nugroho selaku Direktur Utama PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) mengakui hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut:-------=-----------

1) ‘Bahwa  Direktur Utama PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) mengakui merupakan
pegawai/karyawan dari Saudara Vino
Oktaviano yang dalam perkara ini merupakan

Direktur PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor

2)  Bahwa Direktur Utama PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) merupakan pihak
yang mengurus Surat Keterangan Dukungan
Bank ~dari Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah dan Jaminan Penawaran
dari Asuransi Mega Pratama. -------=-----------——-

3) Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas
kemudian diserahkan kepada Saudara Vino
Oktaviano Direktur Utama PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III).-----------=--mmmmcmmmmev

4) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) merupakan satu grup dan
pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu -
Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi

Kalimantan Tengah dikerjakan bersama-sama.
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8.33.2.

SALINAN

Berdasarkan Berita Acara Persidangan, Saudara

Vino Oktaviano selaku Direktur Utama PT Jaya

Wijaya Coperation (Terlapor III) mengakui hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut:-------------------

1)

2)

3)

4)

Bahwa mengakui untuk seluruhnya pengaturan

atas persekongkolan dalam tender perkara a

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) juga merupakan milik Saudara
Vino Oktaviano. ---------=-—=-—mmmmmeo
Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
dalam pemeriksaan di tahap penyelidikan
mengakui telah memberikan fee sebesar 1%
(satu) per seratus (persen) kepada Kelompok
Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran
2017 (Terlapor I) namun pada saat Persidangan,
PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
mencabut keterangan tersebut dengan alasan
kebingungan: —=--s=--mo-mmmmmm
Namun PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
dalam persidangan yang sama menyatakan
bahwa  selama proses  penyelidikan yang
dilakukan = di- Kantor Kepolisian Daerah
Kalimantan Tengah dengan didampingi staf
yang bersangkutan serta berada dalam keadaan
sehat jasmani dan rohani, tidak di bawah
paksaan, ancaman atau tekanan, tidak merasa
ditipu atau dibohongi oleh Investigator
Penyelidik  serta  diberikan hak  untuk
mememeriksa dan mengkoreksi Berita Acara
Penyelidikan yang kemudian diparaf disetiap
halaman dan ditandatangani dibagian akhir

dari Berita Acara Penyelidikan tersebut. -------
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8.33.3.

SALINAN

5) Bahwa Direktur PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) mengakui berteman dengan
Saudara Rooswandy (Ketua Pokja Pengadaan/
Terlapor I). —------mm oo

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan yang

kemudian dituangkan pada Bagian Dugaan

Pelanggaran pada dokumen Laporan Dugaan

Pelanggaran, Direktur Utama PT Mellindo Bhakti

Persadatama (Terlapor II) dan Direktur Utama PT

Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) menyatakan

pada pokoknya:-----------mmmmmm

1) 'Bahwa Direktur Utama PT  Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor 1II) ~mengakui yang
mengatur tender dengan cara bekerjasama
dengan Pokja Pengadaan dan PT Jaya Wijaya
Coperation = (Terlapor II) untuk  dapat
memenangkan 4 paket tender yang salah
satunya adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi
Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit
Batu = Lungkuh Layang — Kalahien. -------------

2) ~ Direktur Utama PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) mengakui telah
bekerjasama dengan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor ' III) serta . pembuatan Dokumen
Penawaran  milik  PT  Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dikoodinasikan dan
dibawah kontrol oleh PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III). —----mmmmmmm oo

3) Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) mengakui menyusun dokumen
penawaran dan harga penawaran milik PT
Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) serta
terkait harga penawaran milik Terlapor II. -----

4) Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation

(Terlapor III) mengakui bahwa  dalam
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8.33.4.

SALINAN

penyusunan Dokumen Penawaran untuk PT
Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan
PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) untuk
lelang a quo dibuat dan disusun oleh PT
Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dengan menggunakan komputer yang sama.

5) Bahwa hal-hal yang telah diakui dan
dinyatakan oleh PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) kembali dibenarkan
dan diakui pada tahap Tanggapan terhadap
Laporan, Dugaan Pelanggaran dan Sidang
Pemeriksaan PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III) sebagaimana telah dituangkan
dalam Berita Acara Persidangan.=-----=--------—-

Bahwa  Kelompok  Kerja  (Pokja) Pengadaan

Barang/Jasa Satuan  Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah,

Tahun Anggaran 2017 atau Pokja Pengadaan telah

mengakui  ‘dalam persidangan hal-hal sebagai

berikut:-=sa—--mrm oot

1) Telah bertugas sebagai panitia pelelangan atau
pokja pengadaan kurang lebih untuk kurun
waktu lebih dari 3 (tiga) tahun (bervariatif). --

2) / Telah memahami dan menyetujui untuk patuh
pada Pakta Integritas dalam menjalankan tugas
sebagai Pokja Pengadaan/Panitia Lelang. ----

3) Telah memiliki sertifikat pengadaan
barang/jasa. -----------mmmmmm

4) Menyusun dan memahami isi dokumen
pengadaan sebagai acuan bersama bagi peserta
dan panitia dalam lelang a quo. --------------—---

5) Memahami bahwa salah satu tugas Pokja

adalah untuk mengantisipasi adanya
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8.33.5.

6)

7)

8)

SALINAN

persaingan usaha yang tidak sehat
sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Perpres No.54 Tahun 2010)
beserta peraturan perubahannya. ---------------

Menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor
31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konstruksi dalam melakukan evaluasi dokumen
PENAWATAN. —--=== === oo oo

Menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor
28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP) dalam melakukan ' evaluasi
kewajaran harga dokumen penawaran. --------

Tidak memeriksa dokumen penawaran secara

menyeluruh. —---------—mmmmm e

Bahwa @ Ahli Lembaga  Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada persidangan

berpendapat yang pada pokoknya adalah sebagai

2)

3)

4)

Perpres ‘Nomor 54 Tahun 2010 mengandung
prinsip bersaing sebagai implementasi dari
persaingan usaha yang sehat. --==-------------——-----
Prinsip - bersaing diatur dalam Pasal 5 Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 dan mengikat penyedia,
penyelenggara dan semua pihak harus
menegakkan prinsip ini. -----------------——-mmmm—o——
Pokja Pengadaan bisa dikatakan sebagai filter
atau penyaring dalam indikasi persekongkolan
dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini diatur
dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e
Perpres Nomor 54 Tahun 2010. ---------—-----—--

Pokja Pengadaan diberikan kewenangan dalam
mencari  indikasi = persekongkolan  dalam

cakupan yang seluas-luasnya. Dilihat dari
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

SALINAN

administrasi, teknis dan harganya. Jadi pokja
harus mempelajari seluruh dokumen yang
diajukan oleh penawaran. -----------------—-co--—-
Bahwa apabila ditemukan minimal dua indikasi,
sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal
83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun
2010, Pokja Pengadaan/ Panitia diberi hak
untuk menggugurkan peserta yang terindikasi
atau menggagalkan lelang apabila semua
peserta terindikasi persekongkolan . ------------
Bahwa dengan demikian ahli tidak setuju
dengan dalil/alasan Pokja Pengadaan/ Panitia
yang lalai tidak memeriksa indikasi
persekongkolan, sebagaimana yang diatur
dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e
Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena hal itu
sudah tercantum jelas dalam dokumen lelang
yang dibuat oleh Pokja Pengadaan/ Panitia.----
Bahwa metode pelaksanaan adalah metode
yang  ditawarkan @ oleh . penyedia berkaitan
dengan cara yang akan dilakukan pada saat dia
ditetapkan sebagai pemenanglelang/ tender.
Untuk membandingkan metode pelaksanaan
Pokja -~ Pengadaan harus -~ membandingkan
metode pelaksanaan semua peserta tender. ----
Pada tahap evaluasi kewajaran harga, harga
wajar seperti apa yang dimaksud berdasarkan
perpres tidak diatur secara mendalam. Harga
yang disampaikan penyedia adalah harga yang
final. Sepanjang sudah melalui tahapan dalam
evaluasi administrasi, teknis dan pembuktian
kualifikasi maka proses tender sudah selesai
dan kewajaran harga tidak sampai pada
perhitungan nilai akhir. ---------—----cmmmcme -
Ahli menganggap evaluasi kewajaran harga

tidak  perlu  dilakukan. Aturan  teknis
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8.34.

SALINAN

diperbolehkan namun harus dicantumkan pada
dokumen pengadaan. Jika dalam proses lelang/
tender banyak sanggah maka bisa
diindikasikan dokumen pengadaan lemah. ----
11) Jika ada aturan lain yang dinyatakan sebagai
tolok ukur dalam lelang harus dinyatakan
dalam dokumen lelang dan harus diketahui
oleh para pihak. -------=--——cmmmm
12) Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Permen PUPR) yang
mengatur adanya batas kewajaran harga,
apabila dalam aturan/hal ini dijadikan alasan
untuk menggugurkan, maka Pokja Pengadaan
seharusnya mencantumkan ketentuan tersebut
terlebih dahulu dalam dokumen pengadaan
karena dokumen pengadaan adalah jembatan
komunikasi antara Pokja Pengadaan dengan

peserta lelang atau penyedia jasa. --------------

ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit
Batu - Lungkuh Layang - Kalahien Tahun Anggaran 2017
diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang pada pokoknya berbunyi: ---------------------—-

Pasal 22
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. —--------------

Dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:--------------

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu

pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk

menyediakan jasa”.

-61 -



SALINAN

Selanjutnya apabila dirinci unsur — unsur ketentuan Pasal 22

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tersebut maka dapat

diuraikan sebagai berikut: -----------—-mmmm

8.34.1.

8.34.2.

a
b
c

Unsur Pelaku Usaha

Unsur Bersekongkol

Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang
Terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang
Tender

Unsur Persaingan Usha Tidak Sehat.

Unsur Pelaku Usaha.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah PT Mellindo
Bhakti Persadatama, yang beralamat di JalanJendral
Sudirman Nomeor 06 Palangka Raya, Kalimantan
Tengahyang didirikan berdasarkan “Akta Perusahaan
Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris
Khantsafikni, SH, dengan perubahan terakhir dengan
Akta Perusahaan Nomor46 tanggal 24 Juli 2014
dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dan memiliki
kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk
konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel

kereta api, dan landas pacu bandara. -------------=--------

PT Mellindo Bhakti Persadatama telah menjadi peserta
dan pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi
Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu -

Lungkuh Layang — Kalahien Tahun Anggaran 2017.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur pelaku

usaha terpenuhi. --------——--mmmmmm
Unsur Bersekongkol. --------=--=-—mmmmmmmmmmmmm

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal
22 secara teori sebagaimana dinyatakan oleh Ahli
Hukum Dr. Sukarmi, SH., MH. Tersebut dapat

mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ---------
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1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan
yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa pesaingnya.

2) persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang
terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa dengan pokja
pengadaan atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi

pekerjaan.

3) gabungan dari  persekongkolan horizontal dan
vertikal ~adalah  persekongkolan  antara pokja
pengadaan < atau - panitia lelang atau  pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau ' pemberi
pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa.
Persekongkolan Horizontal --------=====-===cmmoemmmmemmo -

Bahwa Ahli dari  Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  pada pokoknya
menyatakan = adanya persekongkolan bila dipenuhi

sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi. -----=------------——-

Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e
Peraturan ' Presiden 54 Tahun 2010 berdasarkan
Peraturan  Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tenang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Perpres No.54 Tahun 2012) yang pada pokoknya
menyatakan: ----------mmm o
Indikast persekongkolan antar Penyedia
Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2
(dua) indikasi di bawah ini :

1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain:
metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan
teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang
yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis;
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2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati
HPS;

3. adanya keikutsertaan beberapa  Penyedia
Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu)
kendali;

4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan;

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin
yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam
Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018 yang dilakukan oleh
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT
Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam bentuk
kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran
dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan
dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu -
Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pada fakta-fakta

ada dan telah diakui sebagai berikut:--====--------————-———-

1) Adanya kesamaan penulisan pada Dokumen Metode
Pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Antara
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan
PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana
telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada

Kesimpulan ini di atas------2==-==-====ccmmmmmme -

2) Terdapat kesamaan 'kesalahan pengetikan pada
Dokumen Penawaran PT  Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya wijaya
Coperation (Terlapor III) sebagaimana telah
diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan

ini di atas. ——-—--———-mmmm

3) Terdapat kedekatan waktu antara login dan logout
yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) ketika mengakses situs

Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta
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adanya kesamaan Internet Protocol Address(IP
Address) yang digunakan untuk mengakses Situs
LPSE sebagaimana telah diuraikan pada Bagian

Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas.

Terdapat adanya kesamaan metadata di dalam
Dokumen Penawaran PT  Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya wijaya
Coperation (Terlapor III) sebagaimana telah
diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan

ini di atas. ——-——=—————mmmmm

Pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor 1I) dan PT
Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dilakukan oleh
Saudara Reydo Nugroho atau Edo, Direktur PT
Mellindo  Bhakti  Persadatama  (Terlapor II)
sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta

Lain pada Kesimpulan ini di atas. ---------==-----——-———-

Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank
Kalteng) milik =~ PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor
[II) memiliki Nomor yang Berurutan sebagaimana
telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada

Kesimpulan ini di atas. -==--=--====---—-mmmmmmmmm -

Adanya pengakuan Direktur Utama PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan Direktur
Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III)
dalam persidangan dari mengenai kerjasama dalam
mempersiapkan dokumen penawaran dan
pengaturan lelang sebagaimana telah diuraikan

pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas.

Bahwa berdasarkan butir-butir di atas sangat jelas telah

terjadi kerjasama di antara PT Mellindo Bhakti

Persadatama (Terlapor II) dan Direktur Utama PT Jaya
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Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam mempersiapkan
dokumen penawaran dan dalam mengikuti proses

pelelangan.---------- oo

Bahwa kerjasama diantara PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) terjadi karena sebenarnya
kedua pelaku usaha tersebut berada di bawah satu
kendali atau satu grup karena dimiliki oleh Saudara
Vino Oktaviano selaku Direktur Jaya Wijaya Coperation
sebagaimana telah secara jelas diakui oleh Saudara
Vino Oktaviano dan Saudara Reydo Nugroho selaku
Direktur PT. Mellindo Bhakti Persadatama sebagaimana

telah diakui dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan. -------

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sejatinya
merupakan pesaing satu sama lain dalam pelelangan ini

tetapi ternyata mereka berada dalam satu kendali. ------

Bahwa tindakan kerjasama antara PT Mellindo Bhakti
Persadatama = (Terlapor ' ) dan PT Jaya Wijaya
Coperation . (Terlapor < IlI) ~dalam mempersiapkan
dokumen penawaran merupakan suatu tindakan

kerjasama yang menciptakan persaingan semu. ----------

Bahwa  dengan demikian Unsur Persekongkolan

Horizontal terpenuhi. --===--------—-——cmommm
Persekongkolan Vertikal -------------mmmmmmmmmmmm

Bahwa  persekongkolan vertikal Perkara Nomor
05/KPPU-L/2018 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan
(Terlapor I) dan PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) serta PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor
III) dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi
Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu -
Lungkuh Layang — Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan

Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah
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Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pada fakta-fakta

dan analisis sebagai berikut: --------------mmmmcmme -

1)

Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) mengugurkan

PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas

Mandiri tanpa dasar atau alasan yang tepat.----------

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Bahwa Pokja Pengadaan (terlapor I) menyatakan
bahwa harga penawaran PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi
Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri tidak
wajar karena kurang dari 80% (delapan puluh
persen) dari HPS sebagaimana telah diuraikan
pada Bagian Fakta Kronologi di atas dari

Kesimpulan ini. ------=--=---=—=—sememe e

Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Pokja
Pengadaan (Terlapor 1) melakukan @ evaluasi
kewajaran harga terhadap PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi
Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri. -----

Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan (Terlapor I)
mengugurkan PT Ganisha Dwi Utama dengan
alasan koefisien alat tidak sama dengan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga
Satuan Pekerjaan (AHSP) yang  tidak

dicantumkan dalam dokumen pengadaan. ------

Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I)
mengugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri
dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri
PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa
Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak

dicantumkan dalam dokumen pengadaan. ------

Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I)
mengugurkan PT Jaya Wijaya Coperation

(terlapor 1III) dengan menggunakan dasar
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Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016
tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
yang tidak dicantumkan dalam dokumen

pengadaan. ---------mmm oo s

Bahwa Ahli dari LKPP dalam Persidangan
berpendapat bahwa dalam pelelangan yang
bersifat lumpsum tidak diperlukan lagi analisa
kewajaran harga, karena yang dibutuhkan
adalah hasil bukan cara pengerjaan sedangkan
setiap penyedia jasa atau peserta lelang/tender
memiliki strategi yang berbeda dalam membuat
dokumen penawaran atau  menyelesaikan

pekerjaany’ Bt m oot AL

Selanjutnya Ahli LKPP juga berpendapat jika
Pokja Pengadaan (Terlapor I) berkeinginan
menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor
28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan
Pekerjaan  (AHSP)  sebagai alat untuk
mengevaluasi, seharusnya ketentuan tersebut
dinyatakan @ secara jelas dan tegas dalam

dokumen pengadaan.-----------------------mmmoo——-

Tidak dinyatakannya aturan tersebut secara
tegas dalam dokumen pengadaan menyebabkan
PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT
Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas
Mandiri harga penawarannya dinyatakan tidak

wajar oleh Pokja Pengadaan (Terlapor I). ---------

Bahwa tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I)
dengan menyatakan harga penawaran tidak
wajar/mengugurkan PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT
Multi Karya Primas Mandiri, yang mana
memiliki nilai penawaran yang lebih rendah
dari PT Mellindo Bhakti Persadatama

(Terlapor 1I), adalah dalam rangka memfasilitasi
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PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)

untuk menjadi pemenang lelang/tender perkara

Bahwa persekongkolan antara PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya
Wijaya Coperation (Terlapor III) tidak cukup
untuk menempatkan PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) atau PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) sebagai pemenang

karena harga penawaraan ternyata cukup

Bahwa untuk itu diperlukan peran
serta/campur tangan Pokja Pengadaan
(Terlapor 1) agar PT Mellindo @ Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dapat = menjadi

pememang dalam pelelangan. --==---=-=—-------———-

Apalagi adanya pengakuan sukarela Direktur
PT. Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam
proses penyelidikan mengenai pemberian fee 1
(satu) . persen  kepada Pokja Pengadaan
(Terlapor 1) meskipun pengakuan tersebut

dicabut dalam Persidangan. ----=-----==---=----——--

Tim Investigator tidak sependapat dengan
pencabutan @ pengakuan = tersebut karena
pemeriksaan  dalam  tahap  penyelidikan,
dilakukan - ketika Direktur PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) dalam keadaan sehat
jasmani rohani, dalam kehendak yang
bebas/sukarela tanpa ada tipuan/muslihat,
ancaman atau paksaan dari investigator
penyelidik dan berita acara penyelidikan diparaf
dan ditandatangani setelah diperiksa dan
dibaca oleh Direktur PT Jaya Wijaya
(Terlapor III). —---mmmmmmmm oo
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Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) memfasilitasi

persekongkolan PT Mellindo Bhakti Persadatama

(Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor

111)

dengan tidak melakukan evaluasi dokumen

penawaran dengan benar. --------------mmmmmmmmmmmmmo-

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

Bahwa Ahli LKPP berpendapat Perpres Nomor
54 Tahun 2010 mengandung prinsip bersaing
sebagai implementasi dari persaingan usaha
yang sehat dan Pokja Pengadaan bisa dikatakan
sebagai filter atau penyaring dalam indikasi
persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa.
Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 83 ayat

(1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. ------

Bahwa maksud filter adalah agar dalam proses
pengadaan diharapkan mendapatkan hasil yang

terbaik dengan meniadakan persekongkolan.

Bahwa Ahli LKPP juga menyatakan Pokja
Pengadaan (Terlapor I) diberikan kewenangan
mencari  indikasi  persekongkolan  dalam
cakupan yang  seluas-luasnya. Dilihat dari
administrasi, teknis dan harganya, sehingga
Pokja Pengadaan (Terlapor I) harus mempelajari
seluruh dokumen yang diajukan oleh peserta

pelelangan. -—----—--==-—c-mmommm o

Bahwa dalam hal ditemukan adanya indikasi
persekongkolan  maka  Pokja  Pengadaan
(Terlapor I) menyatakan pelelangan gagal
sebagaimana diatur adalam Pasal 83 ayat (1)

huruf e: yang pada pokoknya berbunyi: ---------

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/
indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih lanjut
menyebutkan indikasi persekongkolan sebagai

berikut: --------mm
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Indikasi persekongkolan antar Penyedia
Barang/Jasa  harus dipenuhi sekurang-
kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara
lain: metode kerja, bahan, alat, analisa
pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau
spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/
tipe/ jenis) dan/atau dukungan teknis;

2. seluruh  penawaran dari  Penyedia
mendekati HPS;

3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia
Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu)
kendali;

4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/
kesalahan pengetikan, susunan, dan
format penulisan;

9. jaminan = penawaran dikeluarkan = dari
penjamin yang sama.-dengan nomor seri
yang berurutan.

Bahwa dengan fungsi Pokja Pengadaan yang
merupakan filter atau penyaring dalam proses
pengadaan untuk mendapatkan hasil terbaik
telah diberikan kewenangan untuk menemukan
adanya indikasi persekongkolan dan
membatalkan pelelangan apabila menemukan 2

(dua) indikasi tersebut. --------------mmcmmmmmmo-

Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) telah
mengakui  tidak membandingkan seluruh
dokumen penawaran dari peserta pelelangan

ketika melakukan evaluasi. --—--—--——————————-————-

Bahwa dengan = kewenangan yang dimiliki
seharusnya Pokja Pengadaan (Terlapor I
memeriksa seluruh dokumen penawaran dari
peserta lelang secara teliti dan seksama apalagi
personil-personil dalam Pokja Pengadaan
(Terlapor I) merupakan orang-orang yang telah
mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikasi

serta berpengalaman dibidangnya. ----------------

Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) bertindal

kritis dan detil dalam mengevaluasi dokumen
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penawaran PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi
Karya Primas Mandiri serta menggunakan
peraturan yang tidak tercantum dalam
dokumen lelang dalam mengevaluasi, namun
mengabaikan dokumen penawaran PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya
Wijaya Coperation (Terlapor IIl) yang memiliki
banyak kesamaan penulisan serta kesalahan
pengetikan yang merupakan dua indikasi
persekongkolan sebagaimana tertulis dalam
dokumen  pengadaan yag telah dibuatnya

sendiri. —=--—---mmmmmmmmmm oo

(10) Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari LKPP,
dan  keterangan -~ atau pengakuan  Pokja
Pengadaan (Terlapor I) maka Terlapor I sudah
memfasilitasi dengan melakukan pembiaran
dan mengabaikan adanya  persekongkolan
horizontal yang dilakukan PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) dengan bukti-bukti
diantaranya terkait dengan kesamaan
penulisan dan kesalahan pengetikan di dalam
metode pelaksanaan = PT- Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor II). --------------cmmcmmmm

Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyatakan
terdapat tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) tidak
melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar
merupakan tindakan memfasilitasi atau membiarkan
atau mengabaikan adanya persekongkolan horisontal
antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III).--------------

Bahwa tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor 1)
mengugurkan PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi

Karya Primas Mandiri tanpa dasar atau alasan yang

72 -



8.34.5.

SALINAN

tepat dan memfasilitasi persekongkolan PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) dengan tidak melakukan
evaluasi dokumen penawaran dengan benar merupakan

tindakan bentuk persekongkolan vertical. -----------------

Bahwa dengan demikian terbukti adanya
persekongkolan horisontal yang didukung/ ditambah
dengan persekongkolan vertikal, karena persekongkolan
horisontal tidak cukup untuk memenangkan PT

Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II).-----------------
Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait

dengan Pelaku Usaha Lain. ---------===--==oscoccmc——_

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain
adalah: --=====—-m— o

1) PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan
Jendral © Sudirman Nomor 05 Palangka Raya,
Kalimantan Tengahyang didirikan berdasarkan Akta
Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 di
hadapan - Notaris  Irwan  Junaidi, S.H., dengan
perubahan = terakhir dengan Akta Perusahaan
Nomor28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris
Agustri Paruna,, S.H. dan kegiatan usahanya antara
lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya
(kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan

landas pacu bandara. --------------mmmmmmmm

2) Dalam prakteknya, PT Jaya Wijaya Coperation telah
menjadi peserta dalam Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin

Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien.

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain

terpenuhi. —-----mm s
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Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Yang Terkait

Dengan Pelaku Usaha Lain adalah: ---------------cccmcuev

1) Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017
atau Pokja Pengadaan (Terlapor I) sebagaimana telah
diuraikan pada Bagian Identitas Para Terlapor pada

Kesimpulan ini. ----------mmmmmmm o

2) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) bukan
merupakan peserta pelelangan namun merupakan

pihak yang terkait dengan pelelangan. -----------------

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain
dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha

Lain terpenuhi. -—==-=-=-———==cmmomm o

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang

Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan

atau Menentukan Pemenang Tender adalah: --------------

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
tender secara bersekongkol yang  bertujuan untuk
menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya
dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu

dengan berbagai cara’.

Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang
tender dalam perkara a quo terkait Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan
Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien, Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 antara lain:

1) Adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen
Penawaran dalam mengikuti Lelang Preservasi
Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin

Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang — Kalahien,
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Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017
oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
dengan PT Jaya Wijaya (Terlapor III). --------------—---

Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Mellindo
Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya
Wijaya (Terlapor III) adalah dalam rangka
memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor 1II) pada Lelang Preservasi Rekonstruksi
Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu
— Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. ----------

Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah,
Tahun Anggaran 2017 telah memfasilitasi adanya
persekongkolan antara PT  Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya
(Terlapor 1III) dengan cara melakukan pembiaran
atau  tidak menjalankan tugasnya sebagai Pokja
Pengadaan untuk mengantisipasi adanya
persekongkolan dalam Lelang Preservasi
Rekonstruksi ~Jalan dan. .  Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu = Lungkuh Layang — Kalahien,
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Bahwa tindakan Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja)
Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan
Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah, Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang
dijelaskan di atas merupakan dalam rangka untuk
memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor 1II) dalam lelang Lelang Preservasi

Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
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Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien,
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau

menentukan pemenang tender terpenuhi. -----------------

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----------------—--——-

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur

persaingan usaha tidak sehat adalah: ---------=-----—--——--

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau

menghambat persaingan usaha’.

Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT
Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) - (persekongkolan
horizontal) dan/atau PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor
III) dengan Terlapor I (gabungan persekongkolan
horizontal dan vertikal) merupakan tindakan tidak jujur
dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan

usaba-tidak 'sehat; 5 s =3 b e

Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak

sehat terpenuhi. ~-=--=ommsm e

Mengenai Dampak Persaingan ---------------—----commmuuo—

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang
dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta
tender dengan Pokja Pengadaan Terlapor I secara jelas
telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat
dalam proses tender itu sendiri karena merupakan
tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau
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setidak-tidaknya menciptakan persaingan semu yang
berakibat pada tidak adanya persaingan dalam tender

tersebut. —-----mm oo

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan terdapat peserta
tender yang digugurkan dengan selisih harga
penawaran yang jauh lebih murah dibandingkan dengan
pemenang PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)
yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha

Dwi Utama sebagaimana di tabel berikut:--------------—---

No

Nama

Perusahaan

Harga Harga
Penawaran(Rupiah | Terkoreksi(Rupiah Lulus Keterangan
/Rp) /Rp)

PT Multi Karya
Primas Mandiri

23.166.180.000,- 23!166.558.000,- Setelah
diklarifikasi
kewajaran harga
dalam hal harga
penawaran
nilainya dibawah
80% HPS,
disimpulkan
Harga Penawaran
Tidak Wajar dan

gugur harga

PT Mellindo

Bhakti

Persadatama

28.750.000.000,- 28.749.997.000,- Lulus

PT Jaya Wijaya
Coperation

21.2'70.000.000;- 21.269.998.000,- Setelah
diklarifikasi
kewajaran harga
dalam hal harga
penawaran
nilainya dibawah
80% HPS,
disimpulkan
Harga Penawaran
Tidak Wajar dan
gugur harga

PT Ganisha Dwi

Utama

21.842.283.000,- 21.842.280.000,- Setelah
diklarifikasi
kewajaran harga
dalam hal harga
penawaran
nilainya dibawah
80% HPS,
disimpulkan
Harga Penawaran
Tidak Wajar dan

gugur harga

Dengan perhitungan selisih pemenang PT Mellindo

Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Multi Karya
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Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama adalah

sebagai berikut:

1) Selisih Harga Penawaran PT Mellindo

Bhakti

Persadatama (Terlapor II) dengan PT Multi Karya

Primas Mandiri

No Nama Perusahaan

Harga Penawaran

Harga Terkoreksi

1. PT Multi Karya Primas
Mandiri

Rp. 23.166.180.000,00

Rp. 23.166.558.000,00

2. PT Mellindo Bhakti
Persadatama

(Terlapor II)

Rp. 28.750.000.000,00

Rp. 28.749.997.000,00

Total selisih(harga Penawaran

Rp.5:583.439.000

Terkoreksi)
2) Selisih Harga = Penawaran PT - Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor II) dengan PT Ganisha Dwi Utama
No Nama Perusahaan Harga Penawaran Harga Terkoreksi

1. PT Mellindo Bhakti
Persadatama (Terlapor
1I)

Rp. 28.750.000.000,00

Rp.28.749.997.000,00

2. PT Ganisha Dwi
Utama

Rp. 21.842.283.000,00

Rp-21.842.280.000,00

Total selisih(Harga
Penawaran Terkoreksi)

Rp. 6.907.717.000

Bahwa dengan uraian tabel diatas Pokja Pengadaan
(Terlapor 1) telah mengabaikan prinsip Pengadaan
yang adalah

sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 Peraturan

barang/jasa salah = satunya efisien

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
dan penjelasannya.
adalah:

Bahwa yang dimaksud efisien
“Pengadaan barang/jasa harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan

kualitas yang maksimum”™;-------=--=---mmmmmmmmmmmm
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Bahwa dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen
dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh
Layang - Kalahien menerima harga penawaran
pemenang PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)

dengan selisih harga penawaran lebih mahal. -------------

KESIMPULAN oo

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Tim
Investigator menyimpulkan terdapat bukti yang cukup adanya
pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang -
Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
[I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. yang
dilakukan oleh & =—-==---———commm o

1) Terlapor I, Kelompok  Kerja (Pokja) =~ Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran

2). Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama. ---------------

3) = Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation. ---------------------

Menimbang bahwa Terlapor I ~menyerahkan kesimpulan Hasil

Persidangan yang pada pokoknya menyatakan (vide bukti TI. 11): -------

9.1.

Fakta-fakta Persidangan -------------—-mmmmmmmmmm

Bahwa Fakta-fakta persidangan ini dikemukakan Kuasa Hukum
dari Terlapor I/ POKJA mengacu pada Dokumen-dokumen, Surat-
surat, serta, yang telah disampaikan dalam persidangan dan
keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Para Terlapor
(Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III) sehingga diperoleh fakta

sebagai berikut : -------mmmm
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FAKTA TENTANG LEGALITAS TERLAPOR I --------------mmmmmmo -

Bahwa Legalitas Terlapor I ditunjuk selaku Panitia Lelang atau
Kelompok Kerja atas Paket Paket atau Proyek Paket Lelang
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahaien pada
satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi
Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor : 013/KPTS/ULP,23/2016 tertanggal
05 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
II di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, pada
lampiran I keputusan tersebut menerangkan Susunan
Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) dan paket
pekerjaan (Bukti T.1-1) adalah sebagai berikut : -----=-------——-——-

a. Susunan Ke Anggotaan Pokja :

Nama Anggota Pokja NIP Jabatan

ROOSWANDY JUNIAWAN,ST 197406171999031006 Ketua

LILI WALTER MASAL, ST.-MT 197908102009012005 Sekretaris

Ir BUDIANTORO PURWONUGROHO |:196112091993031009 Anggota

GAZALI RAKHMAN, ST 197007272008121001 Anggota

DAVIES RAHUSAN SALOH, ST 197111242007011004 Anggota

RESLIANA APRISA, SE 197804292009012001 Anggota

ERLIN MEYER, ST 197405222009111001 Anggota

b. Daftar Paket Pekerjaan :

Nama Paket

Pagu Dana

Preservasi Rekonstruksi ' Jalan Puruk . Cahu-
P.Punjung BTS Kota Muara Teweh + Jalan Dalam
Kota Muara Teweg

Rp.

18.968.450.000,-

Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas
Puruk Cahu- P.Pujung- BTS Kota Muara Teweh
Benangin- Lampeong BTS Prov Kalimantan Timur

Rp.

20.000.000.000,-

Preservasi Rekonstruksi Jalan Malaweken- BTS Kota
Muara Teweh-Benangin

Rp.

18.354.100.000,-

Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin- Lampeong
— BTS Provinsi Kalimantan Timur

Rp.

23.863.100.000,-

Preservasi Rekonstruksi Jalan BTS- Kota Muara
Teweh-Kandul-Patas- Ampabh.

Rp.

19.041.450.000,-

Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya —
Bagugus- Bukit Batu

Rp.

46.144.735.000,-

Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-
Lungkuh-Kahaein

Rp.

39.764.335.000,-

Preservasi Rekonstruksi Jalan Kahaein - Buntok

Rp.

28.385.367.000,-

Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Luas
Palangkaraya Buntok- Ampah

Rp.

4.800.000.000,-
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Bahwa terdapat kesalahan Pengetikan nama Lili Walter Masal,

ST.MT seharusnya yang benar namanya adalah LILY Walter

Masal. ST,MT sebagaimana Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana

Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah (Bukti T.1-
2) sehingga Kalahaien pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III permohonan perubahan atas inisial nama
tersebut sehingga terbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian
Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat = Nomor

023/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 04 November 2016 dengan

adanya perbaikan nama sekretaris adalah LILY Walter Masal.

ST,MT serta adanya perubahan anggaran atau pagu dana pada
setiap - paket pekerjaan, khusus dalam perkara ini paket
Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh-Kalahien
yang semula pagu dananya sebesar Rp.39.764.335.000,-
berubah menjadi pagu dananya yaitu : RP. 29.392.260.000,-
(Bukti T.1 - 3 dan Bukti T.I-4), oo

Bahwa ditengah perjalanan Pokja terjadi perubahan lagi yaitu
Sekretaris Pokja yang bernama LILY WALTER MASAL, ST.MT
diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan
Surat Keputusan Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30
Desember 2016, sehingga tidak dapat melaksanakan Tufoksinya
sebagai Pokja dalam perkara ini sehingga terbitlah Surat
Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi
Kalimantan - Tengah = Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor : 001 /KPTS/ULP-23/2017 tanggal 12
Januari 2017 tentang atas lampiran Keputusan Kepala Unit
Layanan Pengadaan (ULP)Kalimantan Tengah Nomor

023/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 tentang
Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Kalahaien pada satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi
Kalimantan Tengah di Lingkungan Direktorat Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2017 sehingga terjadi perubahan susunan Pokja dan

besaran Paket lelang (Bukti T.1 -5) sebagai berikut : --------------

-81 -



SALINAN

No Nama Anggota Pokja NIP Jabatan
1 ROOSWANDY JUNIAWAN,ST 197406171999031006 Ketua

2 GAZALI RAKHMAN, ST 197007272008121001 Sekretaris
3 Ir BUDIANTORO PURWONUGROHO 196112091993031009 Anggota

4 MAISIR ALAM, ST 197510122009111001 Anggota

S DAVIES RAHUSAN SALOH, ST 197111242007011004 Anggota

6 RESLIANA APRISA, SE 197804292009012001 Anggota

7 ERLIN MEYER, ST 197405222009111001 Anggota

9.3.

Bahwa proses adanya lelang dini dan adanya pengantian Pokja
serta perubahan pagu angggaran atas paket Preservasi
Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh-Kalahien telah
dibenarkan oleh Saksi M. Tasdik selakuKepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan

Bahwa lelang yang dilaksanakan Pokja merupakan Pelaksanaan
Lelang Dini Tahun anggaran 2017, artinya “pelaksanaan Lelang
dapat batal dengan sendirimya jika anggaran atas paket pekerjaan
yang dilelang atau ditenderkan kepada pelaku usaha atau peserta
Penyedia barang/jasa, apabila alokasi dalam dokumen anggaran
(DIPA ~TA.2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak
mencukupi, maka  Pengadaan - Barang/Jasa dan Penyedia
Barang/Jasa - tidak ~dapat menuntut ganti rugi ~dalam bentuk
apapun’.(Bukti T.1 - 6)

Bahwa pada. perlelangan ini Terlapor I atau Pokja berpedoman
Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Juncto PUPR
nomor : 31/PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015, tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Sesuai dengan Pasal
9 point (2) yang berbunyi : “Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Konsultasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan
dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri ini ”.(Bukti T.I -7) ~—--------—--—--——-
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Bahwa atas Surat Keputusan Terlapor I yang telah ditunjuk

mekanisme

sebagaimana mestinya yaitu mengunakan sistem Aplikasi LPSE

melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektoknik

atasatas Paket Paket atau Proyek Paket Lelang Preservasi

Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit

Batu - Lungkuh Layang - Kahaien pada satuan Kerja Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

2017 dengan dengan Jadwal Pelaksanaan yaitu :

Tanggal kegiatan

No Tahapan kegiatan Mulai kegiatan /| Akhir kegiatan
1 | Pengumuman Paska Kualifikasi dan syarat-syarat 19-12-2016 26 -12-2016
serta dokumen lelang pukul 22.00 Pukul 23.59
2 | Download Dokumen Pengadaan 19-12-2016 30-12-2016
Pukul 22.01 Pukul 08.00
3 | Aarwijzing/ Penjelasan 23-12-2016 23-12-2016
Pukul 09.00 Pukul 14.00
4 | Pemasukan/ Upload 23-12-2016 30-12-2016
Pukul 14.01 Pukul 09.59
5 | Pembukaan Dokumen Penawaran 30-12-2016 12-01-2017
Pukul 10.00 Pukul 23.59
6 | Evaluasi Penawaran 30-12-2016 10-03-2017
Pukul 10.01 Pukul 23.59
7 | Evaluasi Dokumen Kualifikasi 30-12-2016 10-03-2017
Pukul 10.02 Pukul 23.59
8 | Pembukaan atau pembuktian Kualifikasi 03-01-2017 10-03-2017
Pukul 00.00 Pukul 23.59
9 | Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 04-01-2017 10-03-2017
Pukul 00.00 Pukul 23.59
10 | Penetapan Pemenang 05-01-2017 10-03-2017
Pukul 00.00 Pukul 23.59
11 | Pengumuman Pemenang 05-01-2017 10-03-2017
Pukul 00:00 Pukul 23.59
12 | Masa sanggah hasil Lelang 11-03-2017 15-03-2017
Pukul 00.00 Pukul 14.00
13 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa 16-03-2017 17-03-2017
Pukul 00.00 Pukul 23.59
14 | Penanda-tanganan Kontrak 20-03-2017 24-03-2017
Pukul 00.00 Pukul 23.59

Bahwa pada tahap Pendaftaran Lelang terdapat 19 Pelaku Usaha

yang mendaftar dan yang melakukan Upload atau memasukan

dokumen penawaran hanya 6 (enam) Pelaku usaha yaitu : -------

Nama Perusahaan

Tanggal upload

PT.Mellindo Bhakti Persadatama

29 Desember 2016 Pukul 15.26

PT.Ganisha Dwi Utama

29 Desember 2016 Pukul 21.44

PT.Jaya Wijaya Coperation

29 Desember 2016 Pukul 21.49

PT.Multi Karya Primas Mandiri

30 Desember 2016 Pukul 03.12

PT.Lyhamulik Bengkang Turan

30 Desember 2016 Pukul 09.57

O\ U, |WIN|—Z
o

PT. Sampaga Karya Persada

31 Desember 2016 Pukul 00.12
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Bahwa terhadap pelaku atau penyedia barang/jasa yang telah
mengupload dokumen penawaran, maka Terlapor I selaku Pokja
melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : -------------------——-

Melakukan Evaluasi Aritmatik

Melakukan Evaluasi Administrasi

Melakukan Evaluasi Teknis

Melakukan Evaluasi Biaya (harga Penawaran)
Melakukan Tahap Evaluasi Kualifikasi

Melakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang

ok =

Bahwa Terlapor I atau Panitia Lelang melakukan evaluasi atas
dokumen-dokumen penawaran yang diupload oleh Pelaku usaha
tersebut diatas secara manual dengan mempelajari berkas-
berkas yang dijadikan, lampiran dalam penawaran tersebut

dengan mekanisme/evaluasi dan menghasilkan sebagai berikut :

a. EVALUASI ADMINISTRASI (Bukti T.1- 8)

_ Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

No Peserta Lulus Alasan
PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI L

PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA v
PT. JAYA WDJAYA COPERATION v
PT. GANISHA DWI UTAMA v
PT.IYHAMULIK BENGKANG TURAN File Penawaran tidak lengkap (hanya ada surat penawaran)
PT. SAMPAGA KARYA PERSADA

bW N e

4

b. EVALUASI TEKNIS

Has# Evaluast Pelang (Ivalaasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Teknis
No Peserta Teknis Lulus Alasan
1 PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI
2 PT.MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA
3 PT. JAYA WIJAYA COPERATION
4
5

L W B

PT. GANISHA DWI UTAMA

peralatan tidak memenuhi syarat (sudah digunakan pada paket pekerjaan yang lain

ET. SAMPAGI BARYA PERSAD dan tidak ada kontrak sewa peralatan)

c. EVALUASI HARGA

HasHl Evaluasi Lelang (Evaluash Ke 1}

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Harga
No Peserta Harga Penawaran  Harga Terkoreksi  Lulus Alasan
setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran
PT. MULTI KARYA Rp Rp o
1 . nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak
PRIMAS MANDIRI 23.166.180.000,00 23.166.558.000,00 VWajar dan gugur harga
3 PT. MELLINDO BHAKTI Rp RD
PERSADATAMA 28,750.000.000,00  28,749.997.000,00
setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran
PT. JAYA WIIAYA Rp Rp " . =
3 COPERATION 21.270.000.000,00  21,269.998.000,00 nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak

Wajar dan gugur harga

setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran

PT. GANISHA DWI Rp Rp .
4 nilainya dibawah 80% HPS, disimpulican Harga Penawaran Tidak
UTAMA 21,842.283,000,00  21.842.280.000,00 Wajar dan gugur harga
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PT. Mellindo Bhakti Persada dengan harga penawaran terkoreksi
sebesar Rp. 28.749.997.000,- dinyatakan lulus.

d. EVALUASI KUALIFIKASI

e. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG

Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan pada
tanggal 10 Maret 2017 dengan PT Mellindo Bhakti Persada
sebagai PEMENANG TENDER

f. Penanda-tangan Kontrak Kerja

Pokja setelah menetapkan Terlapor II/PT.,Mellindo Bhakti
Persada, kemudian Pokja selaku terlapor I melaksanakan
tugasnya memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan oleh PPK dibuatkanlah Kontrak Karja setelah dibuat
Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat
SPBJ Nomor : KU.03.01/SATKER-WIL.III /PPK.PR-
AMP/SPPBJ/III/2017/100, fakta ini dibenarkan saksi Darmono
selaku Pejabat PPK atas proyek a-quo dihadapan Majelis Komisi
dipersidangan. ——---------====- oo
Bahwa  setelah dilakukan Penetapan dan Pengumuman
Pemenang Paket a-quo ada 1 (satu) Pelaku Usaha melakukan
Upaya Sanggah atas digugurkan perusahaannya dalam paket
lelang tersebut yaitu : PT.. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI
dengan harga penawaran Rp. 23.166.180.000 yang dinyatakan
gugur ~harga setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga
dilakukan bila penawaran harga dibawah 80 % HPS dari harga
paket tender/lelang pekerjaan sebesar RP. 29.392.260.000,-

sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan terkait tentang
pengadaan barang dan Jasa.------------mmmmm oo oo
Bahwa Terlapor I/Pokja menggugurkan 3 penyedia Barang/Jasa
yang menawar di bawah 80% HPS dengan alasan harga tidak
Wajar pada @ ----mmm oo
e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Pasal 66 angka 5 huruf a yang menyatakan “HPS

digunakan sebagai alat wuntuk menilai kewajaran
penawaran termasuk rinciannya, (Bukti T.1- 9 )
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e Juncto PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman
Penggadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
pada pasal 6 C angka 2 dan lampirannya Buku Pedoman
Pekerjaan Konstruksi yang mengaturtentang tahapan-
tahapan dalam evaluasi kewajaran harga. (T.1- 10)

e Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4 menyatakan : AHPS
merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan
harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang
tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai
kewajaran” (Bukti T.1- 11)

Alasan Pokja menggunakan Permen PUPR Nomor
28/PRT/M/2016  dalam  mengkoreksi kuantitas/koefisien
penawaran penyedia dalam evaluasi pewajaran harga adalah
sesuai dengan ketentuan yang ada pada lampiran Permen PUPR
NOMOR : 31/PRT/M2015, yaitu buku pedoman pekerjaan
kontruksi pada bagian lampiran tahapan evaluasi kewajaran
harga, 4 halaman 56 yang berbunyi “apabila pada penjelasannya
sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat
memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koefisien tersebut
dapat digunakan, jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan
penyedia Jasa menelaah kuantitasKoefisein agar dapat dinyakini
bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi
spesifikasi teknis, kuantitas/koefisien yang diperoleh menjadi
kuantitas/koefisien hasil klarifikasi”. ----=-==-====—c-—cmemmem—
Dari Paragraf kedua angka 4 tersebut, terdapat kalimat yang
berbunyi : “ Jika tidak maka Pokja dan penyedia Jasa menelaah
kuantitasKoefisein “agar dapat dinyakini bersama dapat
memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis,
kuantitas/koefisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koefisien
hasil klarifikasi ¢ --------=——=———mmmm
Dari kalimat “memenuhi persyaratan” diartikan Pokja bahwa
kuantitas/koefisien = yang ditawar  harus memmenuhi
persyaratan, sesuai peraturan, diman aperaturan yang mengatur
tentang kuantitas/koefisien dalam perhitungan analisa harga

satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum hanya ada pada
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Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang pedoman analisa
harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. ------------------
Dalam perhitungan evaluasi pewajaran dan harga, nilai
keuntungan dan PPN tidak diperhitungkan, sesuai lampiran
Permen PUPR NOMOR : 31/PRT/M/2015,yaitu buku pedoman
pekerjaan kontruksi pada lampiran tahapan evaluasi kewajaran
harga angka 6 sampai dengan angka 9 halaman 56 yang
berbunyi: ---------mm s
6. Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koefisien
dan harga satuan dasar hasil klarifikasi selanjutnya dapati
dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata

pembayaran - utama  tidka perlu dihitung dengan
keuntungannya.

7. kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran
yang bukan mata pembyaran utama dengan mengurangi
biaya keuntungan, sehingga diperoleh ~harga satuan
penawaran . yang bukan mata pembayaran tanpa
keuntungan.

8. harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6 , dimasukkan
pada tabel daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi
sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa keuntungan
yang wajar/real dapat dilaksanakan.

9. bandingkanlah total harga paa daftra kuantitas dan harga
hasil klarifikasi dengan total penawaran tanpa PPN.

Bahwa atas sanggahan pelaku usaha yaitu PT MULTI KARYA
PRIMAS MANDIRI tersebut, Terlapor I telah mempergunakan
hak jawab atau klarifikasi atas sanggahan tersebut, yang
melakukan penghitungan Koefisien alat dengan mengacu pada
Permen PURR Nomor 28 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, yang mana
setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga diperoleh total harga
hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran maka
harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.
Adapun hasil klarifikasi kewajaran harga PT MULTI KARYA
PRIMAS MANDIRI adalah sebagai berikut :---------------——-— oo

Nilai harga penawaran penyedia tanpa keuntungan dantanpa
PPN = Rp. 20.453.010.697,80
Nilai harga hasil klarifikasi = Rp. 20.826.691.589,61
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Hasil perhitungan tersebut diatas dapat dilihat pada berita acara
klarifikasi evaluasi kewajaran harga paket Preveservasi
Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit
Batu-Lungkuh Layang- Kalahien Nomor
KU.03/01/POKJA/KALTENG-WILIII/II/2017/401 tanggal 23
Februari 2019, --------m-mmrmm e
Bahwa harga hasil klarifikasi Rp. 20.826.691.589,61 lebih tinggi
dari harga penawaran penyedia setelah dikurangi keuntungan
dan tanpa PPN (Rp. 20.453.010.697,80) sehingga mengacu pada
PERMEN PURR NOMOR 31/PRT/M2015 a-quo pada Pasal 6c
angka 3 menyatakan : “Apabila total harga penawaran yang
diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar
dan gugur harga”, maka PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI
dinyatakan gugur harga. (Bukti T.I- 12) --—--—--—=—c-cceo e
Bahwa tindakan-tindakan Terlapor I/Pokja dalam mengugurkan
PT. PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI yang mengacu pada
PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan
Ketiga ~ Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Penggadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Juncto Permen PURR
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terdapat koreksi untuk
perhitungan koefisien peralatan dan perhitungan uraian analisa
alat dengan kesimpulan adalah sebagai berikut : -------------------
Faktor Efesiensi Alat (Fa) alat Motor Grader disesuaikan dengan
Faktor Efesiensi -Alat (Fa) yang ada dalam Permen PUPR
28/PRT/M/2016 ( Bukti T.I - 13 ,pada Tabel 12)Penyedia tidak
memasukan tebal padat aggregat pada rumus perhitungan
kapasitas produksi per jam alat Vibrator Roller, dimana dalam
Permen PUPR 28/PRT/M/2016 tebal padat aggregat masuk
dalam perhitungan rumus Kapasitas produksi/jam alat (rumus
tersebut dapat dilihat pada VideBukti T.I — 13, Bagian 1 : Analisis
Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Umum, halaman 50). ------
Terdapat koreksi penjumlahan waktu siklus peralatan Wheel

Loader sehingga nilai koefisien alat berubah. -------------—--=——-————
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Memasukan nilai Biaya Pengembalian Modal peralatan yang
semula adalah O (nol) menjadi nilai rupiah sesuai rumus
perhitungan yang ada dalam Permen PUPR 28/PRT/M/2016
(rumus tersebut dapat dilihat pada Bukti T.I — 13, halaman 489).

Dari hasil koreksi-koreksi tersebut diatas didapat hasil
klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka
penawaran penyedia dinyatakan tidak wajar dan penawaran
dinyatakan gugur, sesuai Berita Acara Klarifikasi/Evaluasi
Kewajaran Harga Paket Preveservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-
Kalahien Nomor KU.03/01/POKJA/KALTENG-
WILIII/11/2017 /401 tanggal 23 Februari 2019. ----=-==-----mmcmeev
Bahwa tindakan Terlapor I yang mengugurkan PT Ganisha Dwi
Utama sebagai peserta tender juga dilakukan mengacu pada
regulasi sebagaimana yang diuraikan pada angka 12 diatas,
khususnya Permen PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor  07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan  Pedoman
Penggadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan
Permen PURR Nomor 28 /PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, dimana
didapat harga hasil klarifikasi sebagai berikut : ------------------——-
Nilai harga penawaran penyedia tanpa Keuntungan dan tanpa
PPN = Rp. 18.763.260.470,73 --------- s oo oo
Nilai Harga Hasil Klarifikasi = Rp. 18.957.879.052,50 -------------
Bahwa Hasil Harga klarifikasi (Rp. 18.957.879.052,50) tersebut
lebih tinggi dari harga penawaran penyedia setelah dikurangi
keuntungan dan tanpa PPN (Rp. 18.763.260.470,73) sehingga
didapat hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran
maka penawaran penyedia PT GANISHA DWI UTAMA dinyatakan
tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur sesuai berita acara
klarifikasi/evaluasi kewajaran harga terlampir (Bukti T.1 -14)

contoh perbaikan koefisien : Pekerjaan Lapis Pondasi Aggregat

Faktor Efesiensi Alat (Fa) Hasil Perbaikan
No. Nama Alat Penawar.an Permen PUPR 28 Faktor Efesiensi
Penyedia Alat (Fa)
1 | Wheel Loader 0,85 0,83 0,83
2 | Dump Truck 0,85 0,83 0,83
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3 | Motor Grader 0,85 0,80 0,80
4 | Tandem Roller 0,85 0,83 0,83
5 | Water Tank 0,85 0,83 0,83

Koefisien Faktor Efesiensi Alat (Fa) untuk beberapa peralatan

dalam Permen PUPR 28/PRT/M/2016 terlampir (Vide Bukti

Bahwa tindakan Terlapor [ selaku Pokja yang telah
menggugurkan Terlapor III/PT Jaya Wijaya Coperation
sebagai peserta tender juga dilakukan mengacu pada regulasi
sebagaimana yang diuraikan pada angka 10 diatas, khususnya
Permen PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Penggadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan  Permen PURR
Nomor 28/PRT/M /2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, dimana didapat harga hasil
klarifikasi sebagai berikut :-------—==--=-—mmmmmmmimem e
Nilai harga penawaran penyedia tanpa Keuntungan dan tanpa
PPN = Rp. 18.641.722.518,97 - - = ——mmmmm oo
Nilai harga Hasil Klarifikasi = Rp.22.136.852.022,15

Harga Hasil Klarifikasi (Rp. 22.136.852.022,15) lebih besar dari
nilai harga penawaran penyedia setelah dikurangi keuntungan
dan tanpa PPN (Rp. 18.641.722.518,97) sehingga didapat hasil
klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran maka
penawaran penyedia PT. JAYAWIJAYA menyatakan tidka wajar
dan penawaran dinyatakan gugur.-=------==----—mmmmmmmmmmmo
Pada saat dilakukan Kklarifikasi, PT. Jaya Wijaya Coperation
tidak dapat membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan
peralatan yang ditawarkan, maka Permen PERMEN PURR
NOMOR : 31/PRT/M2015 pada lampiran tahapan evaluasi
kewajaran harga, angka 5 menyebutkan : Jika Penyedia jasa tidak
dapat membuktikan harga satua dasar upah, bahan dan
peralatan, maka dicari harga satuan dasar yang ada dipasaran”
sehingga Terlapor [/Pokja memutuskan untuk mengunakan
harga satuan yang berasal dari OE/HPS yang mewakili harga
pasaran untuk dimasukan dalam perhitungan harga satuan

pekerjaan hasil klarifikasi sesuai dengan Perpres Nomor 54
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tahun 2010 Pada Pasal 66 angka 5 huruf a.Didapat hasil
klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka
penawaran penyedia dinyatakan tidak wajar dan penawaran
dinyatakan gugur, sesuai Berita Acara Klarifikasi/Evaluasi
Kewajaran Harga terlampir (Bukti T.15) -------------—--omcmmemmeee
Bahwa oleh karena itu Terlapor I dalam menetapkan PT. Mellido
Bhakti Persadatama atau Terlapor II sebagai pemenang dalam
Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu — Lungkuh Layang - Kahaien pada satuan
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara Objektif dan Profesional
serta menjunjung tinggi  integritas dalam < melaksanakan
tupoksinya dan adapun terjadi persekongkolan antara Terlapor
II . dan  Terlapor 1II ' dilakukan -secara Horizontal tanpa

sepengetahuan dan keterlibatan Terlapor I selaku Panitia Lelang.

FAKTA TENTANG TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN VERTIKAL
ANTARA TERLAPOR I DENGAN PESERTA TENDER ----------------

1) Bahwa Terlapor I dalam persidangan menerangkan : ----------

- Telah melaksanakan tupoksinya dalam lelang pengadaan
barang dan jasa hanya mengacu pada dokumen-dokumen
formil saja yaitu mengacu pada dokumen penawaran yang
di upload para peserta tender dan disesuaikan dengan
Peraturanyaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010, dan Permen
PURR tentang pengadaan barang dan jasa.

- Tidak pernah mengatur tentang siapa yang menjadi
pemenang dalam tender, disebabkan Terlapor 1 telah
menanda-tangani  fakta  integritas dalam = kegiatan
pengadaan barang/jasa melalui LPSE.

- Tidak pernah menerima pemberian apapun atau fee dari
Peserta lelang dalam rangka menetapkan pemenang lelang.

- Terlapor baru mengetahui adanya pemberian Fee setelah
adanya Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam perkara
ini, disebabkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim

Investigator tidak dipertanyakan atau dilakukan komprontir
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dengan Terlapor III sehubungan dengan adanya pemberian
fee oleh Terlapor III dalam rangka mencari kebenaran
materil atas pemberian fee tersebut, sebagaimana dapat
dilihat dari jawaban atau Tanggapan atas LDP tersebut.

2) Bahwa Terlapor II Ridho Nugroho selaku Direktur
PT.Mellindo Bhakti Persada dalam persidangan

menerangkan: ——------ oo

- Saudara Ridho Nugroho tidak pernah mengetahui atau
mendengar, bahwasanya PT.Melindo Bhakti Persada sudah
ditentukan dari awal selaku pemenang dalam paket yang
ditenderkan ini, apa lagi ada memberikan sesuatu kepada
Panitia atau Pokja.

- Pekerjaan Saudara Ridho Nugroho dalam Perseroan hanya
sebatas menanda-tangani surat-surat mengatas-namakan
PT.Melindo Bhakti Persada yaitu Penanda-tanganan
Kontrak, mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank,
mengurus Surat Garansi Bank, mengecek rekening koran.

- Saudara Ridho Nugroho didalam akta perseroan selain
menjabat selaku Direktur, memiliki saham perseroan, dan
pemilikan saham tersebut bentuknya merupakan saham
atas tunjuk dikarenakan  fakta sebenarnya PT.Mellindo
adalah merupakan milik dari Pak VINO OKTAVIANO dan
menerima gaji bulanan dari pak VINO.

- Saudara Ridho Nugroho membenarkan bahwa saksi yang
telah melakukan pengurusan seluruh dokumen-dokumen
berupa Surat Keterangan Dukungan Bank, Surat Garansi
Bank baik itu PT. Mellindo dan PT. Jaya Wijaya atas
perintah Pak VINO.

- Bahwa Saudara Ridho Nugrohomengetahui bahwasanya
yang mengupload seluruh dokumen-dokumen lelang adalah
Saudara Swadaya Taringan, Fahjrul Rahman, Dallih serta
pak Vino baik itu dokumen lelang PT. Melindo maupun
PT.Jaya Wijaya

- PT. Jaya Wijaya kantornya bersebelahan dengan kantor

PT.Mellindo yaitu PT. Jaya Wijaya jalan Sudirman No.5
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Palangka Raya sedangan alamat PT, Melindo Jalan
Sudirman Nomor 6 Palangka Raya

3) Bahwa Terlapor III/PT.Jaya Wijaya Coperation diwakili oleh

Direkturnya VINO  OKTAVIANO dalam  persidangan

menerangkan & —------mmm oo

- saudara Vino mengaku sebagai pemilik dari PT. Jaya Wijaya
dan PT.Melimdo, namun kepemilikan saham di PT.Melindo
diatas namakan pada saudara Ridho Nugroho dan Fahjrul
Rachman yang merupakan karyawannya (VINO Oktaviano)
saksi sendiri.

- saudara Vino yang mengendalikan operasional dari PT. Jaya
Wijaya dan PT. Melindo dalam mengikuti proses tender atau
lelang di propinsi Kalimantan Tengah.

- _~Saksi dalam mengikuti tender di Kalimantan Tengah selalu
menyertakan Perusahaan Pendamping yaitu PT. Melindo
atau PT Margo Utama, namun dalam paket ini yang
mengikuti tender adalah PT.Melindo dan PT.Jaya Wijaya.

- —saudara Vino dalam mengikuti tender berupaya secara
maksimal memenuhi syarat-syarat yang telah di Upload
oleh Pokja dalam pengumuman lelang pengadaan barang
dan Jasa yaitu pada Web LPSE lelang Kementrian PURR.

- PT.Melindo ditetapkan sebagai pemenang tidak ada diatur
atau pemberian sesuatu kepada Pokja atau Terlapor I.

- 'Bahwa saudara Vino mencabut keterangan dalam Berita
Acara Penyidikan yang dilakukan Investigator tentang
adanya pemberian Fee sebesar 1 % kepada Panitia atau
Pokja karena pemberian tersebut tidak pernah dilakukan
olehnya.

- Pencabutan keterangan pemberian fee tersebut diatas
dikarenakan saksi pada saat itu mengambarkan bahwa
saksi dalam melakukan peminjaman perusahaan sebagai
perusahaan pendamping yang dimenangkan tender
memberikan fee sebesar 1% sampai dengan 2 % disebabkan
perusahaan tersebut harus membayar pajak atas

dimenangkan tender tersebut, namun jika perusahaan
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pendamping tidak ditetapkan sebagai pemenang, maka fee
tersebut tidak diberikan pada perusahaan tersebut.
Bahwa saudara Vino pada penanda-tanganan berita Acara
Penyidikan tidak membaca secara cermat atas point point
dari pertanyaan dari berita acara tersebut.
saudara Vino mengakui pengupload data-data dokumen
perlelangan dilakukan melalui komputer yang sama dan
melalui media internet yang sama dan data-data dokumen
dilakukan Copy paste antara satu sama lainnya atas
perintah saksi.
Bahwa menurut Saksi Ahli Hukum DR, Sukarmi, SH.MH
adalah penerapan Permen PURR NOMOR : 31/PRT/M2015
dan Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 adalah sah sah
saja dan dapat dibenarkan selama ada regulasi undang-
undang yang mengaturnya dan Permen PURR  tersebut
merupakan tata urut atau hirachi dari suatu perundangan-
undangan dan tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54
tahun 2010 dan undang-undang diatasnya.-------=--------——-—-
Bahwa Saksi Ahli Pengadaan Barang yaitu Tjipto Prasetyo
Nugroho dari instansi LKPP, bahwasanya Pokja tidak pernah
diberikan ‘bimbingan Tehnik tentang Internet Protocol
Address dan Meta Data sehingga jika ada persamaan
[P.address dan metadata diantara para Penyedia barang dan
Jasa tidak-lah Pokja dapat dikategorikan telah melakukan
persengkolan dengan Peserta tender, sebagai contoh para
peserta tender mengupload data melalui suatu warnet yang
secara otomatis ip addressnya sama antara satu dengan
lainnya, padahal diantara mereka tidak ada persekongkolan,
pengetahuan I[P.Address dan Metadata hanya diberikan
pelatihannya pada Investigator sehingga Investigator harus
mencari indikasi-indikasi persengkolan  yang  lain
sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 54 tahun
2010, minimal harus ada 2 (dua) indikasi persekongkolan,
artinya IP.Address dan Meta Data hanya sekedar merupakan
petunjuk untuk mencari adanya persekongkolan diantara

Peserta tender saja (persekongkolan Horizontal) ----------------
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Bahwa Saksi Ahli ITE Ir. RUDI RUSDIAH menerangkan
terdapat penggunaan alat elektronik komputer yang sama
antara Terlapor II dan Terlapor III, terdapat penggunaan
media internet yang sama dengan adanya IP.Address yang
sama antara Terlapor II dan Terlapor III dan terdapat
pengupload meta data yang sama disebabkan terjadi salah
pengetikan yang sama dan karakter huruf yang sama,
namun saksi ahli ITE menerangkan Pokja ataupun orang
awan tidak akan mengetahui bagaimana untuk dapat
mengetahui adanya persamaan-persamaan penggunaan alat
elektronik yang sama, Pemakaian Media Internet Protocol
yang sama dan meta data sama. ---------------—=-—2-co—_
Bahwa perlu Terlapor  1/Pokja selaku Panitia Lelang,
bahwasanya PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015
tentang Perubahan  Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor O07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan
Pedoman Penggadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultasi Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016
tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum, TELAH DIAKOMODASI dalam Peraturan
LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada tanggal 08 Juni 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia, artinya Permen PURR tersebut dijadikan
peraturan. khusus yang dijadikan Pedoman Penggadaan
Pekerjaan dibidang Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Lexs
specialis de Derogat lexs generalis) mengesampingkan atau
sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut
perubahannya (Bukti T.1-18) ----------mmmmmmmm o

ANALISA YURIDIS - --nnmmmmmmmmmmm oo

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan usaha Tidak Sehat, yang menyatakan : “ Pelaku

Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau

pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur

dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
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mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat "Juncto
Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22,
UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan dalam penjelasannya
“Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, untuk
memborong suatu pekerjaan atau menyediakan barang atau untuk

menyediakan jasa’.

Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha

Tidak Sehat, adalah sebagi berikut :---------------cmmcmcmme -

Unsur Pelaku Usaha :

Yang dimaksud Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5
Undang-undang NomorS5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum yang didirtkan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan —usaha ~dalam bidang

ekonomi”.

Mengacu pada @ pengertian Pelaku wusaha diatas adalah
Terlapor II, dan Terlapor III yang dalam hal ini merupakan
suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang
merupakan pihak yang mengikuti lelang atau tender melalui
LPSE dan dijadikan pihak atau ditarik sebagai Terlapor dalam

perkara ini, ----f-m=mmmmmmm oo

Bahwa unsur Pelaku Usaha dalam hal ini telah terbukti dan

terpenuhi.

Unsur bersekongkol :

Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman
Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah “kerjasama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif
siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan

peserta tender tertentu”.
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Juncto Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain
dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi

kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, ----------------—-----

Juncto Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pasal 22 UU, Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan “persekongkolan
dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari

persekongkolan horizontal dan vertikal”.

Mengacu pada regulasi diatas, maka persekongkolan adalah

sebagai-berikut :------—ospadedete b oot f Lo L

a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang
terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan

FasSAPeSAIfgN Y- pumty R - i -

b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi
antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan pokja pengadaan atau
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik

atau pemberi pekerjaan. -----------=-m--m—mmm o

c. gabungan -dari persekongkolan horizontal dan vertikal
adalah persekongkolan  antara pokja pengadaan atau
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau

penyedia barang dan jasa. ------------=-m-mmmmmmmmm

Mengacu pada unsur-unsur diatas, maka Terlapor I memberikan
analisa yuridis dengan mendudukkan fakta-fakta hukum yang
terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur

persekongkolan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Pelaku Usaha yang mengikuti atau yang mengupload penawaran

mengikuti lelang atas paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan
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dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh

Layang — Kahaien yaitu terdiri 6 Penyedia barang dan jasa yaitu :

No Nama Perusahaan
PT.Mellindo Bhakti Persadatama
PT.Ganisha Dwi Utama

PT.Jaya Wijaya Coperation
PT.Multi Karya Primas Mandiri
PT.Lyhamulik Bengkang Turan
PT. Sampaga Karya Persada

QNP WIN|—

Pengupload data-data penawaran lelang tersebut dalam rangka
mengikuti Proses lelang melalui Aplikasi LPSE dilakukan Terlapor

[/Pokja adalah sesuai dan-mengacu pada : ----------—=--—-=-——ccmmmmo-

1) Peraturan Presiden “Nomor 70 Tahun 2012 @ tentang
perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Pasal 66 angka 5 huruf a yang menyatakan “HPS
digunakan  sebagai alat  untuk menilai kewajaran

penawaran termasuk rinciannya, ------==-==---=--osommmmmooo—o

2)Juncto PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman
Penggadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
pada pasal 6 C angka 2 dan lampirannya Buku Pedoman
Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-

tahapan dalam evaluasi kewajaran harga. -------------------

3) Juncto Permen PURR  Nomor 28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4 menyatakan : AHPS
merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan
harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang
tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai

kewajaran”. --------mmm oo

9.6. Fakta tentang Tindakan Terlapor II, Terlapor III dan secara
terstruktur, terencana dan maksif dalam melakukan

persekongkolan secara horizontal (sesama pelaku usaha) yang
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dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang sama (VINO
OKTAVIANO), Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang

menyampaikan analisa hukum sebagai berikut : --------——-———-—-

a. Terlapor I tidak mengetahui dan terlibat dalam
persekongkolan tersebut, TERLAPOR I hanya melakukan
penelitian atau pemeriksaan dokumen hanya mengacu pada
Akte-Akte Perusahaan sebagai legalitas Badan hukum
Pelaku Usaha secara formalitas, dengan kata lain Terlapor I
hanya meneliti dokumen yang diajukan pelaku usaha,
tentang adanya persamaan Pengurus atau manajemen
antara satu perusahaan dengan perusahaan lain,
melakukan evaluasi aritmatik, evaluasi administrai, evaluasi

teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi. -----------

b. Terlapor [ selaku Panitia Lelang tidak ada melakukan
diskriminatif antara para Pelaku Usaha, baik itu PT.Mellindo
Bhakti Persadatama, PT.Ganisha Dwi Utama, PT.Jaya
Wijaya Coperation, PT.Multi Karya Primas Mandiri,
PT.Lyhamulik Bengkang Turan dan PT. Sampaga Karya
Persada yang mengikuti Lelang melalui Aplikasi LPSE
dilakukan secara subjektif dan objektif dalam penilaiannya,
artinya Peserta lelang yang digugurkan oleh Terlapor I telah
dilakukan Evaluasi secara rill.  dengan mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang ‘dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR)
Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi
juncto.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum,
SEHINGGA digugurkannya Pelaku Usaha yang mengikuti
lelang dalam proyek yang menjadi Objek dalam Laporan

Dugaan Pelanggaran perkara ini sudah sebagaimana
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mestinya dilakukan oleh Terlapor I atau POKJA sebagai

Panitia Tender.

c. Peserta lelang atau Pelaku Usaha dalam melakukan peng-
upload penawaran harga tidak mengetahui tentang
sistimatika atau cara-cara dalam melakukan penghitungan
evaluasi perhitungan harga atau koefisien alat-alat
sebagaimana yang ditentukan Permen PURR Nomor
28/PRT/M/2016 , dimana sudah disebutkan dalam
dokumen lelang bahwa bila penawaran dibawah 80% HPS
maka dilakukan klarifikasi kewajaran harga = sehingga
POKJA melaksanakan klarifikasi kewajaran harga tersebut
terhadap penawaran harga dibawah 80% HPS dengan
mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang terkait dengan
pedomana analisa harga satuan pekerjaan dibidang
Pekerjaan Umum dimana para pembuat kebijakan, tentu
mempunyai alasan yang kuat sehingga dibuat aturan
tentang Kklarifikasi kewajaran harga untuk - penawaran
dibawah  80%  HPS dalam  Permen PUPR Nomor
31/PRT/M/2015. —mm=mmm oo

Fakta adanya indikasi tentang Tindakan Terlapor II dan
Terlapor III dalam melakukan peng-upload Data Penawaran
dilakukan oleh satu orang berdasarkan Pengakuan Terlapor II,
dan Terlapor III serta dikuatkan dengan keterangan Ahli
Informasi Transaksi Elektronik mengacu pada adanya
persamaan “Meta Data” dan “Internet Protocol Address” serta
“adanya pemakaian komputer yang sama’dapat
diklasifikasikan sebagai perbuatan persekongkolan. Maka
Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa

hukum sebagai berikut : ---------—-—cmm

a. Terlapor I yang ditunjuk selaku Pokja atau Panitia Lelang
atas Proyek paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit
Batu-Lungkuh-Kahaein pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017,

tidak memiliki kemampuan atau Skill akan Informasi
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Transaksi Elektronik disebabkan tidak pernah diberikan

Bimbingan Tehnis (BIMTEK) tentang Informasi Transaksi
Elektronik (ITE) wuntuk mengetahui tentang adanya
persekongkolan peng-upload data penawaran, baiktentang
adanya persamaan “Meta Data” dan “Internet Protocol
Address” serta “adanya pemakaian komputer yang sama”
yang dilakukan pelaku Usaha/Peserta tender sebagaimana
yang telah ditegaskan oleh Ahli ITE dan Ahli Pengadaan

barang dan Jasa dari LKPP sendiri. --------------==-cmmmmmmmee

b. Terlapor I dalam perkara ini memohon kepada instansi
terkait baik itu LKPP dan Majelis Komisi dalam perkara ini
untuk dapat menghimbau pemerintah untuk memberikan
bimbingan tehnik tentang ITE khususnya IP.Address dan
Metadata atau menunjuk suatu lembaga indenpendent yang
berfungsi dan bergerak di bidang informasi transaksi
elektronik yang dapat membantu kinerja para Kelompok

Kerja atau Panitia Lelang. -------=--=---=smmmmmmmmm e

Fakta tentang adanya indikasi Tindakan Terlapor II dan
Terlapor III yang menyajikan penyusunan dokumen
penawaran terkesan adanya persamaan antara sama satu
sama lainnya, khususnya dalam pengetikan dokumen
penawaran dan format penulisan penawaran dan metode
pelaksanaan kegiatan antara Terlapor II dan Terlapor III.
Maka Terlapor: I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan

analisa hukum sebagai berikut : ---<--------———o oo

a. Terlapor I/POKJA sampaikan bahwa penyusunan dokumen
penawaran yang dilakukan para peserta lelang atau pelaku
usaha hampir menyerupai satu sama lain, hal ini menurut
pendapat POKJA disebabkan Para Peserta Lelang melakukan
meng copy atau mencontoh bentuk bentuk dokumen
penawaran yang di download dari internet ataupun dari
Spesifikasi Teknis yang di UPLOAD POKJA/TERLAPOR
sendiri dalam Aplikasi LPSE sebagaimana Terlapor 1/Pokja

sampaikan sebagai berikut : -------------mmmrmm
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- Kesamaan isi penjelasan Timbunan Pilihan, dikarenakan
isi penjelasan Timbunan Pilihan Penyedia sama seperti
yang termuat dalam Spesifikasi Teknis yang diupload pokja
yaitu Spesifikasi Teknis Divisi 3 halaman 3-22. (BUKTI T

- Kesamaan isi dan kesalahan pengetikan Metode Kerja
Marka Jalan Termoplastik, dikarenakan isi penjelasan
Marka Jalan Termoplastik penyedia sama seperti yang
termuat dalam Spesifikasi Teknis yang diupload Pokja
yaitu Spesifikasi Teknis Divisi 8 halaman 8-32, dan
untuk kesalahan pengetikan “per-mukaan”, “sebe-lum”
dan “ran-cangan” juga tertulis seperti itu dalam
Spesifikasi Teknis Divisi 8 halaman 8-23 (BUKTI T I -
17)

b. Terdapat adanya persamaan metode pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III yang meniru
atau mengcopy metode yang disampaikan Terlapor I a-quo
tidaklah dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum
tentang adanya persekongkolan Vertikal terhadap Terlapor I,
namun Terlapor mengakui hal tersebut merupakan ketidak
cermatan Terlapor I untuk melakukan Pemeriksaan lebih
lanjut terhadap kesamaan penulisan Metode pelaksanaan
kegiatan/Tehnis dari kedua Terlapor tersebut, dengan
alasan ‘seperti point a diatas dan hal itu bukan karena

kesengajaan dari POKJA. -=---===mmmmmm oo

Fakta adanya indikasi tentang Surat Keterangan Dukungan
Bank (SKDB) yang diterbitkan Bank KALTENG dengan
mempergunakan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan
Terlapor II yang mana yang melakukan pengurusan atas
dokumen tersebut dilakukan oleh satu. Maka Terlapor I/Pokja
selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai

berikut :------mm

a. Bahwa Terlapot I/POKJA lebih fokus pada Nomor Surat

Jaminan Penawaran Penyedia. ------------=--—-mmmmmmmmmmmm
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b. Evaluasi terhadap adanya penomoran yang berurutan
antara satu Pelaku usaha atau Penyedia barang/Jasa yang
mengikuti tender terhadap Surat Keterangan Dukungan
Bank dilakukan pada saat tahapan Evaluasi Akhir atas
Para Peserta Tender Lulus Evaluasi Administrasi, Lulus

Evaluasi Teknis, Lulus Evaluasi Harga Penawaran.-----------

c. Artinya Para Peserta yang sejak awal tidak dinyatakan lulus
Evaluasi Aritmatik, tidak lulus Administrasi, tidak Lulus
Evaluasi Teknis, tidak Lulus Evaluasi Harga Penawaran
tidak perlu dilakukan atau dilanjutkan pada tahapan
evaluasi kualifikasi, sedangkan PT. Jaya Wijaya Coperation
tidak dilakukan pemeriksaan pada - tahap evaluasi
kualifikasi karena telah gugur pada tahapan evaluasi harga
penawaran yang mengacu pada PERMEN PURR NOMOR :
31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga  Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/M/2011 tentang
Standar Dan Pedoman Penggadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultasi pada pasal 6 C angka 2 dan
lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang
mengatur “tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi
kewajaran harga”. “Juncto Permen PURR Nomor
28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4
menyatakan : AHPS merupakan bagian dari dokumen
kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian
sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat

untuk menilai kewajaran”.---------------mmmmmmm

d. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut Terlapor I/Pokja
selaku Panitia Lelang hanya melakukan evaluasi Nilai
dukungan Bank hanya wuntuk Terlapor II/PT. Melindo
Bhakti Persada yang sudah lulus evaluasi aritmatik,
administrasi, teknis dan harga dan Terlapor III/PT Jaya
Wijaya Coperation, tidak dilaksanakan evaluasi nilai
dukungan Bank pada tahap evaluasi kualifikasi karena

sudah gugur pada tahap evaluasi kewajran harga. -----------
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e. Untuk Nomor Surat Keterangan dukungan Bank antara
Terlapor II dan Terlapor IIl setelah POKJA melihat kembali
Surat Keterangan Dukungan Bank dari kedua Terlapor
tersebut, menurut pemahaman POKJA Nomor Surat tersebut
tidak berurutan, ada selisih satu angka dari Nomor Surat

tersebut yaitu ---------mmmmm e

- PT. Melindo Bhakti Persada, Nomor Surat KCU.101/SB-
1857 /XII-16 (Bukti T.I -19)

- PT. JAYA WIJAYA Coperation, Nomor Surat KCU.101/SB-
1855/XII-16 (Bukti T.I -20)

Mengacu pada fakta-fakta a-quo Terlapor II, dan Terlapor III
secara tegas mengakui adanya persekongkolan diantara
Pelaku Usaha dalam satu kendali yaitu dibawah kendali
Terlapor II (saudara Vino Oktaviano) sehingga wunsur

Persekongkolan dalam arti Horizontal telah terbukti dan

terpenuhi,Sedangkan  persekongkolan dalam arti Vertikal

antara Pelaku Usaha Terlapor IIdan Terlapor Il dengan Terlapor
I/Pokja/Panitia Lelang baik itu terlibat konspirasi kegiatan Pra

Lelang dan Lelang adalah unsurnya tidak terbukti. ---------------

Unsur Pihak Lain:

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang
terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan
tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau

subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

Mengacu pada kegiatan Pra Lelang dan Lelang Dini, dalam arti
kegiatan Pra Lelang telah dilaksanakan walaupun DIPA
anggaran belum ada dianggarkan dalam anggaran APBN, tidak
ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan intervensi yang
berupaya mempengaruhi Terlapor I/Pokja dalam menggugurkan
Peserta Lelang atau mempengaruhi penetapan pemenang
Tender, fakta ini telah terungkap dalam persidangan yaitu :
tidak ada satu saksi atau alat bukti yang dapat membuktikan

adanya campur tangan pihak lain, khususnya Kuasa Pengguna
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Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), atau Consultan Pengawas Proyek atau Satuan
Kerja atau Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat
mempengaruhi Terlapor 1 selaku Pokja dalam melakukan
evaluasi-evaluasi untuk menggugurkan dan menetapkan

pemenang lelang. -----------mmmmmmm

Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Lain adalah tidak

terbukti, --------------- e e s

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender :

Yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22
Undang-undang - Nomor 'S Tahun 1999 _adalah tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk

mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

Dan berdasarkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pasal 22 UU Nomor S5 Tahun 1999, yang dimaksud
dengan mengatur 'dan atau menentukan pemenang tender
adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses
tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan
pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan

peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu”; -==---------------

Memperhatikan pengertian = unsur = mengatur dan atau
menentukan pemenang tender a-quo Terlapor I selaku Pokja
tidak ada terlibat dalam persekongkolan lelang, baik dalam
menggugurkan Para Peserta lelang dan/atau menetapkan
Pemenang Lelang, khususnya Terlapor II (PT. Mellido Bhakti

Persadatama selaku pemenang lelang. ---------=----——————— o

Dengan demikian, penerapan unsur mengatur dan atau

menentukan pemenang tender, adalah tidak terbukti. --------

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5
Tahunl999 adalah persaingan antara pelaku wusaha dalam
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menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha. --------------------——-——

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap
dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas,
perbuatan tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat
persaingan usaha bagi pelaku usaha lainnya, hanya
dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III tanpa
melibatkan atau turut sertanya dan/atau tidak
sepengetahuan Terlapor I selaku Panitia Lelang atau tidak
ada unsur persekongkolan yang dilakukan secara Vertikal

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penerapan unsur ini tidak dapat diterapkan pada

Terlapor I, sehingga unsur ini tidak terbukti. --------——-—-
KESIMPULAN oo e

Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan analisa yuridis diatas,
perbuatan Terlapor I dalam menetapkan Terlapor 1I/PT.Mellindo
Bhakti Persada tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan
persengkolan secara Vertikal atau Gabungan dari persengkolan

Horizontal dan Vertikal tetapi semata-mata karena : ---------------

a. Para Peserta lelang yang digugurkan Terlapor I kurang
memahami cara melakukan  penghitungan evaluasi
kewajaran harga tentang penghitungan koefisien alat-alat
sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor
28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Bidang Pekerjaan Umum. --------=---=mmmmmmmmm oo

b. Kurangnya pengetahuan dan Skill Terlapor I dalam
mempergunakan sistim Informasi Transaksi Elektronik
(ITE) untuk mengetahui proses pengupload data,
khususnya tentang Meta Data, Internet Protokol Address

serta penggunaan alat elektronik baik laptop dan komputer
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yang sama diantara Pelaku Usaha yang mengikuti lelang

secara bersama-sama.------------=--mmmm s oo

c. Adanya kekurangcermatan Terlapor I dalam memperhatikan
kesamaan isi metode pelaksaan para Terlapor yang
disebabkan isinya mirip dengan spesifikasi Teknis yang di
upload POKJA pada sistem SPSE serta tidak memeriksa
Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) dari Terlapor III
tidak lulus pada Tahap evaluasi kewajaran Harga sehingga
tidak dilanjutkan pada Tahap evaluasi kualifikasi yang
didalamnya memeriksa nilai dukungan Bank, namun
kekuranganceramatan tersebut bukan merupakan faktor
utama untuk menentukan pemenang yang dilaksanakan
POKJA yaitu penyedia yang Lulus evaluasi aritmatik, Lulus
evaluasi Adminstrasi, Lulus evaluasi Teknis, Lulus evaluasi

Harga, dan terkahir adalah Lulus evaluasi kualifikasi. -------
9.11.. PETITUM/PERMOHONAN - mmmm e

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas, Terlapor 1/Pokja
dengan ini memohon danmeminta kepada Majelis Komisi yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus

dengan amarnya sebagai berikut : —==--=-------mmommm

1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, danTerlapor III terbukti

secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-

Undang Nomor S Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----------------

2) Menyatakan Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3) Menghukum Terlapor II, danTerlapor III untuk membayar

denda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur. ----

10. Menimbang bahwa Telapor II telah menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide

DUKE TIL. 2):=mnnmmmmmm e e e e e
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10.2.

10.3.
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Bahwa Terlapor II adalah merupakan Peserta Lelang dan
ditetapkan selaku Pemenang Lelang atas Paket atau Proyek
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahiendengan
nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 29.339.340.000,-
(dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta
tigaratus empat puluh ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan

APBN Tahun Anggaran 2017.

Bahwa Terlapor II melihat dan mengetahui tentang adanya
pelelangan proyek a-quo dari Terlapor IIIl yang merupakan salah
satu group atau perusahaan pendamping dalam mengikuti
pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan
dengan cara mempergunakan - Aplikasi LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)melalui internet dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut :

£

Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta
dokumen lelang.

Aarwijzing.

Pemasukan/Upload.

Pembukaan Dokumen Penawaran.

Evaluasi Penawaran.

Pembukaan Kualifikasi.

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan.

Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang.
Masa sanggah.

Penandatangan Kontrak Kerja.

S g o a0 T

Bahwa Terlapor Il pada saat melakukan Peng-Upload atas
Legalitas Perusahaan dan syarat-syaratkelengkapan dokumen
lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi

semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor III.

10.4. Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar
awalnya diikuti oleh 19 Perusahaan dan yang mengupload
data hanya 6 (enam) Perusahaan termasuk dalam hal ini

Terlapor II dan Terlapor III. ----=--—-mmm oo
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Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada
tanggal 10Maret 2017 dan menanda-tangani kontrak kerja

pada 24 Maret 2017 . —----mmmm oo

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti
pelaksanaan tender a-quo. Jika pun ada persekongkolan secara
horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III bukanlah

merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II

selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja

atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas
Pokok dan Fungsinya)sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan

secara Vertikal antara Terlapor II danTerlapor 1II. dengan

Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor 1I selaku
Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam

perkara ini. —-—----==mmmmmm

Bahwa Penetapan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan
metode pelaksanaan dan penawaran -harga sebesar Rp.
28.750.000.000 (dua, puluh delapan milyar tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat
penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan
evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan
mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur

untuk itu. —--- -

Bahwa Terlapor II pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan
tender yang dimulai tanggal 19-26 Desember 2016 masih
merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai
pelaku Usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau
SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group
dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi
Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam
perkara ini, disebabkan Terlapor II selaku pelaku usaha kurang

mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar
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pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan

umumnya apabila mengikuti tender proyek. ----------------mc-—-

10.9. Bahwa Terlapor II telah dipersalahkan melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap
Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien Tahun
Anggaran 2017 -in casu- mengacu pada fakta-fakta
persidangan jelas dan  tidak terbantahkan  adanya
persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II danTerlapor
I yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta
tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian
antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan
Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor

SeNAiri. ——==— -

10.10. Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal
sehingga konsekwensinya Terlapor II “haruslah mendapatkan
sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan,
namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan
sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus

mempertimbangankan hal-hal sebagai berikut :

- Terlapor Il pada saat dilakukan penyidikanoleh Tim
Invistigator; Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka

dalam memberikan keterangan-keterangan. ----------------

- Terlapor II atau Perseroan PT.Mellindo Bhakti
Persadatama adalah merupakan perseroan yang baru
berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan

pada Umumnya. —---------=-m-mm oo

- Terlapor II pada setiap melakukan pekerjaan proyek
banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam

pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi
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yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan
menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak

yaitukaryawan dan para pekerja serta keluarganya. -------

Dan Terlapor II akan menjadikan perkara a-quo sebagai
pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal
mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan

perundangan-undangan yang berlaku.----------------cooco—-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR II memohon

kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan

Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

ini,

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan

seadil-adilnya yaitu i =======-=smmmmom oo

1)

2)

3)

4)

5)

Menyatakan Perbuatan Terlapor II . danTerlapor III
melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. -=---==-----2--momoommmmmm e

Menghukum  Terlapor Il danTerlapor II dijatuhkan
Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar

denda yang serendah-rendahnya. --------------------------—

Membebaskan Terlapor II danTerlapor III dari Sanksi
Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. ------+--------------——-

Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk
dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II

dan Terlapor Il -------==———— oo

Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi
Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan
kami di blacklist. Kami bisa menerima dengan lapang
dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda
karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan
sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan

dengan sudah diblacklistnya Perseroan kami. --------------
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6) Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya
larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan
permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera
dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan

tersebut diatas. ---------mmmmm o

7) Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga
pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib
karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-
keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang

punggung keluarga.--------------——— oo

8) Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja

untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya. ----------

9) Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami
yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat

mempertimbangkan . dan mengabulkan — permohonan

Demikian kesimpulan ini disampaikan; atas perhatiannya yang Mulia

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usahadiucapkan terima kasih

Menimbang bahwa Terlapor III telah menyerahkan Kesimpulan Hasil
Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide

bukti TIHI: 2): -===mm oo

11.1. Bahwa Terlapor III "adalah merupakan Peserta Lelang dan
ditetapkan selaku Pendamping Lelangatas Paket atau Proyek
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahiendengan
nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 29.339.340.000,-
(dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta
tigaratus empat puluh ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan

APBN Tahun Anggaran 2017. --------—mmmmmmm oo

11.2. Bahwa Terlapor III melihat dan mengetahui tentang adanya
pelelangan proyek a-quo dari Terlapor II yang merupakan salah

satu group atau perusahaan pemenang dalam mengikuti
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11.4.

11.5.

11.6.
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pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan
dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)melalui internet dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut :

o

Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta
dokumen lelang.

Aarwijzing.

Pemasukan /Upload.

Pembukaan Dokumen Penawaran.

Evaluasi Penawaran.

Pembukaan Kualifikasi.

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan.

Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang.
Masa sanggah.

Penandatangan Kontrak Kerja.

SreSm o o0 o

Bahwa Terlapor III pada saat melakukan Peng-Upload atas
Legalitas Perusahaan dan syarat-syaratkelengkapan dokumen
lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi

semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor II. -----------

Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan
Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar
awalnya diikuti oleh 19 Perusahaandan yang mengupload data
hanya 6 (enam) Perusahaan termasuk dalam hal ini Terlapor II

dan Terlapor Il --==-===—mmsmmmm e

Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada
tanggal 10Maret 2017 dan menanda-tangani kontrak kerja
pada 24Maret 2017 . -—-————m— oo

Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti
pelaksanaan tender a-quo. Jika pun ada persekongkolan secara
horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III bukanlah

merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II

selaku Pemenang disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja
atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas

Pokok dan Fungsinya)sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
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70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah, dengan kata lain tidak ada persekongkolan

secara Vertikal antara Terlapor II danTerlapor III dengan

Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku
Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam

perkara ini. —-----mm oo

Bahwa Penetapan Terlapor III selaku Pendamping disebabkan
metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp.
21.270.000.000 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh
juta rupiah) serta kelengkapan dokumen 'dan @ alat-alat
penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan
evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan
mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur

untuk itu sehingga gugur harga dan harga penawaran tidak

Bahwa Terlapor III pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan
tender yang dimulai tanggal 19-26 Desember 2016 masih
merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai
pelaku Usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau
SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group
dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi
Terlapor Il di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam
perkara ini, disebabkan Terlapor III selaku pelaku usaha
kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta
seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui

kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. ----------

Bahwa Terlapor III telah dipersalahkan melanggar Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap
Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien Tahun
Anggaran 2017 -in casu- mengacu pada fakta-fakta

persidangan jelas dan  tidak terbantahkan  adanya
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persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II danTerlapor
III yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta
tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian
antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan
Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor

ST, —mmmm o

11.10. Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal
sehingga konsekwensinya Terlapor III haruslah mendapatkan
sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan,
namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan

sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus

mempertimbangankan hal-hal sebagai berikut :

- Terlapor III pada saat dilakukan penyidikanoleh Tim
Invistigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka

dalam memberikan keterangan-keterangan. ----------------

- Terlapor III atau Perseroan PT Jaya Wijaya Coperation
adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan
hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada

U U@ =5 = = oo o o e e e

- Terlapor IIl pada setiap melakukan pekerjaan proyek
banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam
pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi
yang dijatuhkan terlalu " berat, sudah tentu akan
menghentikan “kepentingan hajat hidup orang banyak

yaitukaryawan dan para pekerja serta keluarganya. -------

- Dan Terlapor III akan menjadikan perkara a-quo sebagai
pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal
mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan

perundangan-undangan yang berlaku.--------------—--oooo—-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR III memohon
kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini,
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agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-

adilnya yaitu @ ------mmmm o

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Menyatakan Perbuatan Terlapor II danTerlapor III
melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat. -------—--—-mmmmm e

Menghukum Terlapor II danTerlapor III dijatuhkan
Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar

denda yang serendah-rendahnya. ---------------=-mcmmumeuv

Membebaskan Terlapor II danTerlapor IIl ‘dari Sanksi

Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -=-====—<2-—c0

Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk
dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II

dan Terlapor III. -—-----~== = e

Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi
Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan
kami di blacklist. Kami bisa menerima dengan lapang
dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda
karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan
sudah - tidak mungkin membayar denda sehubungan

dengan sudah diblacklistnya Perseroan kami. --------------

Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya
larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan
permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera
dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan

tersebut diatas. ---------mmmm

Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga
pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib
karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-
keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang

punggung keluarga.--------------— oo
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8) Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja

untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya. ----------

9) Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami
yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat

mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan

Demikian kesimpulan ini disampaikan, atas perhatiannya yang Mulia

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usahadiucapkan terima kasih

12. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis
Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian

yang cukup untuk mengambil putusan. --------=---=sc-momoma oo

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para
Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi,
keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau
dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh
Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa,
menyimpulkan “dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang
cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para
Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018, dalam melakukan

penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian,

VAU oo
1. Tentang Identitas Terlapor; —------------= oo oo
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----------------------——-
3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----------=-=——- oo
4. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------------mmommmmmmm e
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1.

Tentang Identitas Terlapor; --------—--——- oo

1.1

1.2

Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan
Tengah, Tahun Anggaran 2017 yang beralamat di Jalan Tjilik
Riwut Km. 3 Nomor 14 Lantai 2, Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah; -----------=-==——m—mmmmmmm e

Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) 'Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 adalah
berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1II Provinsi
Kalimantan = Tengah  Kementerian Pekerjaan ~Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-
WIL.II/X/2016/266 pada tanggal 3 Oktober 2016, ==-=--==----------

Adapun susunan keanggotaan Pokja Pengadaan adalah sebagai
berikut: (vide bukti C3): =----- == mmmmome e

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja Pengadaan

No Panitia Tender / Nama NIP Penugasan
1..| Rooswandy Juniawan, ST 19740617 199903 1 006 Ketua
2. | Gazali Rakhman, ST. 19700727 200812 1 001 Sekretaris
3. | Ir.Budiarto Purwonugroho 19611209 199303 1009 Anggota
4. | Lily Walter Masal, ST., MT. 19790810 2009012005 Anggota
5. | Davis Rahusan Saloh, ST 19711124 200701 1 004 Anggota
6. | Resliana Aprisa S, SE 19780429 200901 2 001 Anggota
7. | Erlin Meyer, ST 19740522 200911 1 001 Anggota

Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama, yang beralamat di
Jalan Jend. Sudirman Nomor 06, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, merupakan badan hukum yang didirikan
berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 35 tanggal 22 Desember
2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, S.H, dengan perubahan
terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 46 tanggal 24 Juli 2014
dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan kegiatan
usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya
(kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu

bandara (vide bukti C49); ----------------mmmmm
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Dalam perkara ini, Terlapor II telah menjadi peserta dan
pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang -

Kalahien. —--------mm oo

Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan
Jend. Sudirman Nomor 05, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah dan di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan badan
hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23
tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H.,
dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor28
tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H.
dengan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk
konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api,
dan landas pacu bandara (vide bukti C48); ----—-=-=-—=-=—-—ccemmee—
Dalam perkara ini, Terlapor III adalah peserta dalam Lelang
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien. ---==--=====——==- - oo

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;---------------——-———-——-

2.1

2.2

Objek Perkara adalah® Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-
Kalahien (vide bukti C1): ==-—m=—=rmmmm oo
Nilai HPS Paket ;' Rp 29.339.340.000,00
(dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga
puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh
ribu rupiah)
Sumber Pendanaan : “APBN Tahun Anggaran 2017.
Pemenang :  PT Mellindo Bhakti Persadatama

Harga penawaran : Rp 28.749.997.000,00
(dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat
puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan
puluh tujuh ribu rupiah)

Bahwa dalam perkara a quo, para Terlapor diduga melakukan
pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan: ------------

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain
dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk
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mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat’.

Tentang Persekongkolan Horizontal,

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
adalah

persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang

1999, yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal

dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa

pesaingnya;

Bahwa @ penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan

persekongkolan horizontal dalam perkara a quo didasarkan pada fakta —

fakta dalam persidangan dan pertimbangan sebagai berikut:

3.1 Terkait  dengan persamaan pengetikan dan ~ persamaan

kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II

dengan Terlapor III---------=--—-———mmmmm e

3.1.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan

Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya
fakta persamaan pengetikan dalam dokumen penawaran

Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut (vide bukti C7,

Gambar 1. Perbandingan gambar metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor II1

METODE PELAKSANAAN METODA PELAKSANAAN

Paket Pekerjaan Preservasi i Jalan dan
Lungkuh Layang - Kalahien

PT. JAYA WIJAYA COPERATION

Rutin Jembatan Bukit Batu -
NAMA PAKET : PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN

RUTIN JEBATAN BUKIT BATU - LUNGKUH LAYANG - KALAHIEN Nama Penyedia

PROPINSI
NAMA PENYEDIA

: KALIMANTAN TENGAH
: PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA

METODA PELAKSANAAN
Penanganan pekerjaan ruas jalan Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien ini dengan total panjang 75,41
Km yang meliputi lingkup :

MOBILISASI
- Rekonstruksi/Peningkatan Struktu Jalan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang

Pada tahapan i pihak i dan D i peralatan, i personil, - Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Lungkuh Layang — Kalahien
Melakukan Pengukuran Lapangan - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang

X ’ - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Lungkuh Layang — Kalahien
UnniznUmmum pekerjann <0 - Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Bukti Batu — Lungkuh Layang
- Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan e 5 - s
S Calle - Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien
- Membuat Papan Nama Kegiatan
- Pembuatan Base Camp, Barak Kerja dan kantor
- Pemeliharaan dan Perlindungan lalu lintas P i/

uksi Jalan dan Rutin Jembatan Bukit Batu -
Lungkuh Layang - Kalahien akan dilaksanakan dengan tahapan survey lapangan yang akan dilakukan
selama 7 hari setelah kontrak ditandantangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Pekerjaan Mobilisasi pada bulan pertama pekerjaan dimana Peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan
pekerjaan pada lokasi pkan gudang atau tempat untuk penyimpanan bahan

KETENTUAN UMUM

Metode dimulai yaitu : Rekonstr Struktu Jalan Ruas

1. Mobilisasi harus sudah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan

SPMK atau sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak.

Bukit Batu — Lungkuh Layang, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Lungkuh Layang — Kalahien,
Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang, Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan

2. Mobilisasi meliputi kegiatan : e e Ruas Lungkuh Layang — Kalahien, Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Bukti Batu — Lungkuh Layang,
. e R L e e 0 Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Bukit Batu — Lungkuh Layang — Kalahien, dimulai dengan:
ii. Mempersiapkan fasilitas lapangan base camp dimana terdapat kantor proyek, kantor Direksi 1. Mobilisasi
Teknis, kantor Penyedia Jasa, rumah-rumah staf dan karyawan untuk proyek, Direksi Teknis dan - Mobilisasi dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK atau
Penyedia Jasa, bengkel, gudang dan inya yang telah di dalam i i umum sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak.
Ll - Mobilisasi meliputi kegiatan :
i alat-alat bahan-bahan dan pemeriksaan mutu, i ok beratidan T ol
serta alnt-alat ukur sesuai rencana. iv). Mendatangkm personil-personil Penyedia Jasa dan pelaksanaan il
Direksi Teknis ’ N B
3 Mobilisasi peralatan terkait dan personil Penyedia Jasa dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan i Fasilitas yaitu Base camp yang terdiri dari Kantor Direksi
yang diatur dalam kontrak. Lapangan, Fasilitas Akomodasi untuk Staff Pengawas, Pagar Base Camp dan lain-lain.
4 Pemeriksaan Quarry: Untuk bahan-bahan timbunan dan ial agregat (material alam) umumnya iii. Mendatangkan Fasilitas Laboratorium, yaitu alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan
selalu diusahakan dicari di sekitar lokasi proyek. Pungutan-pungutan, iuran-iuran, retribusi, royalti atas bahan-bahan dan pemeriksaan mtu serta alat-alat ukur sesual rencana.
perolehan, bahan-bahan material dan sebagainya yang akan digunakan pada Proyek/Kegiatan sepenuhnya o e L e b e Aty
5 amcand tanggungjawabBanyedia Jass. V. Membuat Papan Nama Kegiatan dan Rambu-rambu.

jin Menggunakan Quarry/Borrow Area Permohionan izin inf ditujukan kepads EemerimaliDecan dengan
3 3 2 3 dan_jenis bahan vang ak:
e e asmya
Babian yang ikan didstangien dari Huar lokast Proyck seperti aspal. semea, besi beton, kapur dan
sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalannya di laboratorium,
apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam

waktu 3 x 24 jam
" " R

pekerjaan, Penyedia Jasa wajib meneliti kondisi jalan, jembatan, gorong-gorong, deﬂnxga dan lain-

lainnya yang akan dilalui alat-alat berat tersebut dan juga harus uatan

setelah peralatan berat tersebut digunakan dan dimuati beban. Bila perlu Penyedia Jaca harus melakukan
dan seperlunya sehingga tidak akan menimbulkan

Dokumen Penawaran halaman 12

120 -

vi. Menyiapkan K3 atau mobilisasi lainnya, yaitu pengadaan Sepatu Septi, laket Kerja,
Kacamata, Topi dan lain-lain.
- Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di

- Bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi proyek seperti aspal, semen, besi beton dan
sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalannya di
laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut

diperintahkan untuk diangkut ke luar proyek dalam waktu 3 x 34 jam.
. o &y Shoo oo 3

pekerjaan. Pembuatan As Built Drawing pada akhir/selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen Penawaran halaman 38
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3.1.2 Bahwa berdasarkan alat bukti gambar 1, diketahui terdapat

kesamaan penulisan metode

Terlapor II dan Terlapor III yakni:

pelaksanaan penawaran

“... bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi seperti
aspal, semen, besi beton, dan sebagainya harus terlebih

dahulu diambil
keandalanya di

contohnya
laboratorium,

(sample) untuk diuji
apabila tidak memenuhi

syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar

lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam.”.

Gambar 2. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

BAHAN

Terlapor II dan Terlapor III

1) Timbunan Pilihan

9

9

9

Timbunan hanya boleh dkasiiasikan sebagai "Timbunan Plhan" bils dgunakan pada lokes aau untuk
akoue nnana (imbunan piivn el ientukan, Seluroh tnbunan lin yang diguinahan haus dipandang
schaga imbunan biss

Timbunan yang diklasifksiken sebagai tinbunan plien barus terdin dar bahan tanah tau betu yang
memenuhi smua ketentuan i tes untuk imbunan biasa dan sebagai tambaban havus memilki st
fertentu yangteganiung dar maksud penggunaanny. Delam segala hal,seuruhtbunan i haru, bila
it esuai dengan CBR. paling sedikct 10 % steleh 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100%
Kenadatan kering maksimum,

Bahan timbunan plhan yang ekan digunakan bilaman pemadaten dalars keadaan jenuh o ban yang
tidak dapat ihinda, hausla pasi atau kil e behan berbut bersh lainnya dengan Indeks Plastitas

Bahan timbunen piien yang cigunekan pada leeng ataw pekejoan stablisas timbunan tau paca stasi
lainnya yang memerlkan kuat geser yang cukup, bilamana laksanakan degan pemadstan kering normal
tiaka trunan piian dapet berupa timbunan batu atau kerkl lempungan bergradasi btk atau lempung
pasran atu empung berplastiste rendah. Jens bahan yang diih, tergantung pada kecuraman ar eeng
yang kan dibangun atew iinbun, tan ada tekanan yang akan dipll

T Tim

bunan Pilihan dari Sumber Galian

Timbunan hanya boleh dikasfaksikan sebagai ‘Timbunan Piihan” bla digunakan pada lokas
atau untuk maksud of mana timbunan piihan telah ditentukan, Seluruh timbunan lain yang
dgunakan harus dipandang sebagaitimbunan pifhan.

- Timbunan pithan terdr dari bahan tanah atau batu yang memenuh semua ketentuan di ates

untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memilki ifatsfat tertentu yang
tergantung dari maksud penggunaannya. Dalam segaa hl,selurun imbunan biasa hrus, bl
diji sesua dengan CBR paling sediit 10% setlah & hari perendaman bl dpadatkan sampéi
100% kedapatan kering maksimum.

- Bahan timbunan piinan yang aken digunakan biamana pemadatan dalam keadaan jenuh atau

—————denganindelsplatictacmakioum 6%

banjir yan tidek dapat ihndari, haruslh pasiatau keriki atau bahan berbuti ersh innya

- Bahan timbunan pfhan yang digunakan pada lereng atau pekeriaan stabiltas timbunan atau

pada tuastannya yang memerlukan Kt geser yang cukup, bilamana dleksandken dengan
pemadatan kering normal, maka timbunan piihan dapat berupa timbunan batu atau kerkd
lempungan bergradasi baik atau empung pasiran atau lempung erplastistas rendah, Jeis
bahan yang diplh tergantung pada kecuraman dar lereng yang akan dbangun atau
ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul.

Gambar metode pelaksanaan Terlapor II

halaman 17

Gambar metode pelaksanaan Terlapor III

halaman 43

3.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti gambar 2, diketahui terdapat

kesamaan

penulisan

di

dalam dokumen metode

palaksanaan penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -

“... Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana
pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir yang tidak
dapat dihindari, haruslah pasir atau kerikil atau bahan

berbutir bersih
maksimum 6%.

lainnya

dengan indeks plastisitas

Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau
pekerjaan stabilitas timbunan atau pada situasi lainnya

yang memerlukan kuar geser yang cukup,
dilaksanakan dengan pemadatan kering normal,
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timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil
lempungan bergradasi baik atau lempung pasiran atau
lempung berplastisitas rendah. Jenis bahan yang dipilih,
tergantung pada kecuraman dari lereng yang akan
dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan
dipikul”. ==

Gambar 3. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

Terlapor II dan Terlapor III

LATASTON LAPIS PONDASI (HRS -Base)
Ketentuan Umum :

HRS -Base dari Asphalt Mixing Plant (AMP) diangkut dengan menggunakan Dump truck ke lokasi
pekerjaan. Pada saat pengangkutan harus dijaga temperatur HRS -Base harus dijaga dengan cara menutup
material HRS -Base dengan terpal. Penghamparan HRS -Base dilakukan dengan cara menuangkan HRS -
Base dari Dump truck ke asphalt Finisher, kemudian dari Asphalt Finisher ini bam digelar di lokasi
pekerjaan. Ketebalan dan temperatur material HRS -Base pada saat penggelaran harus sesuai dengan
spesifikasi. Apabila cuaca tidak memungkinkan, maka penggelaran harus dihentikan dan dilanjutkan
kembali setelah cuaca dan permukaan lokasi pekerjaan memungkinkan.

Pelaksanaan :

1. Pemad:

pertama dilakukan pada saat temp 125°C - 110 ° C atau sekitar 0 - 10 menit
setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dengan
jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.

2. Pemadatan Kedua dilakukan pada saat temperatur mencapai 110 ° C - 95 © C atau 10 - 20 menit
setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunkan Pneummatic Tyre Roller
dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.

3. Pemadatan akhir dilakukan pada saat temperatur 95 ° C - 80 ° C atau sekitar 20 - 45 menit setelah
penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dengan jumlah
lintasan sesuai dengan hasil trial compactionLapis HRS -Base yang paling atas diselesaikan tiap
section pemadatan hares dibuat sedemikian rupa schingga memiliki kemiringan sesuai spesifikasi.

4. Patok referensi elevasi selected embankment, centre line, batas-batas selected embankment dan
patok kemiringan harus dibuat dengan jelas, diupdate sesuai dengan elevasi HRS -Base yang telah
diselesaikan dan dijaga keberad untuk kan pemeriksaan dan pengontrolan
pekerjaan

5. Pemadatan pada jalan yang lurus dimulai dari tepi perkerasan sejajar as jalan menuju centre line.
Pada tikungan, pemadatan dimulai dan sisi jalan terendah sejajar as jalan menuju bagian yang
tinggt.

6. Pada waktu pemadatan, roda alat pemadat harus dibasahi dengan air dengan tujuan agar material
HRS -Base tidak menempel pada roda alat pemadat.

7. Pengetesan hasil pekerjaan dilakukan dengan beberapa test. Test yang dilaksanakan adalah test
untuk mengetahui ketebalan HRS -Base (core drill), kadar aspal, kekuatan (Marshall Test) dari
core drill dan HRS -Base dan pengujian campuran agregate.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

a. Quality control harus memastikan peralatan test memenuhi standart dan personil yang bertugas
dilapangan menguasai permasalahan yang ada
b. Apabila hasil test tidak sesuai dengan persyaratan, maka harus dilaksanakan perbaikan.

Pelerjaan dilaksanakan dengan urutan sebagal berfkut :

HAS-Base darl Asphalt Maing Plant (&MP) dianghut menggunakan dump truck ke |okasi
pekerjaan, Pada saal penganghuten harus dijaga wmperatur HRS-Base dangan manutup
material dengan terpal. Penghamparan HRS-Base dilakukan dengan cara menuangkan HRS-
Base dari dump truck ke hooper asphalt finisher, kemudian aiphalt finisher menggelar
material & lokesl yang telah dipersiapkan. Ketebalan dan temperatur material pada saat
penggelarsn harus sesuai dengan spesifikasd, Apadlla cuaca fiden memunghinkan, maka
penggelaran harus dihentikan dan dilanjutkan kemiali setelah cusca dan permikasn (okasi
pakerjaan memunginkan.

Gambar metode pelaksanaan Terlapor 11
halaman 34

Periadatan dilakukan pada sast tempsratur 1257 C - 1107 C atay sebtar 0= 10 manit satelah
penghamparan. Pemaditan ind dilakukan dergan mengunakar tandem roler dengan jumlah
lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.

Pemadatan edua dilskukan pada saat temperatur mencapal 11" £ - 45° £ atau 10 - 30 menit
setelah penghamparan, Pemadatan inl dilakukan dengan menggunakan pneumatic tyre roller
derygan jumlah irtassn sesual dengan Rl trial compactian.

Pemadatan akhir dilakukan pada saat temperatur 95° € - B0 € atau sekitar 20 - 45 menit
setwlah penghamparan. Pemadatan inl dilakukan dengan menggunakan tandem roller dengan
jurnlah liriasan sesuai hasil trial compaction, Lapis HRS-Base yang paling atas diselesalkan tap
seks pemadatan harus dibuat sedemikian rupa sehinggs memiliki kemiringan sesusi
spasifikasi.

Patek referenti @levasi salocted embankmant, conter ling, batas-batas selectod ombankmaont
dan patok kemiringan hars dibuat dengan pelas, daipdate sdial dengan alevasi HRS-Base
yang telah disshesaikan dan dijaga keberadaancy untuk meémudahkan pemerkiaan dan
pengontralan pekeraan,

Pernadatan pada pkan yarg lurus dimalai daei tepl perkerasan seajar as [alan manujy canter
line. Pada Hkungan, pemadatan dimulal das sl jalan terendah sefaiar & jalan menuju baglan
ying tinggl.

Padas wakiu pemasdatan, roda slat pernadst harus dibasahi dengan air ﬂlrﬁﬂ fujuan agar
aterial HRS-Base tidak menampel pada roda alat pemadat.

Pengetesan hasil pekerjaan dilakukan dengan beierapa test. Test yang dilaksanakan adalab
test writuk mengetahul ketebala HRS-Base (core dirill), kadar aspal, kekuatan jmarshall test)
dari core deill dan HRS-Base dan Derallan camauran agregat.

Hal=hal yang perlu diperhatikan adatah :

Ouality contral harus memastian peralatan test memenchl standar dan parsonil yamg
bertugas di lapangan menguasal permasalatian vang ada.
Apabila hasil test tidak sesuai dengan persyaratan, maka harus dilaksanakan pesbaikan.

Gambar metode pelaksanaan Terlapor III
halaman 49 dan halaman 50

3.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti gambar 3, diketahui terdapat

kesamaan

penulisan

di dalam dokumen metode

palaksanaan penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -

«

110°

Pemadatan dilakukan pada saat temperatur 125° C-
C atau sekitar 0 -

10 menit penghamparan.

Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan tandem
roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial

compaction.

Pemadatan kedua dilakukan pada saat temperatur
mencapai 110 °C-95 °C” atau 10-20 menit setelah
penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan
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menggunakan pneumatic tyre roller dengan jumlah lintasan
sesuai dengan hasil trial compaction...”.

Gambar 4. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

Terlapor II dan Terlapor III

MAKKA THERMOFLASTIK

Retenvsan Umum

Sehehrmy perandmn murks jelin e pengecaine dinkmaloon, Pemyedia Jaa hanis dijamn hilwd pmkain
prkerasn jakin yisg akan Sberi marks jalan hanus bersih, mmanmww.mmmqﬂm
Penyedla lsa harus menghilingken dengan goil Wasting (pengiusia deigin baban besbuti halus) suiap marka jalan

fama b tesmiogastis maupam buban, yang akis minghaling kelekatan aplsan cat ban
Cat umuk Marks Jalin

P pasal ini kata “esr” sering dikonotasikan ssbagai bahan merks jalan jesis termaplastik webagai cat. Cat
hanuslah bewame pelh sisn bming seperti yang ditenjukion dalam Gamber dan memenubi Spesifikas meaurt
SM1 beriku i :

1) Marka lalan “tukas" Termoplastik | ST 06-4825-1

b} Marks Jilan Termoplistl : SNI 843201998 (jeais padat, bukes serbuk)

Pelssanaan ©

4 ey babes cal yang dunakan lnp | [Bukan plastik] hanis dicampus berieiih dabaly senunn

peturquk pabeik pembunnys sebolim Sguralan s sspens pamen sen 3 dadam o

b Pengecotan tidak boleh dilaksanikan podn susty parmukaan veng ban aspal kumsg dari 3 bulan seielzh
pelaksenian lapis permukzan, kecusli diperinizhkan fain oleh Direks Pekmjaom Selama masa tunggu yang
disehuatkan i atas, pesgecatan marka plin semeniara (pre-markasg) pads permukann hovipal hars dilakianakan

s srirtal pelpisan

€ Peirpeli Jos b e s esiniilal sciiiia inarka jalai pmhdmmh@mﬁhﬂ dan
S s
d  Pegeoatan marks j pada jris. sumbu, garis bijor, gearis tepi dan 2ebra cmss dengan barfuan

sebish mesin mekanis yang dreveui, hergerak dengan mesin sendir, jenis pervemprotn sie peaghamearn
clomatis dengas katap mekanis yang mamp membel gars pulu-peius Jeas pergopisE vang mmes
{tanpa barharti dam mubsi berjalie lngi) dmgan kol yang dipa diterieo Dineks Pekrjuan,  Misin varg
ik ferebul i sesphaslian justy Mstass vang s dan serapam dengan cebal baash masimum 0,73
millimetes urmsk “cat bukan sermoplastik” dan tebal minimem 1,50 mm otk o termoplasik” belum termasik
buiren Eaca (pkrey b yang juga diaburkn secarm mekanis, deogan gavis sepi yamg bersi fidak bevgerigi pada
o w sevun. Bilamara tidak disvarakss oleh pabek pombusitsys, ik o irmoplastik hans

e geraiur 204 118 °C.
¢ Bilamara penggunas mesin tak

et vaimy, dhsetagui umhuk pergpaarnya.

I Mutiran kaca (phais beva b ditalsarian b ates permekian cal segenn seielsh pelahsanaas pesyemprotan aim
penglangana can Butie kica [l dead) harus ditaborkan dengan kndar 450 gram/im’ unsuk ssmus jenis cat,

Bk untuk: “bukan sermoplastik” maspun “termoplastk”

halaman 43

maka Direksi Pekerjaan dapat menijinkan pengecatan morka
witan dengan cara manual, dibues, disemprot din dicstsk deran =i dessisn boafimras marks jilis dis jeie

3. Marka lalan Termogplastik

Sabelum penandaan marka jalan dtau pengecatan dlaksanakan, Penyedia Jasa hans mengmin
permukaan perkerasan jalan yang alan diben marka jalan hans bersk, kering dar bebas dae
yang bergemuk dan debu, Perwedia Jasa harus menghiangian dengan grit blasting (pes
dengan bakan berbutit halus) setiap marka jalan bima balk termaplastis maupun bulan, yai
menghalangi kelekatan lspisan cat baru.
thrjnn dilaksanakan dangan urutan sebagal berikut ;
e bahan cal yang digunakin tanpa pemanasan (bukan termoglastk] harus di
terlebih dahuly merurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi
marata di dalam cat.
Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pads suatu permikaan yang bary diaspal kuran
bulan setelah pelaksanaan fapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Dircks! Pel

Selama miasa tunggu yang disebutian di atas, pengecatan marka [alan semenitara
pada parmaulaan bersspal harus dilsissnaian sutelah pelapisan

Pu'qeuhnrrllh}lhdhhuﬂ:npadlprkﬂnﬁu prk lajur, garts tepl dan zeby
dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujus, bergerak dengan mesin sendi
penyemgnatn alau penghampann clomatis dengan kalup mekanis yang mampy m
garis putus-putus dalam pengoperasian yarg menerus (tanpa berhent! dan mulal berjal
dengan hasll yang dapat diterima Direlcd Peknrjaan, Mesin yang diunakan terseby
e nghasilkan suata bpisn yang rats dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 m
untuk “cat bukan termaplastk” wn 1,50 mm untuk “cat termoplastik’
tarmasuk butiran kaca (gloss i sacara makants, dengan garks té
bersin (licsk bergerig peca lebar ran-cangan yang sesuai, Bilamana tidak disyaratk
pembiatrey, maka cat termoplastik hans dilaksanalan pada temperatur 204 - 218
Filamana penggunaan mesin tak memungkinksn, maka Direks! Pekeraan dapat men
pengecatan marka jalan dengan cara manual, dikuss, disemprat dan dicetak dengar
dengan kanfiguras marka jakan dan jenis cat yang disetujul untuk penggunaanriya.
Biutiran kaca (glass beod) hans ditaburian d atas permuiaan cat sagera setelah pelal
pemyemanatan slau pengharparsn cat. Butiean kaca |iess bead) hands ditaburkan denga
450 gram/m’ unuic semua jenls cat, baik urtuk bukan termoplastk” maupun *termoplis

halaman 54

3.1.5 Berdasarkan alat bukti dokumen pada gambar 4 diketahui

bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yang sama

didalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III

a) kata yang seharusnya ditulis “sebelum” terjadi kesalahan

penulisan/pengetikan menjadi kata “sebe-lum”,-----------

b) kata yang seharusnya ditulis

“rancangan” terjadi

kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “ran-

»
cangan”, dan ---------

c) kata yang seharusnya ditulis

“permukaan” terjadi

kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “per-

mukaan”;--------------

Gambar 5. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
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Terlapor II dan Terlapor III

GALLAN TANAN UNTUK SALURAN DAN LERENG

1, Piocliarass echoka i thins oir scavetrs mapun permanen hans diadelkon sl s
sehimgg alirn ar verg [moer dapat g et Pericedie Kloitral, ek Pervod Pemelihram

e g bird ]
|L"|JI sumpat, Endipan dan petumbuhan mman yng Gk dikchendaki v msgn Kin
mimghsling alire ar permsin, Panehiagn man m lns dlli:mlm FECan b
Derebisiam i it e ededal b pesukann kbt fojan leb (el berbent] mengalr

" el
| aparigan ﬂmmﬂjnl setiap st hlmpllumuluﬁuy iba ||u1\'|u'rIJl:l:| i awenia hal
[eom Setiogp elianan poda dmirase heatnl preds v tevwelud, peperti hispan wr, keklmngan paslE,
efvet, lmyenivs sinddur drminase yarg kurang tepat st rancngen laineya yang kurang cocok, hans
Hilapoekan kepaida Direks Pekenaen, din Direks Peberjamn akan mengehirkan perintsh vang seua

mwhmmmum

Pekerjaan pemeliharaan kinerja drainase jalan yang bertujuan agar sistq
drainase [alan yang ads fexisting) berfungsi dengan baik dan lancar pada ok
yang termasuk dalam cakupan pekerjaan drainase, termasuk salur
samping, faluran melintang, saluran pembuang [outietfiniet)  dan  salur
olaksn frofch pits/bating] serta semua sistemn drainase yang terkait deng
pekerjaan ras |alan dalamkontrak.

Pakarjaan pemeliharaan  kinerja  drainase  jalan meliputi  pekerja
pemeliharaan dan  perbalkan saluran dengan penutup  dan/atau salur
tanpa penutup atay drainase dengan bahan lainnya atau gorong-gorong,gali
wntuk selokan, pelapisan pads drainese dan saluran yang ada, salur
pemibbuang, pemdtongan semak atau rumput pada s saluran  aer

pembuangan lanau, daun, kotoran, tanah sedimen ataw  ondapan, semak o
bahan-bahan kin yang mengganggu saluran. Seluruh sistem drainase ya
terkait harus dipelihara dengan baik dan diperbaiki jike verjadi kerusakan hing
dapat berfungsl dengan balk, sesual dengan kinerja yang dipersyaratkan.

Bahan yang digunakan untuk pemelibarsan drainase harus  sesual dengan
bahan  pada
Pekerjaan,

drainase vyang diperbaiki, kecuali ditetapkan kin olzh Direl

bebas  dari semua bahan yeang lepas, sampeh, endapan dan  pertumbuh
tanaman yang tidak dikehendaki yang mungkin sian  menghalangl aliran

g Laghsh yang e o

permukaan. Pemeliharaan semacam itu harus  dilaksanakan secara terat

i ; " berdasarkan rutinitas dan segera setelsh aliran  permuksan akibat hujan  let
4 Pekerpaan prmelharse rutin uniuk tmbunan d galian b mecip pamsioogn mmgl, sl it berhenti mengali,
sl i peborepobion kil kil méebal) paampila A debsn dm & egping jile yg L 1 s :
g il ricitiperia jarak pnding i) Ulimgin, Pl b vieg mencakip perhilka |gag boleh ada penymbatan lebéh besar 10% darl kapasitas saluran.

" ; - Pada lereng galian harus stabil, kuat untuk menahan erosi dan berfungsi de
itk stabl, peberjusn psgeinbalion hondisl st perbaiken drainsse. o T NS Sl IYSSIMCAT LR O O LY

poin 3 halaman 45 poin 4 halaman 55

3.1.6 Berdasarkan alat bukti
diketahui

pengetikan yang sama didalam dokumen penawaran

dokumen pada gambar 5

bahwa =~ terdapat kesamaan ~ kesalahan

Terlapor II dan Terlapor III yakni:

“Selokan dan saluran air lama maupun yang baru
diperbaiki harus dijaga agar bebas dari semua bahan
yang lepas, sampah, endapan, dan pertumbuhan
tanaman yang tidak dikendaki yang mungkin akan
menghalangi aliran  air permukaan.  Pemeliharaan
semacam itu harus dilaksanakan secara teratur
berdasarkan ' rutinitas dan - segera = setelah aliran
permukaan akibat hujan lebat telah mengalir”.

3.1.7 Bahwa terhadap persamaan uraian metode pelaksanaan
pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan
gambar 5 di atas, Majelis Komisi memberikan penilaian

sebagai berikut:-----------m oo

3.1.7.1 Pada  gambar 1, persamaan  metode

pelaksanaan dalam dokumen penawaran

antara Terlapor II dan Terlapor III, tidak
bersumberkan dari dokumen pengadaan Pokja

Pengadaan;-----------=——=-——-mmmmmmmm

- 124 -



SALINAN

3.1.7.2 Pada  gambar 2, persamaan  metode
pelaksanaan pada timbunan pilihan dalam
dokumen penawaran antara Terlapor II dan
Terlapor III, bersumberkan dari dokumen
pengadaan  Pokja Pengadaan. Hal ini
berdasarkan alat bukti dokumen TI. 11 (TI-16,
TI-17) pada Dokumen Spesifikasi Teknis Divisi
3 pada Dokumen Spesifikasi Umum 2010
(Revisi 3) yang diupload oleh Terlapor I melalui
aplikasi LPSE; ---------mmmmmm oo

3.1.7.3 Pada gambar 3, persamaan pelaksanaan pada
metode pelaksanaan dalam dokumen
penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III,

tidak bersumberkan dari dokumen pengadaan

3.1.7.4 Pada gambar 4, persamaan kesalahan
pengetikan yakni kata: “per-mukaan”, “sebe-
lum”, dan “ran-cangan” pada Pelaksanaan
Pengecatan Marka Jalan dalam dokumen
penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III,
bersumber dari dokumen Pengadaan dari
Pokja Pengadaan. Hal ini berdasarkan alat
bukti dokumen TI. 11 (TI-16, TI-17) Spesifikasi
Teknis Divisi 8 pada dokumen Spesifikasi

Umum 2010 (Revisi 3) yang diupload oleh
Terlapor I melalui aplikasi LPSE (vide bukti TI-

3.1.7.5 Pada  gambar 5, persamaan  metode
pelaksanaan pada Galian Tanah untuk
Saluran dan Lereng dalam dokumen
penawaran Terlapor II dan Terlapor III, tidak

bersumberkan dari dokumen pengadaan

3.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai pada gambar 1, gambar 3,

dan gambar 5 membuktikan adanya persamaan uraian
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3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

SALINAN

metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor
II dan Terlapor III, sedangkan gambar 2 dan gambar 4
tidak membuktikan ada persamaan karena berdasarkan

dari dokumen pengadaan Pokja;-------------=---mmcmmmmmmmo

Bahwa terhadap fakta adanya persamaan penulisan
metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III
tersebut, Terlapor II dan Terlapor III dalam tanggapan
dan keterangannya sama sekali tidak membantah dan
telah mengakui adanya persamaan-persamaan metode
pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor III

tersebut (vide bukti TI.1, TII.2); ---------------s--m- oo

Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III, Sdr. Vino
Oktaviano pada persidangan tanggal 9 Januari 2019
menyatakan bahwa Sdr. Vino Oktaviano adalah orang
yang menyusun harga penawaran dan mengerjakan
dokumen penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III

pada tender a quo (vide bukti B16); =--==---===--=-----mmoo——-

Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, Sdr. Reydo
Nugroho pada persidangan tanggal 9 Januari 2019
menyatakan, bahwa Terlapor II dan Terlapor III
merupakan satu grup 'dan secara - bersama-sama

melaksanakan tender a quo (vide bukti B15); ------------—--

Bahwa Majelis' Komisi menerima keterangan Ahli LKPP,
Sdr. Tjipto Prasetyo pada Persidangan tanggal 22 Januari
2019 yang menyatakan «bahwa penyedia jasa dan
penyelenggara pengadaan barang dan/jasa harus
menegakkan prinsip bersaing dalam rangka mewujudkan
persaingan usaha yang sehat, termasuk dalam hal

pembuatan metode pelaksanaan (vide bukti B17); ---------

Berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas, Majelis Komisi
menilai kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan
pengetikan pada gambar 1, gambar 3 dan gambar 5
dalam dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II

dan Terlapor III di atas merupakan bukti adanya
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kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam

penyusunan dokumen penawaran dalam mengikuti

tender perkara a quo.

3.2 Terkait dengan kesamaan I[P Address dan metadata antara

Terlapor II dan Terlapor III;---------—-==—=—mmmmmmm o

3.2.1

Berdasarkan Laporan Dugaan  Pelanggaran dan
Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya
kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III didasarkan
pada fakta adanya kesamaan dan kedekatan waktu
antara login dan logout yang dilakukan oleh Terlapor II
dengan Terlapor III ketika mengakses 'situs LPSE
sebagaimana yang terdapat di tabel berikut (vide bukti
CO, C36, C37 ) tmmmrmmm s s oo

Tabel 2. Kesamaan IP Address Terlapor II dan Terlapor I1I

Waktu
N T 1 K Wak i IP A
o angga eterangan aktu login Vet ddress
Terlapor II 11:15 11:23
1. 22 Desember 2016 180.248.241.219
Terlapor 111 11:24 11:34
Terlapor 11 11:48 12:22
2. 27 Desember 2016 125.167.200.20
Terlapor III 11:43 11:45
Terlapor 11 22:24 22:26
3. 28 Desember 2016 125.167.241.198
Terlapor 1II 22:23 22:24
Terlapor 11
4. 22 Maret 2017 125.167.253.79
Terlapor III
Terlapor 1I
5. 25 Maret 2017 36.75.62.179
Terlapor 1II

3.2.2

3.2.3

Berdasarkan =~ Laporan Dugaan  Pelanggaran dan
Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya
kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III didasarkan
pada fakta adanya kesamaan metadata dari Dokumen

Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III; -----------------

Bahwa menurut Ahli IT Sdr. Rudi Rusdiah pada
persidangan tanggal 20 Desember 2018, menyatakan
metadata adalah data dari data. Dalam semua peralatan

IT ada metadatanya. Dalam file Ms.Word misalnya, tanpa
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disadari saat membuat dokumen ©pasti terdapat
metadatanya seperti jam berapa diakses, dibuat oleh
siapa authornya, dan sebagainya. Sama dengan I[P
Address ini, jam akses dapat diketahui dilihat dari
metadata IP Addressnya. Jadi sama seperti dokumen, IP

Address juga memiliki metadata (vide bukti B12); ---------

Bahwa metadata diambil melalui fungsi properties dalam

aplikasi perangkat lunak dalam komputer sebagaimana

yang terdapat di gambar berikut (vide bukti C2): -----------

Gambar 6. Kesamaan Metadata Terlapor II dan Terlapor III

Properties Dokumen Penawaran
Terlapor 11

Properties Dokumen Penawaran
Terlapor 111

Description

File: TWR FINAL MELINDO WIT

Tl |

Auther: ‘

Subject: ‘

Keywords:

Created:  29/12/2016 145213
Modfied:  29/12/2016 15:10:46

Application:

Advanced
PDF Producer:  ABBYY FineReader 12 Sprint
POF Version: 1.6 (Acrobat 7)
Location:  G:\sei asami\P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... 23036054]\LELANG ULANG (23036064)\pesertz\DOKUMEN PENA..\PT MELLINDO\
File Size: 37,68 MB (39.512.829 Bytes)
PageSize: 835x11,75in Number of Pages: 120

Tagged POF: Mo FastWeb View: No

Descrition

File:  tawar-Jayawijaya-

Title: ‘

Author: ‘

Subject: ‘

Keywords:

Created: 29/12/2016 12:20:06
Modfied: - 31/12/2016 08:43:35

Application:

Advanced
PDF Producer:  ABBVY FineReader 12 Sprint
PDF Version: 1.6 {Acrobat 7.x)
Location:  Gi\sei asam\P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - . (23036064)\LELANG ULANG (23056064)! peserta\ DOKUMEN PENAWARAN\PT JAY..\
FileSize: 34,68 MB (36.368.828 Bytes)

PageSize: §33x11,74in Number of Pages: 103

3.2.5 Majelis Komisi meyakini kebenaran adanya persamaan

IP Address yang tercatat dalam server LPSE yang telah
digunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti
tender perkara a quo yaitu : IP Address dengan nomor
180.248.241.219 pada tanggal 22 Desember 2016, IP
Address dengan nomor 125.167.200.20 pada tanggal
27 Desember 2016, IP Address
125.167.241.198 pada tanggal 28 Desember 2016, IP
Address dengan nomor 125.167.253.79 pada tanggal 22
Maret 2017 dan IP Address dengan nomor 36.75.62.179
pada tanggal 25 Maret 2017;---------=——=————=mmmmmmmmmm

dengan nomor
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3.2.7

3.2.8

3.2.9
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Majelis Komisi meyakini kebenaran persamaan metadata
antara Terlapor II dan Terlapor IIl yaitu: PDF Producer
menggunakan ABBYY FineReader 12 Sprint; PDF Version
menggunakan 1.6 (acrobat 7.x); dan Dokumen Penawaran
di created dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal
29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu
untuk Dokumen Penawaran Terlapor II di-created pada
Pukul 14:52 dan Dokumen Penawaran Terlapor III di-
created pada Pukul 12:29:06 (vide bukti C2); --------------

Keyakinan Majelis Komisi didasarkan @ oleh fakta
persidangan pada tanggal 20 Desember 2018 keterangan
Ahli IT Rudi Rusdiah yang menyatakan pada pokoknya
bahwa Terlapor Il dan Terlapor Il pada tanggal 22
Desember 2016, mengakses sistem LPSE dari pukul
11.15 hingga pukul 11.23 dari modem dengan alamat IP
Address 180.248.241.219, kemudian secara bersambung
dan berkelanjutan dari pukul 11.24 hingga pukul 11.34.
Ahli berpendapat bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah
mengakses sistem LPSE dengan menggunakan modem
yang sama. Ahli menyatakan bahwa Terlapor II dan
Terlapor III terhubung ke internet dengan menggunakan
perangkat yang sama. Begitu pula pada tanggal-tanggal
lain yang terdapat dalam tabel, Terlapor II dan Terlapor
I mengakses sistem LPSE pada waktu yang berdekatan
dengan « menggunakan modem/perangkat yang sama,
dilihat dari kesamaan I[P Address mereka. (vide bukti

B12); =l NN

Bahwa Ahli IT Rudi Rusdiah pada persidangan tanggal 20
Desember 2018 juga menyatakan persamaan metadata
antara Terlapor II dan Terlapor III di atas juga
menunjukkan file yang diupload ke sistem LPSE berasal
dari komputer yang sama karena jarang sekali 1 (satu)
komputer menggunakan 2 (dua) versi PDF yang berbeda
(vide bukti B10); —------mmm oo

Bahwa terhadap fakta adanya kesamaan IP Address
Terlapor II dan Terlapor III tersebut, Terlapor II dan
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Terlapor III dalam tanggapan dan keterangannya sama
sekali tidak membantah dan mengakui adanya
persamaan IP Address antara Terlapor II dengan Terlapor

I tersebut (vide bukti TI.1, TII.2);-----------=mmmmmmmmmmmee

3.2.10 Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III pada

3.2.11

3.3 Terkait

tanggal 9 Januari 2019 menyatakan bahwa Sdr. Vino
Oktaviano selaku Direktur Terlapor III adalah orang yang
mengerjakan dokumen penawaran secara bersama-sama
untuk Terlapor II dan Terlapor III pada tender a quo (vide

DUKLE B16); ~mmmmmmmmm e

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai
kesamaan [P Address tersebut membuktikan bahwa
Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan upload
dokumen penawaran secara bersama-sama atau setidak-
tidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan
menggunakan device (perangkat) yang sama dalam hal ini
oleh Sdr. Vino Oktaviano, sehingga fakta tersebut
membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II

dan Terlapor III dalam mengikuti tender perkara a quo.---

persamaan . dalam pengurusan Surat Jaminan

Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan;----------

3.3.1

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan
Kesimpulan - Investigator, berdasarkan alat bukti,
nomor Surat Keterangan Dukungan Bank antara
Terlapor II dan Terlapor Il mempunyai nomor yang
berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama
yaitu Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank
yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) kepada Terlapor II
memiliki Nomor KCU.101/SB-1857/XII-16 pada
tanggal 27Desember 2016 sementara dokumen Surat
Keterangan Dukungan Bank Terlapor III memiliki
Nomor KCU.101/SB-1855/XII-16 pada tanggal 27
Desember 2016 (vide bukti 1.2, 1.5, C.7, C.8); --------—---
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3.3.3

3.3.4

3.3.5

SALINAN

Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II
pada tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya mengakui
telah mengurus dan mengambil surat Keterangan
Dukungan Bank untuk Terlapor II dan untuk Terlapor
[II dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah (Bank Kalteng) pada tender a quo (vide bukti
B15); s

Bahwa selain mengurus Surat Keterangan Dukungan
Bank untuk Terlapor II dan Terlapor III, Sdr. Reydo
Nugroho selaku Direktur Terlapor II juga melakukan
pengurusan Surat Jaminan Penawaran dari PT
Asuransi Mega Pratama Cabang Kota Palangkaraya
untuk Terlapor Il dan untuk Terlapor III, sebagaimana
keterangan Terlapor II pada tanggal 9 Januari 2019
yang pada pokoknya mengakui telah mengurus dan
mengambil surat Jaminan Penawaran untuk Terlapor
I dan untuk Terlapor IIl. Fakta ini sesuai dengan
keterangan Sdr. Hendra Susanta, S.E., selaku
Pemimpin Perwakilan PT Asuransi Mega Pratama Kota
Palangkaraya pada tanggal 4 Desember 2018 yang
pada pokoknya menyatakan benar Sdr. Reydo Nugroho
melakukan pengurusan jaminan penawaran untuk

Terlapor II dan Terlapor III (vide bukti B4); ---------------

Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II,
Sdr. Reydo - Nugroho pada persidangan tanggal 9
Januari 2019 pada  pokoknya mengakui adalah
pegawai dari Sdr. Vino Oktaviano yang merupakan
Direktur Terlapor III dan Terlapor II merupakan satu
grup dengan Terlapor III pada tender perkara a quo

0 L Y 1= ) —

Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III,
Sdr. Vino Oktaviano pada persidangan tanggal 9
Januari 2019 pada pokoknya mengakui telah
mengatur persekongkolan bersama-sama Terlapor II

dalam tender aquo. (vide bukti B16); ------------------——--
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Bahwa persekongkolan yang dilakukan Terlapor III
bersama dengan Terlapor II sebagaimana dimaksud
adalah dengan cara mempersiapkan dan menyusun
dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III secara
bersama-sama, mengatur harga penawaran Terlapor II
dan Terlapor III secara bersama-sama serta
menjadikan Terlapor III sebagai pendamping Terlapor II

dalam tender perkara a quo; -----------------—-cmmcmmmmm

Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan
Terlapor II dan Terlapor III sama sekali tidak
membantah adanya persamaan pengurusan Surat
Dukungan Keuangan dan Surat Jaminan Penawaran
oleh Terlapor Il untuk Terlapor II dan Terlapor III (vide
bukti TI. 1, TII.2)); ==ommm-mmm s mm oot

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli  LKPP Tjipto
Prasetyo Nugroho pada tanggal 22 Januari 2019 yang
pada pokoknya menyatakan indikasi persekongkolan
sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010. tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah antara lain adanya dua atau lebih
peserta yang memiliki nomor surat keterangan
dukungan keuangan bank dan jaminan penawaran
yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama
dan diurus oleh orang yang sama dalam mengikuti

tender perkara a quo-(vide bukti B17);---------------------

Berdasarkan uraian alat-alat bukti diatas, Majelis
Komisi menilai adanya Surat Jaminan Penawaran dan
Surat Keterangan Dukungan Keuangan milik Terlapor
II dan Terlapor III yang diurus oleh orang yang sama
yaitu Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II
membuktikan adanya kerja sama antara Terlapor II
dan Terlapor III dalam mempersiapkan dokumen
penawaran beserta kelengkapannya pada paket tender
perkara a quo. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan
Terlapor II dan didukung oleh pengakuan Terlapor III

yang menyatakan bahwa Terlapor III telah mengatur
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terjadinya persekongkolan dengan cara
mempersiapkan Terlapor II yang tidak lain adalah staf
dan satu grup dari Terlapor III untuk menjadi

pemenang sedangkan Terlapor II menjadi pendamping.

3.3.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi
menilai tindakan Terlapor III yang menjadikan Terlapor
II sebagai pemenang dan Terlapor III sebagai

pendamping adalah bentuk persaingan semu. -----------
Tentang Persekongkolan Vertikal;--------—--——-——- -~ oo e oo

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah
persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku
usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan. —----=--mmmm o e

Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal
yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara a quo didasarkan

pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: =---======---ooommcmme——-

4.1 Sebelum melakukan penilaian persekongkolan vertikal terkait
menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan,
Majelis Komisi mempertimbangkan proses evaluasi harga yang

dilakukan oleh Terlapor I sebagai berikut:--------=-------——co e

Tabel 3. Hasil klarifikasi Pokja Pengadaan terhadap harga penawaran
peserta tender

Nama Harga Harga
No Penawaran(Rupiah | Terkoreksi(Rupiah Lulus Keterangan
Perusahaan
/Rp) /Rp)
1. | PT Multi Karya 23.166.180.000,- 23.166.558.000,- Setelah
Primas Mandiri diklarifikasi

kewajaran harga
dalam hal harga
penawaran
nilainya dibawah
80% HPS,
disimpulkan
Harga Penawaran
Tidak Wajar dan

gugur harga
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Nama Harga Harga
No Penawaran(Rupiah | Terkoreksi(Rupiah Lulus Keterangan
Perusahaan
/Rp) /Rp)
2. | PT Mellindo 28.750.000.000,- 28.749.997.000,- Lulus
Bhakti
Persadatama
3. | PT Jaya Wijaya 21.2770.000.000,- 21.269.998.000,- Setelah
Coperation diklarifikasi
kewajaran harga
dalam hal harga
penawaran
nilainya dibawah
80% HPS,
disimpulkan
Harga Penawaran
Tidak Wajar dan
gugur harga
4. | PT Ganisha Dwi 21.842.283.000,- 21.842.280.000,- Setelah
Utama diklarifikasi

kewajaran harga
dalam hal harga
penawaran
nilainya dibawah
80% HPS,
disimpulkan
Harga Penawaran
Tidak Wajar dan

gugur harga

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Bahwa Terlapor I menggugurkan 3 (tiga) penyedia jasa
yang menawar di bawah 80% (delapan puluh persen) dari
(HPS)
penawaran tidak wajar dan gugur harga, 3 (tiga) penyedia

Harga  Penawaran @ Sendiri dan menyatakan

jasa tersebut, yaitu:

1) PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III),
2) PT Ganisha Dwi Utama dan
3) PT Multi Karya Primas Mandiri ---------------------——-—

Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Terlapor I
melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap PT Jaya
Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama

dan PT Multi Karya Primas Mandiri (vide bukti C51, C52,

Bahwa selanjutnya Terlapor I mengugurkan PT Ganisha
Dwi Utama dengan alasan perhitungan koefisien alat

tidak sama dengan yang tercantum dalam Peraturan
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Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP) (vide bukti C52);-------------mmcmmmmmmmev

Bahwa Terlapor I mengugurkan PT Multi Karya Primas
Mandiri dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri
PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga
Satuan Pekerjaan (AHSP) (vide bukti B6, C51); -------------

Bahwa Terlapor I mengugurkan PT Jaya Wijaya
Coperation (Terlapor III) dengan menggunakan dasar
Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) (vide bukti C53);

Bahwa berdasarkan @ keterangan Terlapor 1 pada
Persidangan = menyatakan  pada  pokoknya  tidak
mencantumkan ~secara detail Peraturan Menteri PUPR
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP) dalam dokumen Pengadaan (Lelang)
(vide bukti B14)--—----—=-—-—m o mmmm oo

Bahwa Majelis Komisi menerima keterangan Ahli LKPP
Sdr. Tjipto Prasetyo yang menyatakan jika Pokja
Pengadaan  (Terlapor I) = berkeinginan -~ menggunakan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai alat
untuk < mengevaluasi, -seharusnya ketentuan tersebut
dinyatakan secara jelas dan tegas dalam dokumen

pengadaan (vide bukti B17) -----------mmmmmmmmmmmme

Majelis Komisi berpendapat seharusnya dokumen
pengadaan menjadi dasar bagi Pokja (Terlapor I) dan
peserta dalam proses pengadaan dan dokumen
pengadaan harus dijelaskan secara detail, sehingga jika
Pokja (Terlapor I) akan menggugurkan peserta
menggunakan dasar yang jelas, termasuk Peraturan

Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016;--------------—-—-—————
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Majelis Komisi Komisi menilai tindakan Terlapor I yang
tidak secara jelas mencantumkan Peraturan Menteri
PUPR Nomor 28 Tahun 2016 dalam melakukan evaluasi
kewajaran harga pada penawaran milik PT Multi Karya
Primas Mandiri, PT Ganisha Dwi Utama dan PT Jaya
Wijaya Coperation merupakan bentuk kelalaian Terlapor I

pada tender perkara a quo. ---------=-=——-mmmmmmmmm

Majelis Komisi mempertimbangkan fakta adanya kesamaan-

kesamaan penulisan metode pelaksanaan dan pengurusan surat

dukungan bank Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: ------

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Bahwa terdapat bukti adanya kesamaan-kesamaan
penulisan  metode . pelaksanaan @ pada -~ dokumen
penawaran antara - Terlapor II ~dan  Terlapor III
sebagaimana telah diuraikan pada gambar 1, gambar 2,
gambar 3 dan gambar 4, gambar 5 pada angka 3.1

Tentang Hukum di atas; -——-------—-=——=s—mmcmmmcee e

Bahwa terhadap adanya fakta terkait -adanya nomor
Surat Dukungan Bank yang berurutan dan dikeluarkan
oleh pihak ' yang sama, Terlapor [ berdasarkan
Tanggapannya menyatakan pada pokoknya mengaku
lalai dan tidak cermat dalam memeriksa nomor Surat
Dukungan Bank pada dokumen penawaran Terlapor II
dan Terlapor IIl. Fakta ini diperkuat dengan keterangan
Terlapor I pada Persidangan tanggal 9 Januari 2019 yang
menyatakan lalai dan tidak cermat dalam memeriksa
Surat Dukungan Bank Terlapor II dan Terlapor IIIL
Terlapor I juga mengakui tidak melakukan antisipasi
terjadinya persekongkolan dalam tender perkara aquo

(vide bukti TI. 1); ~---nn=mnmmmmmmmmm oo

Terhadap adanya fakta terkait kesamaan penulisan
metode pelaksanaan, Terlapor I berdasarkan
Tanggapannya menyatakan pada pokoknya mengakui
kurang teliti dan kurang cermat untuk memeriksa lebih

lanjut adanya kesamaan penulisan metode pelaksanaan
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Terlapor II dan Terlapor III pada tender perkara a quo.
Fakta ini diperkuat dengan keterangan Terlapor I pada
Persidangan tanggal 9 Januari 2019 yang menyatakan
lalai memeriksa kesamaan metode pelaksanaan Terlapor

I dan Terlapor III (vide bukti TI.1);-------------=—-cmmmmmmmev

Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor I terhadap
Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor I mengaku lalai
dalam memeriksa kesamaan uraian pada dokumen
metode pelaksanaan pada dokumen Terlapor II dan
dokumen Terlapor III. Fakta ini bersesuaian dengan
keterangan Terlapor [ pada persidangan tanggal 9
Januari 2019, yang pokoknya Terlapor I mengakui tidak
cermat dalam menilai kesamaan metode pelaksanaan
lalai dalam memeriksa kesamaan penulisan dan
kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Terlapor II

dan Terlapor III (vide bukti TI.1); ----==-======——=mscmmmm

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo
Nugroho pada tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya
menyatakan - Pokja dalam proses tender diberikan
kewenangan yang seluas-luasnya dalam memilih dan
mempelajari dokumen penawaran penyedia yang paling
baik diantara penyedia lain dari sisi administrasi, teknis,
dan harga. Pokja seharusnya berperan sebagai penyaring
agar indikasi persaingan tidak sehat yang diatur dalam
Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun -~ 2010 = tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah tidak terjadi (vide bukti B17); -------------------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo
Nugroho pada tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya
menyatakan Pokja tidak dibenarkan lalai dalam
memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana sudah tercantum jelas dalam dokumen
lelang yang dibuat oleh Pokja Pengadaan. Semua pihak
baik Pokja maupun penyedia harus menjunjung prinsip

bersaing (vide bukti B17);------------—mmmmmmm
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4.2.7 Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan
Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik
evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak serta merta
dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan
vertikal atau mengatur dan/atau menentukan pemenang

tender oleh Terlapor I pada tender perkara a quo. ---------

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor S

Tahun 1999 -

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 85/PUU-XIV /2016, menyatakan; -----------=--=--—s—=-m-co

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau
pithak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka

Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:--------
5.1 Unsur Pelaku Usaha-----====-- == —cm s oo

5.1.1 Bahwa 'yang dimaksud dengan pelaku usaha
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka S5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik ‘yang berbadan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan . ataw. melakukan kegiatan di dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang

ekonOmML”; === mm s

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara a
quo adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan

pada butir 1.2 Bagian Tentang Hukum;-------------------

5.1.3 Bahwa  dengan demikian unsurpelaku usaha

terpenuhi;, -----—-—--"""eiiiioi°\iiii o
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Unsur Bersekongkol;---------===mmmm oo

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah
kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pthak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara
apapun dalam upaya memenangkan peserta tender

tertentu; -—-—------==mmm e

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan

bahwa unsur “bersekongkol” antara lain dapat berupa:

a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -------------

b. Secara - terang-terangan maupun - diam-diam
melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan

peserta lainnya; =----===-----==-—-mmmosomm e

c. Membandingkan — dokumen  tender - sebelum

penyerahan;---<==r—mmmrtt----omse e
d. Menciptakan persaingan semu; -==-----==--------------

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya

petrsekorigkolan y=---- 4 - =Smmeo st e -

f. Tidak menolak =~ melakukan suatu tindakan
meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui
bahwa tindakan tersebut - dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta

tender tertentu; —=--=-==----omt o

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh
penyelenggara tender atau pihak terkait secara
langsung maupun tidak langsung kepada pelaku

usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan

Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol yang
terpenuhi dalam hal (i) Kerja sama antara dua pihak
atau lebih; (ii) Menciptakan persaingan semu, (iii)
Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya

persekongkolan. ----------mmmmm oo
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Majelis Komisi  menilai terdapat  bukti-bukti
persekongkolan horizontal terkait kerja sama antara
dua pihak yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang
menyebabkan terjadinya persaingan semu dalam
tender perkara Preservasi Rekonstruksi Jalan dan
Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh

Layang-Kalahien Tahun 2017: ------------—mmmcmmmmmmm -

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan
kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran,
sehingga menciptakan persaingan semu dalam
mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara a quo

berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: ------------------

5.2.5.1 Terdapat pengakuan dari Terlapor II yang
menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor
I ‘merupakan satu grup yang secara
bersama-sama ikut tender. Pada saat
melakukan Peng-Upload atas Legalitas
Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan
dokumen  lelang seperti Surat Keterangan
Dukungan Bank, Bank Garansi Terlapor II
semuanya  dilakukan pengurusannya oleh

Terlapor III; ~=------====-mmmmmm o

5.2.5.2 Terdapat pengakuan dari Terlapor III yang
menyatakan bahwa Terlapor III adalah pihak
yang ~menyusun harga penawaran dan
mengerjakan dokumen penawaran untuk

Terlapor Il dan Terlapor III pada tender a quo;

5.2.5.3 Terdapat kesamaan penulisan dan kesamaan
kesalahan pengetikan pada dokumen metode
pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor
IIT merupakan bukti adanya kerjasama
antara Terlapor II dan Terlapor III dalam
penyusunan dokumen penawaran dalam

mengikuti tender perkara a quo; ----------------
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Terdapat kesamaan IP Address tersebut
membuktikan bahwa Terlapor II dan Terlapor
Il dalam melakukan upload dokumen
penawaran secara bersama-sama atau
setidak-tidaknya dilakukan oleh orang yang
sama dengan menggunakan device
(perangkat) yang sama dalam hal ini oleh Sdr.
Vino Oktaviano, sehingga fakta tersebut
membuktikan adanya kerja sama di antara
Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti

Paket tender perkara a quo; ---------------------

Terdapat @ persamaan metadata antara
Terlapor 1I - dan Terlapor III' yaitu: PDF
Producer menggunakan ABBYY FineReader 12
Sprint, PDF Version menggunakan 1.6(acrobat
7.x); dan Dokumen Penawaran di created
dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal
29 Desember 2016 dengan waktu yang
berdekatan yaitu untuk Dokumen Penawaran
Terlapor II di-created pada Pukul 14:52 dan
Dokumen Penawaran Terlapor III di-created
pada Pukul 12:29:06, membuktikan bahwa
Terlapor Il dan Terlapor III dalam melakukan
upload dokumen penawaran secara bersama-
sama atau setidak-tidaknya dilakukan oleh
orang yang sama dengan menggunakan
device (perangkat) yang sama dalam hal ini
oleh Sdr. Vino Oktaviano, sehingga fakta
tersebut membuktikan adanya kerja sama di
antara Terlapor II dan Terlapor III dalam

mengikuti Paket tender perkara a quo;-----------

Adanya Surat Jaminan Penawaran dan Surat
Keterangan Dukungan Keuangan milik
Terlapor II dan Terlapor III yang diurus oleh

orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho
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selaku Direktur Terlapor II membuktikan
adanya kerja sama antara Terlapor II dan
Terlapor III dalam mempersiapkan dokumen
penawaran beserta kelengkapannya pada
paket tender perkara a quo. Fakta ini
diperkuat oleh pengakuan Terlapor II dan
didukung oleh pengakuan Terlapor III yang
menyatakan bahwa Terlapor III telah
mengatur terjadinya persekongkolan dengan
Terlapor II dengan cara mempersiapkan
Terlapor 1I yang tidak lain adalah staf dan
satu grup dari Terlapor III untuk menjadi
pemenang sedangkan Terlapor 1l menjadi

pendamping; -----<---=---===—fosod it

Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk

Terlapor II dan Terlapor III terpenuhi. ------=-=-- oo~

Selanjutnya Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti

persekongkolan vertikal sebagai berikut:----------------—-

5.2.7.1

5.2.7.2

Tindakan Terlapor I yang tidak secara jelas
mencantumkan ketentuan Peraturan Menteri
PUPR Nomor 28 Tahun 2016 dalam dokumen
pengadaan adalah bentuk kelalaian Terlapor I

pada tender perkara a quo. ---------------------

Majelis ~~ Komisi = menilai kelalaian dan
ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan
penilaian evaluasi baik evaluasi administrasi,
teknis dan harga tidak serta merta dapat
membuktikan adanya tindakan
persekongkolan atau mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender oleh Terlapor I

pada tender perkara a quo; ----------------------

Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk

Terlapor I tidak terpenuhi; -----------—————--ce oo -
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5.3 Unsur Pelaku Usaha Lain;-----------=----— oo

5.4

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan . kegiatan usaha dalam  bidang

EKONOMY ;= mmmm oA o o e

Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain
dalam perkara a quo adalah Terlapor IlI sebagaimana

telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum,;

Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha yang
terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II
dalam mengikuti Paket Preservasi- Rekonstruksi

perkara @ quoy==-2=-— £ - domm e

Bahwa ‘dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain

terpenuhi; -

Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ------

5.4.1

5.4.2

Bahwa ' yang dimaksud dengan mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan
para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan
pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk

memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai

Bahwa terdapat rangkaian kegiatan yang memenuhi
unsur mengatur dan atau menentukan pemenang
mulai dari, Persekongkolan Terlapor II dan Terlapor III
dalam hal kerja sama penyusunan dokumen

penawaran, kerja sama dalam pengurusan Surat
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Dukungan Keuangan, kerja sama dalam melakukan
upload dokumen penawaran dan kerja sama dalam
penyusunan harga penawaran antara Terlapor II dan

Terlapor III; —-—mmmm e

Terlapor II dan Terlapor III terbukti bersekongkol
dalam hal mengatur penyusunan dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III tender perkara a quo.
Terlapor III yang merupakan satu grup dengan
Terlapor II mempersiapkan Terlapor II sebagai
pemenang tender dan menjadikan Terlapor III sendiri
sebagai pendamping guna memudahkan Terlapor II

sebagai pemenang tender; ------------==-=-s—-r oo

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau
menentukan = pemenang tender ~dalam = Tender
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien bagi

Terlapor II dan Terlapor III terpenuhi; ------<----—---——————-

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol
bagi Terlapor I maka ‘unsur mengatur dan/atau
menentukan  pemenang tender dalam = Tender
Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin
Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien bagi
Terlapor 1 tidak perlu dibuktikan. --=-------------ccmcceeo-

5.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud

dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ---

“persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usah@’. ---------=-=======—==-—cmomooo——-
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5.5.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses
persidangan: (i) perilaku Terlapor II dan Terlapor III
yang menciptakan persaingan semu menunjukkan
tindakan tidak jujur dalam berusaha, (ii) tindakan
persekongkolan yang dilakukan Terlapor II dan

Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum. ---

5.5.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ---
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-------------

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para
Terlapor, Majelis. Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut: ==smm s oo el

6.1.. Hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II yaitu : --==-=--~---------
6.1.1. bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan; --------

6.1.2. mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukan serta
menyesali perbuatan yang telah dilakukan.-----------------

6.2. Hal-hal yang meringankan bagi Terlapor Il yaitu: -----------------
6.2.1. bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan; --------

6.2.2. mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukan serta

menyesali perbuatan yang telah dilakukan. -----------------
Tentang Rekomendasi; -------=-—==--=co oo

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan  kepada Komisi untuk
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Kalimantan Tengah untuk
memberikan pembinaan kepada Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja)
Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 dalam
melaksanaan proses pengadaan barang dan jasa tidak teliti dan kurang
professional untuk itu Pejabat Pembinan Kepegawaian/Pejabat yang
berwenang memberikan pembinaan kepada Terlapor I terkait proses
pengadaan barang dan jasa supaya dapat berhati-hati dalam
memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku. ------------—---omemeee -
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Tentang Perhitungan Denda -------—--—--———————c oo

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para

Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf | juncto. Pasal 47 ayat (1)
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999, Komisi berwenang
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor
S Tahun 1999; - —---mm oo

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan
sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda
serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima

muliar rupiah); - =S58 e e e L

Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan
usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh
pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan.
Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha
agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon

pelanggar lainnya; ===---==-c - =t s

Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan
menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran
nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan
menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar

tersebut; ------de=gh A o A e

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, penentuan besaran nilai dasar, dihitung
berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor II
pada Paket tender a quo, dengan dikurangi Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen). -----------=--=-—cmmcmeuou

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah
salah satu pelanggaran yang paling berat dalam perkara

persaingan usaha; ----------mm oo oo
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Bahwa Dberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender

pada paket tender a quoO;------------=—— oo

Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dengan menjadikan faktor pemberat bagi Terlapor III selaku
penggagas persekongkolan sebesar 20% (dua puluh persen)
dikurangi dengan hal-hal yang memperingan bagi Terlapor III

sebesar 30% (tiga puluh persen); --------------------mmmmr oo

Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal meringankan dengan
menjadikan faktor pengurangan denda sebesar 20% (dua puluh

persen) bagi Terlapor II; ---=--==---———-mmmmmmmmm e

Tentang Diktum Putusan dan Penutup --------—---——————cocccec

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan

kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-

Undang Nomor S Tahun 1999, Majelis Komisi: -----=====—-ucms oo

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja)
Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun
Anggaran 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor S Tahun 1999;-------

Menyatakan Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama dan
Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999; —---cmm oo

Menghukum Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadata
mamembayar denda sebesar Rp.1.034.999.000,00 (Satu Miliar
Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Ribu Rupiah) yang harus disetor secara langsung ke

Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
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bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha);---------=====mmmmmmmmmmm oo

4. Menghukum Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation membayar
denda sebesar Rp. 1.086.749.000,00 (Satu Miliar Delapan
Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu
Rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan

425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan

5. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan
salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Komisi Pengawas

Persaingan Usaha. ------------=-ocmmmmmmm oo
10. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap Putusan Komisi, Anggota Majelis Komisi Harry Agustanto,
S.H., M.H. memiliki pendapat berbeda  (Dissenting Opinion) sebagai
berikut: —------mmm

Tentang Persekongkolan Vertikal, Saya berpendapat bahwa semua
pihak baik Pokja Pengadaan maupun Penyedia Jasa/barang harus
menjunjung prinsip bersaing. Pokja Pengadaan tidak dibenarkan lalai
dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
sudah tercantum jelas dalam dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja
Pengadaan. Terlebih Pokja Pengadaan Barang dan Jasa sudah
berpengalaman dalam pengadaan barang dan/ jasa pemerintah selama
10 (sepuluh) tahun. Kelalaian dalam konteks persekongkolan memiliki
peran masing-masing, meskipun peran tersebut bersifat pasif. Dalam
proses tender, peran pasif yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan salah
satunya adalah “Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender

tertentu”. ------mmmm o
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Bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat persamaan metode
pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. Selain itu ditemukan
fakta adanya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank antara Terlapor
II dan Terlapor III yang berurutan. Terlapor I dianggap membiarkan
indikasi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III, padahal
seharusnya Terlapor I mengetahui terkait adanya fakta persamaan-

persmaan tersebut.

Bahwa sejalan dengan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho
pada pokoknya menyatakan Pokja dalam proses tender diberikan
kewenangan yang seluas-luasnya dalam memilih dan mempelajari
dokumen penawaran penyedia yang paling baik diantara penyedia lain
dari sisi administrasi, teknis, dan harga. Pokja seharusnya berperan
sebagai penyaring agar indikasi persaingan tidak sehat yang diatur
dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak terjadi. Lebih
lanjut, indikasi persekongkolan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi

adalah sebagai berikut: ----=----mm oo

1. terdapat kesamaan dokumen  teknis, antara lain: metode kerja,
bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau
spesifkasi barang yang ‘ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/atau
dukungan teknis;

2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada
dalam 1 (satu) kendali; adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen
penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan;

4. jaminan penawaran-dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan
nomor seri yang berurutan.

Bahwa tindakan Pokja Pengadaan' (Terlapor I) dengan menyatakan
harga PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor IlI), PT Ganisha Dwi Utama
dan PT Multi Karya Primas Mandiri penawaran tidak wajar berdasarkan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M /2016 tentang analisa harga
satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, maka seharusnya Permen
PUPR tersebut dicantumkan secara jelas dalam dokumen pengadaan
agar dapat dipahami oleh seluruh peserta pengadaan agar tidak terjadi

misleading sehingga mereka dapat bersaing satu sama lain. --------------

Majelis Komisi Harry Agustanto menilai tindakan Terlapor I yang

menggugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri, PT Ganisha Dwi Utama
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dan PT Jaya Wijaya Coperation padahal nilai penawaran yang lebih
rendah dari PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) membuktikan
adanya tindakan fasilitasi Telapor I terhadap Terlapor II yang menjadi

pemenang pada tender perkara a quo. —--------=--=-mmmm oo oo

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis
Komisi pada hari Senin, 25 Maret 2019 dan dibacakan di muka
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 9 April 2019
oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih,
M.S.M.sebagai Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan
Harry Agustanto, S.H., M.H.; masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi,
dengan dibantu oleh Lugman Nurdhiansyah, S.H., dan Dewi Meryati,

S.Kom., M.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,
ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.,

Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi,
ttd ttd
Kurnia Toha, S.H:., LL.M., Ph.D. Harry Agustanto,S.H.,M.H.
Panitera,
ttd ttd
Dewi Meryati, S.Kom. M.H. Lugman Nurdiansyah, S.H.
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